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“Orang-orang Yahudi telah mengusir kami dari tanah air kami dari tanah air kami.
Orang-orang Arab tidak menginginkan kami di tansh air merekd. Kami sedang
melalui supte pengalaman vang unik dalam sejarah umat manusia. Kami adalah
rakyat tanpa tanah, tanpa kampung halaman, tanpa pekerjaan, tanpa makanan,

tanpa martabat dan, vang paling buruk, tanpa harapaa. Jika Anda kehilangan
martabat, Anda menjadi lebih hewani ketimbang manusiawi-—tapi eksistensi
Anda masih punya sesuato makna. Namun, jika Anda tanpa harapan, Anda tak
punya apa-apa dan Anda bukan apa-apa...... Mereka ingin menutup
buku tentang Palestina.”

{Khalad Hassan-pengungsi yang kemudian menjadi salab satu fokoh penting PLOY

“Tidak ada pengungst.......yang ada
hanyalah para pejuang yang berusaha
untuk menghancurkan kit

sampai ke akar-skamyal”

{David Ben-Gurion-Perdana Menteri Isracl Pertamay

“No Seitfement can be just ond complete if recogunition is nof accorded to the
right of the Arab refugee 1o refurn je the home from which he has been
distodged .. It would be an offénce against the principles of elemental justice if
these imocent vietims of the conflivt were denied the vight 1o return to their
homas while Jewish immigrants flow into Palestine, and indeed, offer the threat of

permanen! repiacement of the Arab refugees who have been rooted in the fand for
centuries.”

{Count Folk Bernadotte, Mediator PBB untuk Masalah Palestina)™™

" Alan Hant, Arafol: Teroris oty Pendamai?, Jakesia, Pusiaka Utars Grafitl, 1989, hal, 143144,
** Tom Segev, i949: The First Ieraelis”, New York, Free Press, 1986, pp. 33, dikulip dari Paul
Findley, Diplomasi Munaitk ala Yofmdi: Mengumgkop Fakta Hubunpan AS-Israel Bandung,
Peoerbit Mizan, 1995, hal 45,

™" UN Doc. AJG48, Progress Report of the United Nations Mediator on Palesting, 16 September
1948,

hitp:iidomino.un.orgAmispal nsfiSa798mdh{322a(i385 236 1 7h306dB807/ab HMdduafede 1669832562
4064533 faiOpenlocument.
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ABSTRAK

Nama ' Ryantori
Program Studi : Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah
Tudul - NATIONAL SECURITY VERSUS BUMAN SECURITY:

Studi Kasus Sikap Pemerintah Israel Masa Pemerintahan
Perdana Menteri Ehud Barak terhadap Masalah Pengungsi
Palestina

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fonomena konflik Israel-Palestina yang telah
berlangsung lama dan menimbutkan banyak korban jiwa, terutama dikalangan
Palestina. Korban jiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: korban
meninggal dan korban hidup vang kemudian hidup teclunta-lunta sebagai
pengungsi. Para pengungst Palesting inilah yang menjadi fokus utama dari
penelitian ini. Tujusn utama dard penelitian ini adalah untuk menganalisa
mengenaj bagaimana sikap pemerintahan Israel pada rmasa pemerintaban Perdana
Menteri Ehud Barak terhadap keberadaan para pengungsi Palestina tersebut dilihat
dari konsep snational security (keamanan nasional) yang dikadapkan pada konsep
Buman security {(keamanan insami). Metode penelitian yang digurakan untuk
penelitian ini adalah studi kasus, Diharapkan dengan menggunakan metode ini,
data-data vang digunakan akan menjadi sefokus mungkin schinggs pembahagan
akan menjadi sistematis dan mendalam. Dan hasil pengolaban data dapat
diungkapkan bahwa Pemerintahan Perdana Menteri Fhud Barak menggunakan
konsep human security dsri sadut pandang naffonal security Negara Israel
schingpa keamanan vang dipertahankan di mata mereka bukanlah mengenai
keberadaan pengunesi Palestina melainkan para penduduk Israel yang harus
dijaga terlebih dahuly. Bahkan ada kekhawatiran jika para pengungsi Palestina
diijinkan kembali ke tempst asal mercka akan mengancam kesmanan Negara
Israell Dari sisi Palestina sendid, perjuangan terus dilakukan baik oleh pihak
Otoritas Palestina maupun dard parg pengungsi vang tersebar di selurub dunia agar
hagul audah (hak uniuk kembali) dapat mereka dapatkan Pada intinya,
keberadaan pengungsi Palestina ini merupakan sesuatu hal yang sangat perlu
mendapat perhatian dunis internasional selama sikap pemerintah Israel datam
raemandang permasalahan ini selalu dari sisi kepentingan mereka sendiri.

Kata-kata Kunci:
Kearnanan nasional; Keamanan insan; Hak untuk kembali; Konflik; dan
Pengungsi.

il
Universitas Indonesis
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ABSTRACT

Name : Ryanton
Study Program : Politics and International Relationy in the Middie East
Title * NATIONAL SECURITY VERSUS HUMAN

SECURITY: Case Study of Policy of Former Israeli Prime
Minister Ehud Barak on Palestinian Refogees Issues

Thig research was triggered by Israel-Palestine conflict which has been lasting for
long time and causing so many casualties, especially in Palestinian side. The
caspalties can be divided into two main categories: the deads and the refugees.
This Palestinian refugees is the main focus in this research. The main purpose of
this research is to analize how Iscaeli government in Ehud Barak administration
bebave toward Palestinian refugees issues on the base of netional security and
human security. Research methods used in this research is case study. By using
thiz method, the datas are expected fo be so as foous as possible that the
explanation can be systematic and deep. ¥ can be said that Bhud Barak
administration used kuman security concept from national sequrity of Israel point
of view. Hence, security in their view is not about the existence of Palestinian
refugees but, instead, Israeli people must be guarded as well as possible. Bven,
there is a anxiety if the Palestinian refugees are allowed to come back to their
home, they will threat Israeli national security! On the Palestinian side, the
struggle still keeps being fought either by Palestinian Outhority or by the refhgees
who spread out all over the world in order to get haqul audah (right of return)
back. In essence, the existence of Palestinian refugees is something which needs
strong concera from whole world ag long as Isracli government always look this
issue only from jts point of view.

Key words:
National security, human security, right of return, conflict, aud refugees.

vili
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Isu utama yang selaly menjadi main core di dalam studi hubungan intermasional
wilayah Timur Tengah adalah masalah Arab Palesting-Israel. Danl isu utama ini
kemudian melebar membentuk isu-isu lain yang juga signifikan, namun tetap
berintikan isu utama tersebut.

Isu tersebut menjadi penting fidak saja karena sudah ada semenjak studi HI
int mulai berkembang pasea Perang Dunia 11 h'gngga selkarang, namun juga karena
banyaknya sktor-aktor yang terlibat di delamnya, tidak saja dari dalam wilayah
Tirmr Tengah sendivl, tapi juga dasi luar wilayah, seperti AS dan sekutunya.

Satu hal unik yang membedakan studi wilayah in dengan studi-studi
wilayah lain di dalam (BY) adelah adanyzs satu obyek kinusus yang secara berkala
terus mendapat perhatian yang cukup serius. Dimulai semenjak akhir dekade
1940.an—bertepatan dengan masa-raasa awal perkembangan studi HI di dunia
akademik internasional—hingga saat ini. Obyek khusus ity tidak lain adalah
konflik Israsl dengan Palesting pada kbususpyz dan negara-negara Arzh lainnya
pada umumnya. Lebih jauh, mensnik nptuk melibat apa yang dinyatakan oleh
John Laffin (1975, 164) berikut ini;

"Since 1948 ir has been impossible to study the Arab
worid withoui reference of Israel. o write & book aboul
the Arab Mind and omit any mention of ihe influence of
Israel on that mind would be ke writing o history of
Britain and omitting the monarchy. The picture wounld
be as incomplete.”

(Semeniak 1948 sudab fidak mungkin lagi mempelajari
dunia Arab tanpa mengaitkannya dengan Israel. Untuk
merulis sebush buku tentang Pemikiran Arab dan
menghilangkan penjelasan ientang pengaruh  Israel
terhadap Pemikiran tersebut kemungkinan sama halnya
dengan menulis seiarah Inggris dan menghilangkan
Monarki. Penpgambarannya akan  menjadi  fidak
lengkap).
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Israel-yang menempati wilayahnya vang sekarang ini yang dimulaf
semeniak tanggal 14 Mei 1948 dengan memproklamirkan berdirinya negara Israel
setelah berhasil merampas sebagian wilayah milik bangsa Palestina ketika iu—
dapat dikafskan merupakan musuh bersama seluruh negara-negara Arsb di
wilaysh Timur Tengsh ditambah Tran dan Twki  Keberadaan Isrgel yang
tersendiri sepertl itu, namun bisa tetap eksis sampai saat inf, menjadikdn masalah
ini terus-menerus menjadi bahan perbatian dunia internasional.

Dari fokus masalah konflik Arab-Israel tersebut, berbagal cabang
permasalahan yang terkait dengannya pun muncul dan berkembang menjadi suatu
hal yang penting, vang terkadang depat memberikan penjelasan yang diperlukan
dalam konteks konflik Arsb-Israel.  Sisi pembahasanuya terkadapg dilihat
berdasarkan hobungan Ameriks Serikat-Istael yvang berlanpsung dua arah; atan
hubungan aniara Palestina dengan Israel, baik secara diplomatik maupun secsra
militer; atau berdasarkan situasi dan kondisi  geopolitik dan geostrategis dari
masing«»maéing negata-negara Arab yang memang memilili beberapa perbedaan; -
atau yang lainnya.

Konflik Terael-Palesting vang berlarut-larut sejak 1948 sampai sekarang
menyisakan banyak sekali dampak negatif yang semakin menambah kompleks
konflik int. Salah satunya adalah masalah pengungsi Palestina’. Permasalaban ini

'Ada sebuah lelucon yang beredar di kalangan warga Palesting yang intinya mengenat nasit pam
pengungsi Palesting, Ysinva sebagai berikut: Arafat wafhat sebagal scorang syahid dan masuk sorga,
Di sana is bertemns dengan ieman-lemannya yang lain, Mareka bergetombel di kear pintu surga.
Mereka sangat ingin menikmati para perswan dan kebun asggur merckz, Tapi pam wmalaikat
menghalanginya,

Ketika orang-crang yang sudah jenpah menunggu Hu melihal kehmdizan Arafst, mercka pun
bernapas lega. “Preciden kita ada di ani dan moaw iolervensi,” mereka saling senghibor sat sama
lain,

Arfat kebingungan, “Kenapa kalian tdak masuk ke dalam?” Snvanya,

“Nama karni tidak ada datam daftar penghuni surga,”™ salahy satu anak buahnya melgpor, “Mereka
tidak memiliki dafiar nama orang Palesting.” Maka Arafal betjalan ke samping jendela dan
memperkanatkan dirinya kepada maiaikat juru talis scbagal pemimpin orang Palesting,

“Siapa?" tanys malafkat penguras administrast,

“Crrang Palesting,” jawab Arafal geran.

Matsikat ity lalu menyisir daftar nama orang yang berhak masuk surga. I3 mengangkat balunya
sehagai tanda bahwa idak ada nama yang dimakosud Arafal. Arfat mesmntot untak Dertems Tubac,
Malaikat itu massk ke dalam untuk member? tahu Tohan bahwa ada omng di depan pintn dan
sedang berteriak kalau dia dan rakyatnya adalah syahid dan ingin mendapatkan surga, “Tapl” 8
malafkat menunjekkan, “mercka tidak ada dulam daflar nama calon penghuni surga.”

“Kas yakin?” Tuban bertanys.

“Sudah berulany kall aku memeriksanya” jawab si malaikat.

Tuhan berpikir sgjenak, lalu membuat keputusan, “Cobalah minta Malaikar Jibril untuk
membangun sebush kamp peogungsi untuk mercka sampai kita mendapatkan solusi yang tepat”

Uiniversitas indonesia
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bermula dari upaya pemenuban ambisi kaum Zionis® Israel untuk mendirikan
sebuah negara Yahudi di Palestina, Faktanya, mereka berhasil—dan hanya bisa
bethasil—dengan cara pengusiran penduduk asli dan pengambilaliban tanah air
turun temurun mereks (Cattan, tanpa tabun),

Scbuah tragedi kemanusiaan yang menyedot perhatian dunia sejak 1948;
masalzh pengungsi Palesting. Dunia Internasional baho-membabu untuk mencoba
menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalsh melalui upaya pemulangan
kembali atau repairiasi. Para pengungsi Palestina dilihst sebagai korban manusia
yang berbak untuk mendapat perlindusgan dan keamanan di manapin mereka
berada. Namun, sayangnys, upaya repatriasi ini mendapat ganjalan vang besar
dari pemerintah Zionis ISracl. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah
pemerintah Zionis Israel merasa periy melindungi dan memberi keamanan kepada
pars penduduk Israel yang dikhawatirkan hilang jika para pengungsi Palestina
kembali.

Konflik Israel-Palesting dengan sendirinya dapst diposisikan sebagai
konflik sosial mengingat xasus ini dapat disoroti dari beberapa aspek: politik dan
teologi. Menurat Oberschall (1978, 201, Konflik sosial dapat diartikan sebrgsi

".a struggle over values or claims to skatus, power, and scare
resource, in wich the aims of the conflici groups are not only o
guin the desired values, buf also to newtralise injure or eliminate
rivals”

Pengertian ini menunjukkan bahwa konflik sosial meliputi spektrum yang
lebar dengan melibatkan berbagi konflik yang membingkainya, seperti: konflik
antar kelas (social class conflict), konflik ras (ethmics and racial conflicis},

konflik antar pemeluk agama (religions conflics), konflik antar konmunitss
(comnrunal conflict), dan lain sebagainys.

Inti dari Ielucon ik adalah baliwa di swepn, schagainmana df bumi, omang Palesting adalah
pengungsi  abadil Lihat htipdwww erannslis comvberita/dunia/d-akan-bahas-039deklncas
islamabad 039wk tangani-masalah-pengungsi-musiio hitm
*Zionisme adalah sebmah ideclogt politik yaug dikersbangkan oleh Theodor Herzl denpan
beropeng ajaren Yatudi Ideologi ini berujnan maonyatekan kembali baogss Yahudi yang
terdiaspora di sehuah bukit suc, Zion, yang terletak di kawasan Palesting sant ini
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1.2. Pokok Permasalahan

Sast ind terjadi perubshan cara pandang mengenal pengungsi. Jika sermla
pengungsi dipersepsikan sebagai korban yang harns diberi periolongan, pada masa
kontemporer ini pengungsi dianggap sehagai masalah atau babkan ancaman yang
perf diatasi dengan sarana kebijakan yang seringkali mengabaikan kepentingan
pihak lain di luar negara. Perubahan dalam bagaimana pengungsi dipandang dan
diperlakukan ini dirujuk oleh para ahli mengenai migrasi——salzh satunya yang
terkenal William Maley (2002)—sebagai sebual krisis global {a glodal refugee
erisis). Di dalamnya kernudian terjadi tarik-menarik antara konsepsi keamanan
vang fokus pada keamapan negara (ataée securify) dengan konsepsi keamanan
yang fokus pada kemanustaan (human security)

Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini tertarik uatuk meneliti bagaimana
suatu negara—dalam hal ini Israel pada masaz pemerintahan Perdana Menterd
Ehud Barak mencoba menerapkan pendekatan mnarionad security yang berhadapan
dengan konsep humem security dalam menyikapi pengungsi-—dalam hal ini

Palestina.

1.3, Perumusan Muasalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanysan spesifik yang
nanti akan ditelaah lebih lanjut di bagian Pembahasan, yaitu
a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Isvael pada masa Perdana Menteri Ehud
Barak terhadap pengungsi Palestina?
b. Apa konsep pendekatan security yang digunakan oleh Pemerintah Israel
padea umumnya dan Ebud Barak kbususnya dalam menangani

permasalahan Pengungst Palestina?
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1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dinjukan untok memberikan ifustrasi bagaimana dewssa ini
penerapan kebijakan mengenai permasalahan peng&ngsi oleh negara. Dari hal
tersebut diharapkan dapat ditunjuikan bahwa permasalahan pengungsi meropakan
sebuah isu yang sangat penting—Kkhususaya dalam kajian securify.

Penglitian ini juga berharap dapat memperkaya kajian mengenai fenomena
di kawasan Timur Tengah sekaligus menjadi jembatan untuk kajian mengenai
pengungsi di kawasan ini lebik lanjut.

1.5. Maunfaat Penelitian
1.5.1, Bagi Penetiti

Diharapkan peaslitian ini dapat berguna bagi pengembangan kreatifitas intelektual
dan ilmu pengetahuan, khtzsuénya ilmu pengetahuan yang terkait dengan studi
politik dan hubungan internasionsl di kawasan Timur Tengah, Di samping itu,
dibarapkan peselitian ini dapat memotivasi dan memunjang penecliti untuk
mengembangkan potensi dirt dan berfikie positif seris logis dalam menyikapi
berbagai peristtwa terksit yang terfadi di kemudian hari,

1.5.2. Bagi Perkembangan Hmu Pengetabuian

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi akademik mengenai kajian
pengungsi pada kKhususnya dan kajian kawasan Timur Tengsh pada umumnya.
Lebih jauh, diharapkan akan mwneul kajlan-ksjtan berikutnya yang dapat
memperkaya kajian di bidang ini.

1.5.3. Bagi Masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai kepads

masyarakat berupa informasi yang sebenarnya mengenal permasalzhan pengungsi
Palesting schingga tidak terjadi biag informasi yang bisa membingungkan. Di

Univergifas Indonesia

Kebijakan Pemerintah..., Ryantori, Pascasarjana Ul, 2009



samping itu, dibarapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai
bagaimana cara menyampaikan dan membahas sebuah permasslahan secara
akademik dan logis sehingga dapat diterima dengan akal sehat.

1.6, Kerangha Pemikiran

Fokus tulisan ini sdalah pengungsi. Oleh karena im, penulis merass perfu untuk
menjelaskan tentang definisi pengungsi. Secara ganis besar, pengungsi dapat
dibedakan menjadi dua: pengungsi internasional {refugees) dan pengungsi internal
{internally dispiaced person/IDF}

Pengungsi internasional adalah setiap orang yang berada diluar negara
asalnya dau vyang tidak bersedia atau tidak dapat untuk kembali kesana
ataupun untuk menempatkan divinya  dibawah perlindungan negara tersebut
disebabkan adanya rasa ketzkotan yang sangat sebagai akibet dari alasan ras,
keyakinan agama, kebangsaan, kesnggotaan dalam suatu kelorapok sosial
atan pendapat politik; atau suatu ancaman terhadap kehidupan ateu keamanan
sebagei hasil dari persengketaan bersenjata dan bentuk-bentuk kekerasan yang
meluas  lainnya  yang secara serius mengganggu ketertiban umum (UNHCR,
2000).

Sementars pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok-kelompok
orang y;ang telah dipaksa stau terpaksa melarikan dirl atau meninggalkan rumah
mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari,
atau dalam rangka menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata,
situagi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara
umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asast manusia, bencana-bencana alam,
atan bencana-bencana akibat ulsh manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan
negars yang diakul secara internasional.

Salah satu solust bagi masalah pengungsi adalah repatriasi sukarelz. Ini
adaiah sebuah vpaya tindakan pemulangan pengungsi ke negara asal berdasarkan
keputusan pengungsi vang dilandasi kebebasan serta kesadaran pengetahuannya,
Repatriasi sukarela dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara diatur,
vaite dilaksanakan dengan bantuan negara-negara yang bersangkutan dan
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UNHCR. Dan Kedua, dengan cara spontan, yaitis pengungsi pulang dengan dana
dan caranyz sendiri tanpa keterlibatan yang berarti dari UNHCR maupun
pemerintah negara-negara yang bersangkutan dalam proses kepulangannya,

Ternyata, upays pemulangan kembeli para pengungsi ke tempat gsalnya
tidaklah semulus vang dibayangkan, bahkan fakta di lapangan menunjukkan
betapa seringnya parg pengungsi mendapat penolakan untuk kembali ke tempat
asal mereka sendiri, Untuk dapat menjawsb permasalghan ini, penulis
menggunakan konsep Human Security. Human Security adalah sebuah konsep
yang mencoba menckankan pentingoya individu manusis —bukan negaral--—
sebagal subyek utama dalam keamanan, Mamusia sebagai individu adalah fokus
vang paling layak dan merupakan sam-samnfa entitas vang bisa menjadi
subyek kebijakan keamanan. Semakin tinggi tingkat kerentanan kondisi individu
maka semakin barus diprioritaskan keamanan dan perlindungan baginya Dalam
konteks ini, para pengungsi adalah salah satt pihak yang sangat erat kaitanoya
dengan konsep ini.

1.7. Metodologi Penelitian
1.7.1. Metode Penelitian

Penelitian inl adalah penelitian kualitatif yang memporgunakan beberapa
perikiran gabungan secbagai acuan, Penelitian ini bersifat deskriptif yang
ditujukan untuk memaparkan bageimana Auman securily diterapkan oleh Israel
dalam menangani masalah pengungsi Palestina. Penulisan penelitian int bersifat
univariat dengan satu variabel.

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah data primer (berupa Konvensi dan
Protokol vang dirumuskan olch PBB serta berbegai dokumen, legislasi serta
pernyatass resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Israel Masa Pemerintahan
Bhud Barak}, serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat
kabar, majalah, situs resm di internet yang membahas isu pengungsi ataupun
telaah tentang konsep-konsep keamanan. Metode pengumpulan datz adalah
dengan studi literstur.
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Data-data tersebut direncansken diperoleh dari UNIC (United Nations
Information Center), perpustakaan Brifish Council, Perpustakaan Pusat
Universitas Indotiesia, Perpustakaan FISIP UL Kedutaan Palestina dan kedutaan-
kedutaan negara Arab yang relevan.

1.7.2. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan
menggambarkan secara umum keseluruhan penelitian. Di dalamnya mencakup
latar belakang permasalahan, perymusan masalah, tujuan penelitian, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan,

Bab kedua diperuntukian bagi pemaparan tinjauan teori dan konsep yang
digunskan dalam penulisan pmaﬁtian ini,

Bab ketiga merupakan penjsbaran dari metodologi penelitian yang sudah
disinggung di bab pertama.

Bab keempat merupakan pembahasan yang mencakup awal mula konflik
Israel-Palestina  yang kemudian berdampak pada munculnya fenomens
permasalahan peagungsi Palestina, Pada bab ini pula aken cobs dianalisis
mengenal sikap Pemerintahan Ehud Barak terhadap permasalahan tersebut dengan
menggunakan konsep nusional security dan Ananan security.

Kemudian diskhiri dengan Bab kelima yang merupakan penutup dard
keseluruhan tulisan. Bab kelima ini berisi kestmpulan dan saran bagi penelitian
untuk topik yang sama berikutnya,
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BAB2
TINJAUAN TEORI

2.1, Pengungsi

Secara garis besar, pengungsi dapat dibedaken menjadi dua: pengungsi
internasional {refugees) dan pengungsi internal Onternally displaced personiTDP)

Pengungsi internasional adalah setiap orang yang berada diluar negara
asalnya dan vang tidak bersediz atpu tidak dapat untuk kembali (kesana)
ataupun untuk mecempatkan ditinyz  dibawah perlindungan (negara tersebut)
disebabkan adanya rasa ketakutan yang sangat sebagai akibot dari alasan ras,
keyakinan agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok  sosial
atau pendapat politik; atau suetu ancaman terbadap kehidupan atau keamanan
sebagai hesil dari persengketaan bersenjata dan berntuk-bestuk kekerasan vang
meluas lainnya yang secara serius mengganggn ketertiban umum,

Sementara pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok-kelompok
orang yang telah dipaksa atau terpaksa melacikan diri atau meninggalkan rumal
mereks atan tempat mereka dabulu biasa finggal, terutarma sebagai akibat dari,
atau dalam rangka menghindarkan dir dar danwpak-dampek konflik bersenjatas,
situasi-gituast rawan yang ditandai oleh marsknya tindak kekerasan secara
umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam,
atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan
negara yang dialari secara internasional.

Dalam konteks pengungsi Palestina, kedua jenis pengungsi ini berada pada
posisi yang smma-sama lemah dan sangat membutuhkan perhatian, namun yang
paling menyedibkan adalah para pengungsi internasional yang berada di kamp-
kamp pengungsian di negera-negara Arab tetangga ataupun yang tersebar di
seluruh duma Oleh karena itu, dalam tulisap ini, penulis tidsk akan tedalu
membedakan antara kedua jenis pergungsi fersebut dan akan dijstilshkan sebagal
“sengungst Palesting” saja.

United Nation High Commissioner for Refugers (UNHCR) memberikan
definisi tentang pengungsi adaleh sefiap orang yang berada di Juar negara warga
negaranya atau jika ia tidak memiliki warga negara, nogara dimana dia bertempat
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tinggal sebelumnyas, karena ia memiliki atau pernah memiliki rasa takut akan
persekusi karena alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pendapat politik dan
tidak dapat, atau karepa suatz ketakutan, tidak bermaksud untvk mendapatkan
dirinys periindongan dari pemerintah negara kewarganegaraanya atau jiks dia
fidak memiliki kewarganegaraan untuk kemball ke negara dimana dia perngh
bertempat tinggal sebelumnya. PBB menetapkan tanggal 20 Juni sebagai Hanl
Pengungsi Sedunia. 42 juta warga dunia hidup sebagal pengungsi. Menunut
statistik yang diluncorkan UNHCR untuk tahup 2008, harepir doa per liga di
antaranya terpaksa mengungsi di negaranya sendin. Sisanya, yaitu sekitar 10,5
juta orang, mencari suska di negara lain. 80 persen dari para pengungsi ditampung
di negara berkembang. 11 antara mereka banyak yang tetap tinggal di sang, tanpa
peluang untuk kembali pulang. Hampir enam juta orang sudah hidup lima tahun
lebih di pengungsian. Dan negara tuvan rumsh kerap mengalami kesulitan
menghadapi arus pengungsi tersebut.

Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau dalam bahasa Inggris
disebut United Nations High Commissioner for Refugecs disingkat UNBCR
bermarkas di-Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950,
bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi
berdasarkan permimaan sebuah pemerintzhan atau PBB  kemudian untuk
mendampingi para penpgungsi tersebut dalam proses pemindahan tempal menetap
mereka ke tempat yang bans.

Badan ini mengganiikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan
PBB untuk Administrasi Bantoan dap Rehabilitasi, UNHCR dianugerahi
penghargaan Nobel uniuk perdamaian talmn 1934 dan 1981, Badan ibu diberi
mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional
untuk melindungt pengungsi dan menyelesaikan permasaiahan pengungsi di

seluruh dunia. Tujuan uiareanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi.

Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh
perlindungan

Bordssarkan Konvensi tehun 1951 di Jenewa, Uwited Nation High
Commissioner for Refugees (UNHCR) mengelompokkan pengungsi® menjadi dua

? Klam memitiki pengarul yang lebih besar dan memperkaya bukurm tenkang segalz bal yang
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jenis yaitn pengungsi internal disebut Imternally Displace Persons (IDPs) dan
pengungsi lintas batas atan Refigee.

Terkait dengan Pengunpsi Intemal ataw Infersally Displace Persons
{(ID¥Ps), UNHCR {2000) menyebutkan bahwa IDPs adalah pengungst yang keluar
dari wilayah terientu dan menempati wilayah lain tetapi masih dalam satu daerah
kekuasaaan satu negara. Penguagsi intecnal biasanya merupakan penduduk migran
terpaksa akibat konflik bersenjata atau akibat dari sitvasi-situasi ravan lainnya
{seperti tindak kekerasan, bencana alam, bencana akibat ulab spanusis) yaog tidak
melintasi perbatasan negaranya. Pengoogsi internal juga dapat diartikan sebagai
seseorang atan kelonpok masyarakat yang berpindah dar setu wilayah ke wilayah
lain sebagai akibat dari bencana alam dan atau bencana sosial yang menimbutkan
kecemasan dan ketakutan yang dapat mengancam sefiap jiwa individu dan
kelompok. Berbagai pertikaian dan kekerasan, batk yang disebabkan oleh
prasangka efnis (etnocentris), dan agama {religiosentris), maupun sebagai datspak
kecemburuan penduduk lokal dengan pendatang yang berbasis ketimpangan dan
perbedaan akses atas penguasaan sumber-sumber daya ekonomi, telah beralkibat
pada pengungsian besar-besaran warga masyarakat dard berhagai daerah.

Berbeda dengan perlindungan pengungsi yang telah menjadi perhatian
komunitas internasional sejak 1921 dengan diangkatnya Komisaris Tinggi untuk
pengungsi vang pertama oleh Liga Bangsa-Bangsa, pedindungan insernally
displaved persons (IDPsy (orang-orsng  tersingkir di dalam negeri} baru
memperoleh perhatian komunitas secara serius sejak awal 1980-21. Sebelumnya,

terkait dengan urnsan peagungsi internasional UNHCR bekegjgsama dengan QKT membuktikan
hal tersebut kewat sebuah studi yang berlajuk The Right to Asylum Betweea Islamic Shasi'sh and
Imernational Refogee Law”, Studi ind dipimpin langsusg okeh kehza UNHCR, Antdnio Guterres,
dan disusun oleh Profesor Hukum Universiias Cairo, Ahmed Abu Al-Wafa. Stedi ini meocobs
mefihat dempak dard hukug Islam dan silai-ailal yang terdandung dalim ajaran Isiam pada
kerangka kerja hukum masa ldni, dengan mengacu pads akdivitas global yung mewakili pulnhan
juta pengungsi duniz. Borikat ini heberaps kesimpulan pentiag dari stadi fersebut: a syarish yang
diberigkukae 14 shad Tabe mampy mengiptakan dasar-dasar untuk berhagal hukom intamasional
yang borkailan deagan masalab pengungsi, b. berdssarkan syarish, umae Isiam dan non-mmslio
menHlikd bak prtuk mencart dan menikeat suaka dard penyiksaas, ¢ Islam melarang pensidinan
orang-orang yasg wiembutvhkan perticdungzn ke tempat yaog membabayakan mercks, dan
mendesak para pepdiduungnya untuk membanty para peugungsi agar bisa bertema lagi dengan
angpota kelearga dan menjamin perlindungan atas jhwa dan hariz benda mereka, 4 Islam juge
melarang tindskan vang memaksa para pengamgst untuk pindah kevaXinen agama dan
menyingkirkan kompromi hak-hak mereka, dan €. sayangnya, sckalipun perhatian Islam diberikan
untuk para pengungsi, umat Istam mewakili dalam juslah besar untuk para peogungsi dunia,
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meskipun perhatian komunitas internasional sudah ada, perhatian terhadap IDPs
tidaklah besar dan terbatas pada aspek bantuan {assistanice) bukan perlindungan
(profection),

Pada tshun 1982 tercatat 1.2 juta IDPs di sebelas negara. Jumiah ini
kemudian meningkat drastis menjadi 14 juta pada tehun 1986 dan pada tahun
1997 menjadi 20-23 juta yang tersebar di lebih dari 40 negars di semua kawasan
di dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 juta terdapat di Afrika, sekitar § juta di
Eropa (Timur), sekitar 5 juta di Asig, dan antara 1 dan 2 juta di Amerika Latin
Pada 2002 ini jumizh IDPs dipastikan lebih banyak dari jumalzh pada tahun 1997
tergebut karena meningkatnya jumlah IDPs di Afpghanistan sebagai akibat
serangan antiteroris terhadap Taliban sejak Oktober 2601 dan terdapatsiva IDPs di
Indonesia yang berjumiah sekiter 1.3 juia orang vang tersebar di sembilan belas
provinsi,

Di manapus, penvingkiran di dalam oegeri (internal displacement) terjadi
sebagai akibat situasi konflik, terutama konflik bersenjsta (ermed conflicts),
kekerasan {Volence), dan pelanggaran hak asast manusia (vioketion of hunvan
rights) vang disebabkan oleh hal-hal antara lsin, konflik antar kelompok-
kelompok politik yang masing-maging memperoleh dukungan Amerika Serikat
atau Uni Soviet selama Perang Dingin (di Aftika: Angola, Ethiopia, Liberia,
Mozambik, Somajia; di Asia: Afghanistan, Kamboja, ¢i Amerika Latin: El
Savador), runtuhoya sistermn kenegarpan dan baogkitnys aspirasi nasiooalistik
serta Hmbulnys perszingan etnis {dibeberapa negara baru di bekas wilayah Uni
Soviet dan bekas Yugosiavia), kesenjangan besar dalam distribusi kekayaan
negara diantars para warganya, pemilikan fanah, dan kekuasaan pemerintaban
{Burundi, Rwanda);, masalah tanah (Kolombia) ; penekanan golongan minoritas
oleh golongan penguasa {(Sudan, Turki); konflik antara pemerintah pusat dan
kelompok separatis bersenjata (Sri Lauka;, di Indonesia: Aceh, Irian Jayay;
pertentangan kelompok berlatar belakang etris (di Afiika: praktis semun konflik
internal di Afrika mempunyat unsur pestentangan etnis; di Indonesia: Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur); pertentanpan kelompok berlatar belakang agama (di
Indonesia; Maluku, Sulawesi Tengsh); dan pemisahan suatu wilayah negara ( di
Indonesia : Tinor Timur). {Pax, 1998)
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IDPs berada dalam kondisi yang laziny disebut kondisi atau situasi yang
mirip deagan kondisi atau sifuasi pengungsi, karena keduanya terpaksa
meninggalkan stau berada diluar kampung halamannya karena ancaman terhadap
keselamatan atau hak asasi dan kebebasen fundamentalnya; dan dalam kondisi
demikian; selain ity, keduanya membutubkan perlindungan dan bantuan, sampai
tersolesaikannya masalah yang mereka hadapl. Namun bedanys, IDPs berada di
dalam wilayah negara asalnya, sedangkan pengungsi berada di luar wilayah
negara asalnya; selain itu IDPs memperoleh perlindungan nasional (pemerintah
negara asalnya), sedangkan penpungsi tidak memperoleh perfindungan nasional
dan karenanya diteropatkan di bawah rezim perlindungan iniernasional,

Dalam kondisi demikian, perlindungan IDPs serta jaminan pelaksanaan
hak asasi dan kebebasan fundamental mereka sungguh-sunggub terganmng pada
sikap, tindakan, kebijakan, efektivitas, dan kemauan pemerintah negara TOPs vang
bersanpkutan, Perlindungen yvang hamg diberikan oleh pemerintah nasionsl,
termasuk Pemerintah RI, kepada IDPs mencakup dua bidang utama. Yakmi,
pertams, keselamatan (yang meliputi keselamatan jiwa, keamanan fisik dan
mental, dan integritas fisik dan moral) dan, kedua, pelaksanaan hak asasi dan
kebebasan fundamentsal (yang sangat dasar dan yang paling dibutuhkan oleh IDPs
sesuai dengan kondisi mereka). Melihat kemiripan kondisi IDPs dengan kondisi
pengungsi, maka pokok-pokok perlindungan bagi pengungsi, dapat diterapkan,
yang pada IDPs merupakan perlindungan sudah harus diberikan oleh pemerintah
nasional pada wakiu mereka masih berada di daerah kediaman asal, pada wakiu
proses penyingkiran, di tempat transit, di daerah permukiman sementara selama
perjalanan kembali ke dacrah asal etau ke daerah relokesi, dan pada mass awal
reintegrasi mereka {(di daerah asal) atau kehidupan mereka di daerah relokasi,
sampat dinilal mantapaya reintegrast IDPs di daersh asal atau kehidupan mereka
di daerah relokasi. (Kom, 1998)

Di samping penangapsn masalah pasca penyingkiran hal yang sama
pentingnya adalah pencegahan penyingkiran secara pakse (forced displocement),
yang mungkin terjadi di tempat lain atan terulang kembali di tempat yang sama,
Dalam penanganan pasca penyingkiran perlu disadari dua hal pokok, yaitu
pertams masa penyingkiran it dapat berlangsung lama sebelum tercapainya
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solusi jangka panjang (@wrable solution). Kedua, bagi para korban, penyingkiran
terpaksa itu merupakan pelanggaran atau non- penghormatan hak asasi dan
kebebasan fundamental tertentu milik mereka yang herus dipulibkan, Itulab
sebabnya, selama mass penyingkiran i, harusizh dapat dipastikan terlindungi
dan terpenuhinya hak asasi dan kebebasan fundamental mereka, setidak-tidaknya
yang paling esensial, paling dibuiubkan, dan dimuagkinkan pelaksanannya
mengingat kondisi-kondisi yang mungkin tidak senantiasa kondusif. {(Coben &
Deng, 1998}

Apa yang dimaksud dengan Pengungsi Lintas Batas (Refugee)? Refugee
adelzh sesecrang atsu sekelompok orang yang oleh karens rass takut yang wajar
akan kemungkinen disnigya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotasn
pada suatu kelompok sosial tedfentu ataw pandangan politik, terpakasa keluar dari
negara asalnya dan tidak bisa atau kareng rasa takut itu, tidak berkehendak berada
di dafam perlindungan negeri tersebut.

Datam perjalanan statusdya, pengungsi mengalami beberapa iahap, yaitu ;

» Tahap sebelum pelarian (pre-flight) vaitu pengusgsi ditampung di suatu
tempat yang aman sebelum akhimmya dipindah ke tempat tujuan. Lamanya
di tempat pemampungan tergantung dari sarana yang ada untuk
memindabkan pengungsi ke tempat tujuan.

o Tahap pelarian dan keterpisahan (fight and separation. Pada tahap ini
pengalaman pengungsi dalam perjalanan ke tempat tujnan. Kondisi ini
sangat tergantung pada sarana  transporiasi yang didapatkan oleh
pengungsi. Banyaknys pengungsi dapat menimbulkan masalah pendataan
anggota keluarga pesgungsi dan kemungkinan terpisah dengan anggota
keluarga yang lain.

o Tahap penampongan Ji tempat fjnan (Asylum). Pengungsi diuampung di
tempat penampungan darurat yang fasilitasnya sangat terbatas, bisa juga
tinggal di rumeh-rumah penduduk. Lama tinggal di penampungan
tergantung pada penvediaan tempat baru yang disediakan pemerintah
setempat yang menjadi tujuan pengungsi.

s Tahap penempatan di tempat tinggs! vang baru (resertlement). Pada tahap
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ini pengungsi menempati tempat tinggal tetap yang disediakan pemerintah.
2.2, Repatriasi

Ini adalah sebuah upaya tindakan pemulangan pengungsi ke negara asal
berdasarkan keputusan pengungsi yang dilandasi kebebasan serta kesadaran
pengetahuannya. Salah satu organisasi internasional yang mengurusi masalah
tersebut adalah PBB melalui sebuah badan khusus yang bernama UNHCR (Unifed

Nations High Comissioner of Refugees). Badan ini bertugas untuk memastikan

repatriasi yang aman, cepat dan lancar sehingga para pengungsi bisa kembali ke

tempat asalnya. Ada dua fungsi utama UNHCR, yzitu perlindungaﬁ internasional
dan pencarian solusi berjangka panjang terhadap masalah pengungsi IDal_'am.
melaksanakan fungsi kedua—solusi permanen, UNHCR mempunyai tiga

alternatif penuntasan masalah pengungsian, yaitu (Pujiono, 2004: 31-32):

1. Kembali ke tempat asal. Hal ini hampir selalu menjadi pilihan utama karena
setiap orang pada umumnya mempunyai ikatan kultural, emosional dan
ekonomis déngan tempat asal-usulnya.-

2. Membaur dengan masyarakat sefempat. Dengan kata lain, membangun hidup
baru di tempat pengungsian. Dalam hal ini, masyarakat pengungsi dan
masyarakat setempat mungkin menyepakati suatu pemukiman baru dengan
syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi melalui mekanisme formal atau
kultural. Namun, mungkin juga masyarakat setempat tidak mengijinkan
dibukanya pemukiman baru melainkan menghendaki agar para pengungsi
tinggal di kamp-kamp penampungan yang dirancang menjadi semacam
perkampungan khusus.

3. Relokasi ke tempat pemukiman baru. Ketika kedua alternatif di atas buntu,
maka para pengungsi terpaksa dicarikan tempat pemukiman lain melaluni
mekanisme mediasi oleh pihak ketiga, seperti pemerintah atau LSM. _

Alternatif yang pertama lebih sering diistilahkan sebagai repatriasi sukarela

(voluntary repatriation). Ini adalzh sebuah upaya tindakan pemulangan pengungsi

ke negara asal berdasarkan keputusan pengungsi yang dilandasi kebebasan serta
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kesadaran pengetahuannys (UNHCR, tanpa tabun). Repatriasi sukarela dapat
dilakvkan dengan dua cara. Pertame, dengan cara diatur, yaitu dilaksanakan
dengan bantuan negarg-negara vang bersangkutan dan UNHCR. Dan Kedua,
dengan cara spontan, yaitu pengungsi pulang denpan dana dan caranys sendiri
tanpa keteriibatan yang berarti dari UNHCR manpun pemerintah negara-negara
yang bersangkutan delam proses kepulangannya.

Ternyata, upaya pemulangsn kembeli para pengungsi ke fempat asslnya
tidekish semulus yang dibayasngkan, bahkaa fakta di lapangan menunjukkan
betzpa seringnya para pengungsi mendapat penolakan uniuk kembali ke tempat
asal mereka senditi.

2.3, Konsep Security (Keamanan)
2.3.1. Security

Securily merupakan salah sste konsep penting dalam kajian hubungan
internasional, Pada awainya konsep ini sangat erat kaitannya dengan peran negara.
Secara sederhana secwrify dapat dikatakan sebapai sebyah konsep yang
membicarakan tentang masalah keamanan negara dalam bermteraksi dengan
pihak eksternal.

Jika kita melibat kembali ke sejarab, dunia internasional pada awal abad ke-
20 mengalani dua kali perang dalam skala besar—vyang lazim dikenal dengan
istilah Perang Dunia T dan H—dalam kurue wakts vang sangat berdekatan, Inilah
awal mula yang membuat para pemikir politik intermasional kemudian
memfokuskan kajiannya pada masalsh securify,

Begitu pentingnya kajian ini sehingga bangsa-bangsa ketika itu~—terotama
dari Barat memikivkan perlunya didirikan sebuah baden internasional yang di
dalamnya ada scbuah lembaga khusus yang menangani masalah secwrity ini
Lahirtah kemudian League of Nations / Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan kemudian
diteruskan oleh Unifed Nations / Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di dalam
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PBB terdapat sebuzh badan yang sangat powerfil untuk menangani masalah

security yang disebut Dewan Keamanan PBB (DK-PEB).

Dewan Keamanan mengadakan pertemuvan pertamanya pada 17 Janueri
1945 di Church House, London dan kepuhisan yang mereka tetapkan disebut
Resolusi Dewan Keamapan PBB. Dewan ini mempunyai lima anggota tetap.
Mereks aslinys adalsh kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia 1T
Republik Cinas (Taiwan), Perancis, Uni Soviet, Britania Raya dan Amerika Serikat.
Republik China (Taiwan) dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik
Rakyat Cina. Setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk teenggantikannya.

Dalam hal mempertshankan perdamaian dan keamanan internasional
diserahkan kepada Dewan Keamanan, dengan syarat sempe tindakas Dewan
Keamanan tersebut harus selaras cdengan tujuan dan zzas-azes PBB, tugas dan
kewajiban Dewan Keamanan dapat dibagi atas beberapa golongan, yaitu -

1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang
didasarkan atas; persetujuan sukarela atau paksaan hukem dalam menjalankan
porsefujuan.

2. Mesgambil tindakan-tindakan terhedap ancaman perdamaisn dan perbuatan
yang berarti petiyerangan.

Sedangkan fungst Dewan Keamanan sebagai berikat:

1. Memelihara perdamaian dan keamapan internasionaal selaras dengan azas-
azas dan tujuan PBB.

2. Menyelidiki tiap-tisp persengketaan atau situasi vang dapat menimbulkan
pergeseran intermssional

3. Mengusulkan metode-metode uniuk menyelesaikan sengketa-sengkets yang
derikian atau syarat penyelesaian,

4, Merumuskan rencana-rencana ustuk menetapkan sevatu sistem mengstur
persenjataan

5. Menentukan adanys snatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi
dan mengusuikan tindakan apa yang harus diambil

6. Menyerukan untuk mengadakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lam yang
bukan perang untuk mencegah atau menghentikan agresor

7. Mengadakan akst militer terbadap seorang agresor
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8. Mengusuikan pemasukan anggols-anggota baru dan syarat-syarat dengan
negara-negara mana yang dapat menjadi pihak dalam setatus mahkamah
internasional,

9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di daerah “strategis”,

10. Mengusulkan kepada majelis umum pengangkatan seorang sekretaris jendral,
. dan bersama-sama dengan majelis umurm, - pengangkatan para hakim dari
mahkamah internasional,

11. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis ynum,

Dari tugas serta fingsi DK-PBB di atas dapet disimpulkan bahwa betapa isu
tentang securify bukanlah sekedar isu biasa dalam konteks hubungan internasional.

2.3.2. Konsep Awal Securiy’

Dalam studi mendalamnya tentang seewrify dalam konteks negara, Stephan Del
Rossa, Jr. mengemukakan bahwa istilah tersebut berasal deri kata Latin
securitas—ierkait dengan kata secyras--yang berarti “tanpa perhatian”. Pada
level paling mendasar, keamanan dipshami sebagai ketizdaan perhatian atau
kebebasan dari risiko, babaya, keraguan, kecemasan, dan ketakutan (Smith-
Windsor, 2001). Ditambahkan bahwa Security sebagat sebuah nilai sosial {social
vaiuey dan sebagai sebuzh tujuan sosial (sucietal goaly dapat didefinisikan, secara
obyektif, sebagai suatu ketiadaan kondisi berbahaya atav ancaman dan, secara
subyektif, sebuagai suatu perasaan atau kepastian adanya perlindungan terhadap
kondisi berbahaya.

Penckanan konsep securily pads negara tidak terlepag dari salah satu
paradigma penting di dalam kajian Hubongan Intermasional, vaitn Paradigma

“ Agar konsisten, dalam tulisan ini penulis memilih uatuk menggunakan versi bahasa Inggsis.
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Realis. Menurat kalangan pepganut paradigm ini, vang menjadi objek utama dari
masalah securify adalah negara, dan pada prinsipnya konsep security menjadi
sinonim dengan pertahanan negara (Ayoob, 1994: 225).

Dalam literatur hubungan isternasional, secara fradisional penggunasn istilabh

securily didasarkan pada dua asumsi utama, yaitu pertama, bahwa pada ptinsipnya,
ancaman terhadap keamanan suatu negara berasal dari luar perbatssan negara, dan
kedua, bahwa secars primer—jika tidak ekslusif—ancaman-sncaman tersebut
merupakan ancaman militer dan biasanya membutubkan tanggapan milifer jika
negara target menginginkan keamanannye tetap terjaga. Ini kemudian lazim
disebut dengan istilah keamanan nasional. Keamanan Nasional (National
Security) merujuk  pada  kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan
eksistensi negara melalui  kekuaten  ekonomi, militer dan politik  serta
pengembangan diplomasi. Secara konvensional, tafsir konsep Keamanan
Masional menckankan kepada kemampuan pemerintsh dalam melindungi
integritas teritorial negara dari ascaman yang dateng deri [uar dan dari dalam
negasa tersebut,
Beberapa langkeh yang penting untuk memastikan keamanan nasional :
» Penggunaan diplomasi uniuk menggalang selaru  dan mengisolasi
azzcaman'
» Penataan Angkatan Bersenjata yang efekdif
e Implementasi konsep pertahanan yeng bersifat sipil dan kesiagean dalam
menghadapi sitnasi darurat, termasuk terorisme.
» Memastikan daya dukung dan ketersediaan jufrestruktur dalam negeri
yeng penting
o Penggunaan kekuatan intelifen untuk mendeteksi dan mengslahkan
atau menghindari berbapgai ancaman dan spionase, serta melindungi
informast rahasia
s Penggunaan kekuatan kontra-intelijen untuk Melindungi Negara,

Jika dikaitkan dengan bagian pendahuluan di atas, bakwa asal mula
muncuinya kajian securify im karena adanya Perang Dunda yang erat kaitannya
dengan militer, maka dapat disimpulkan bshwa konsep awal securily hanya
menekankan pada masalab keamanan negara dsri sudut pandang militeristik
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belaka, Hal ini kemudian memuncutkan sebuah permagsalahan yang lazim disebut
sebagai “Security Dilermna” (Gilpin, 1981: 94).

Maksud dari istilah diaatas adalah bahwa setiap individu/kelompok/negara
memiliki kekhawatiran bahwa dirinya tidek aman sehingga sangal numgkin
diserang atau didominasi oleh pihak lain. Oleh karena-itu, dirasa perlu vutok
mendapatkan security dengan cara memperoleh power militer sebesar mungkin,

Temmyata upaya tersebut secara langsung maupun fidak langsung juga berarti -

meningkatkan ketidakaranan bagi pihak lain sehingga menimbulkan kompetisi
untuk juga meraih security dan power militer yang sama. Dengan kata lain, upaya
untuk merath keamanan tzrnyata bisa menyebabkan ketidakamanan di pihak lain.
Contoh konkrit darl masalah di atas adalah zzmmxlt_xya ¢ra Perang Dingin
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca berakhirnya Perang Dunia I hingga
akhir 1990-an.
Hustrasi:

Definisi Keamanan pada Era Perang Dingin

PENDEFINISIAN KEAMANAN
SECARA SEMPIT:
» Sentralisesi hanya pada ancaman maliter Diabaikannya
dan eksternal permasalahan keamanan
» Nation-centered dan state-centered y. | dalam konteks yang febih
« Kebijakan negara terfokus pada luas {mgz}cakup sosial,
perlindungan wilaysh negara ekonom, den lingkungan
» Ancaman yang ditanggapi adalah yang hidup}
bersifat langsung dan yang kasat mata

Sumber: Vaughan Robinson, “Secusity, Migration and Refugees,” artikel dalam
Nana Poku and David T. Graham (eds), Redefining Security. Popslation
Movemenis and National Security, Westport, CT Pracger, 1998,

2.3.3. Periuasan Konsep Keamanan dan Ancaman

Paska berskhirnya perang dingin konsep dan isu keamanan internasional mulai
berkembang, dimana konsep ini sebelumnys selahs diasosiasikan dengan
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pendekatan militeristik dan saat ini mulai bergeser ke isu human security, socifelal
securiry, em’iranmenia;‘ securily dan economics security. Isu-isu keamanan pada
saat dan sebelum perang dingin didominasi ofeh isu-isu pertshanan, securify
ditermma, arm race, millir, persenjataan dan lain sebagainya. Seiring dengan
perkembangan dinamika bubingan internasional, banyak para penstudi Hubungan
Intermasional mulai untuk memperluas konsep dan defenisi dari kajian keamanan,
Oleh karena itu kosep keamanan sampat saat sekarang dianggap sebagai “konsep
yang masit diperdebatkan” {contesied concepr).

Isu keamanan internasional secara tradisional dapat ditemukan dalam
pemahaman kesmanan militer-politik, dalam konteks ini konsep keamanan
berbicara bagaimana untuk swrvive (Buzan, 1998: 21}, Dalam agenda keamanan
yang lebihk kuas definisi keamanan menyangkut isu-isu yang lebih luas yakni isu
keamanan tidak hanya dititikberatkan pada isu keamanan militer fefapi juga
menyangkut keamaman lainnya Seiring dengan perkembangan interaksi antar
akfor-aktor di dalam arena dunis internasional baik siate aefor maupun xnon-stafe
actor, nteraksi yang dibangun tidak lagi hanya bermain pada tataran politik,
militer , ideclogt (isu-isu #igh politics) skan tetapi mulai melsas kepada aspek-
aspek lain seperti ekonomi, sosial, mformasi dan komunikasi, teknologi dan lain-
lain. Interaksi tidak lagi bersifat stage cemric tetapi juga melibatkan aktor~aktor
non-state dan  lebih mengglobal.  Perkembangan inilah vang kemudian
melahirkan gagasan globalisasi, dimana adanya saling keterkaitan amtar akior-
aktor di dunia internasional di dalam isu-isu yang beragam baik politik, ekonomi,
sosial, pertahanan, lingkungan dan lsin schagainys.

Terma kesmanan memiliks pengertian universal yang beraneka ragam,
sehingga pengertiannya bergantung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari
tatarannya, paling tidak dapat dikategorikan sebagat: (1) Infernavional Security,
untuk level dunia (2) Nadtomal (State) Secwrity, untuk level negara, (3) Public
Security (und Order), untuk level masyarakat, dan (4) Human Security, ontuk
level individu,

Semakin berkembangnya globalisasi, maka ancaman gkan tatanan dunia
semakin beragam. Ancaman yang semula merupakan terminologi dari konsep
militer mulai bergeser ke konsep yaog lebih luas seperti aps yang dikemukakan
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oleh Brown, Ullman, Nye dan Lyn-Jones vang mengatakan bahwa International
Security Studies membutuhkan sebuah agenda yang secara substansial lebih fuas
dibandingkan dengan keamanan militer (Buzan, 1991: 23).

Untuk memahami keamanan interasional it sendiri, Beberapz para
timuwan hubungan internasional mencoba untzk mendefenisikan keamanan
internasional antara lein

Sebuah bangsa dikatakan amman apabila mampu mempertabanksn keadaan
tidak dalam bahaya akan pengorbanan nilai-nilai pokok jika berbarap untuk
menghindari perang dan #ka ikut berperang barus mampu putuk mempertahankan
kemenangannya {Walter Lippmann, 1999: 195).

Keamanan dalare pengertian objekiif merupakan wkuran-ukuran tidak
adanya ancaman terhadap nilai-nilai dan secara subjekiif fidak adanya ketakutan
bahwa nilai-nilaf tersebut akan diserang

Stabilitas keamansn hanya mampu dicapai oleh orang-orang dan
kelompok-kelompok fika mereka tidak saling menghancurkan gatu sarea lain. Hal
ini mampu dicapai jika keamanan dipabami sebagal sebuah proses smansipasi.

Memahami konsep keamanan telah termasuk di dalamnya aspek pofitik,
gkooomi, sociefal dan lingkungan sebagaimana aspek militer yang didefinisikan
dalam lingkup yang lebih huas. Dimana keamanan merupakan sebuab keadaan
yang bebas dari ancaman. Dalsm konteks sistem infernasional keamanan adalah
mengenai kemampuan negara dan masyarakat untuk memelihara kemerdekaan
indentitasnya dan fungsit integritasnya, Dalam mencapai keamanan negara dan
masyarakat kadangkala memiliki interaksi yang harmonis satu sama lainnya dap
kadangkala saling bertentangan.

Secarn sederhana konsep keamanan sendiri dapat dipshami bahwa suatu
kondisi yang aman (secure) adalah suatu kondisi yang bebas akan adanya
ancaman baik itn dari aspek militer manpun aspek fainnya dan keadaan yang tidak
aman {(Insecure) dapat didefinisikan adanya ancaman terhadap kehidupan manusia
dt dalam sebuah ke]niﬁpek, masyarakat dan negara di segala aspek kéhiézzpan
manusia.

Bagt kelompok pemikir critical security studies seperti Richard Wyn
Jones {1999: 166) dalam bukunya Securiyy, Strategy and Critical Theory, konsep
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keamanan harus dielaborasi dan didefinigikan kembali untuk melabirkan sebuah
bemuk gerakan emansipasi terhadap dominasi di dunia internasional, Cleh karena
terdapat teberapa alternatif dalam melihat keamanan Hu sendid, yakni ;

»  Deeper {lebith “dalam) babwa perlunya pemahaman bahwasanya
keamanan adalah sebuzh konsep ;gang dibangun (derivarive concept) dimane
keamanan merefleksikan asumsi yang lebih dalem mengeoai keadaan alamiah
politik dan peran konflik dalam kehidupan politik.

o  Broader (lebih luas), adanya pengakuan bahwa kekustan militer tidak
hanya sebagai satu-satunya ancamarf potensial terhadap keamanan dan babwa
ancaman lainnya sama pentingnya dan same-sama dipertimbangkan didalam
kayian keamanan,

s Extended {diperluas), bahwa adanya perluasan terhadap objek terancam
lainnya dibandingkan negars, kehidupan individu mamugia dan bagaimanapun
semuanya dianggap sebagal objek vang paling terancam {uitimate referents),
Adanys pemfokusan bahwaganya antara teori dan praxis keamanan dapat terlibat

sebagai sebuah kesatuan,

2.3.4. Perkembangan Konsep Securily ke Arah Konsep Human Security

Seiring dengan perkembangan isn-isu internasional yang terjadi, serta munculnya
kompetisi militeristik vang tidak sehat, menimbulkan munculaya kritikan
tevhadap konsep securify yvang umum beriakn. Seiak kuruo wakiu 1970-an dan
1980-an munculieh ide vntuk mengembangkan konsep security dart bersifat
military-centered dan state-centered menjadi bersifat non-military-centered dan
ruman-centered. Konsep il lazim disebut scbagst hupian sectrity (keamanan
insani).

Walaupun semula merupakan isu yang terpinggirkan, namun sebenarnya
sejak 1960-an isu perluasan definisi secwrity sodabh mulai dibicarakan oleh
kalangan akademssi, Sebagaimana dikemukakan oleh Del Rosso {(Buzan, 1998:
37), seharusnya ada perluasan konsep keamanan dari sermula hanyz mencakup

keamanan warga negara dari ancaman agresi asing bersenjata ke gagasan bahwa
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keamanan harus mencakup pula kebebasen individu dari ancaman-ancaman

nonmiliter terhadap manusia (humat security). Konsep keamanan pada awalnya

memang memiliki akar dari konsep kebijakan luar negeri, karenanya tidak
mengherankan jika perhatian utama dari keamanan negara ditekankan pada
perlindungan wilayah nasional dan populasi sebagai dus atribut utama dari negara.

Humem securify dapat dianggap sebagai sebuah paradigma bary. Berboda
dari paradigma sebelumnya yang lebih banyak meniiikberatkan dari sudut
pandang kepentingan negara, keamanan inseni lebih memusatkan perhatisnnya
pada kepentingan umat manusia. Dalam konteks ini, isu kedaulatan berdasarkan
prinsip teritorialitas digantikan dengan kedaulatan berdasarkan legitimasi
demokratis. Wilayah nastonal digantikan dengan transeasionalitas; dan
independensi negara berada dalam bayang-bayang interdependenst hak-hak asasi
manusia.

Lebih jaub, dengan adanya paradigma bam terscbut, secwrdty dapat
dikatakan mepnliki lirns dimensi tambahan. Pertama, pergeseran sumber ancaman
keamanan dari lingkungen cksternal menjadi lingkungan domestii/nasionsl.
Kedua, perubaban sifat ancaman dari militer menjadi non-militer. Ketiga,
perubahan respon dari militer semata menjadi non-militer. Keempat, perubahan
tanggung jewab keamanan dari negara semata menuju fanggung jawab kolektif.
Kelima, perubahan nilai inti keamanan dari negara menjadi individual das dari
nasional menjadi keamanan global.

Perluasan konsep tersebut mencakup setidaknya lima komponen:

1. Military securify yang di dalamnya mencakop dinamike kemampuan ofensif
dan defensif angkatan bersenjata suat negara serta persepsi negara terhadap
masing-masing dinamika tersebut,

2. Political security yang di dalamnyn mencakup kestabilan organisasi
kenegaraan, sistem pemerintahan dan ideologi yang memberi legitimasi
kenegaraan,

3. Feonomic security vang di dalamnya mencakup skses terhadap sumber-
sumber days, keuangan, dan pasar yang diperlukan bagi pencapaian tingkat
keseiahteraan dan kekuasaan negars yang berkelanjutan.
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4, Socieral security vang di dalamnya mencakup keberlangsungan di antara
kondisi-kondist yang mungkin bagt proses perubahan secara bertahap di dalam
pola-polz tradisional di dalam masyarakat, seperti bahasa, budaya, identitas
nasional serts tata cara peribadatan keagamaan.

5. Envirormmental security yang di dalamnya mencakup pelestarian biosfer lokal
dan biosfer dunia sebagai suatu sistem pendukung yang teramat penting yang
padanya selurub aktifitas kemanusiaan sangat tergantung.

Dalam penerapannya, kelima sektor int tidak beroperasi secara terpisah dari
vang lainnya. Masing-masing menekankan titik fokus atau prioritas tertentu
namun semuanya terajut dalam sebuah jaring keterkaitan yang kuat (UNESCO,
1995: 38).

Argumen kuat yang menuntut dikermbaliksnnya individu sebsgaei cobjek
utsma dalam kearmanan dapat ditenwi pada pemikiran Ken Booth yang
menyatakan bahwa tidak fogis untuk menempatknn negara pada pusat pemikiran
kita mengenai keamanan. Ta mengungkaplan anatogi antara sebuah negara dengan
sebuah romah dengan penghuninya. Sebagaimana negara, tentu rumah tersebut
memerlukan pemeliharaan. Akan terapi, fidek logis bila semua anggaran dan
usaha dihabiskan untuk melindungl rumak tersebut dari ancaman banjis,
kelapukan, dan kemungkipan dimasuki pencurl sementars penghuni rumab ity
sendiri justru diabaikan (Mc8weeney, 1599: 86).

Dalam pengembangan konsep security tradisional menjadi Zuman securiiy,
PBB mempunyai sumbangan yang tidak bisa dikatakan kecil . Inisiatif PBB yang
besar sumbangsihnya adalah N Human Development Report 1993, Di dalam
lapotan tersebut dijelaskan bahwa konsep human security adalzh

“...sebuah konsep vang menekankan keamanan manusia bukan
hanya keamanan bangss-bangsa..... .Konsep keamanan harus
berubah-dari penekanan ckslusif terhadap keamanan nasional
ke penckanan lebih besar kepada keamanan manusis, dard
keamanan melslui  persenjataan ke keamanan melahii
pembangunan manusia, dari keamanan wilayah ke penyedisan
pangan, lapangan pekerjasn, dan keamanan lingkungan”
(UNDP, 1893: 2)

Universitas indonasia

Kebijakan Pemerintah..., Ryantori, Pascasarjana Ul, 2009



26

Setahun kemudian laporan tersebut dipertajam dengan dikeluarksnnya
UNDP Human Development Report 1994 yang mengajukan konsepsi Auman
securify berdasarkan dua piler: freedom from fear dan freedom from want yang
tem}awam dalam tujuh kategori utama, yaitn keamanan personal, komunitas
dan politik (masuk dalam pilar freedom from fear) seria keamanan ekonomi,
pangan, kesehatan dan lingkungan (masvk dplam pilar freedom from want).
Laporan dari UNDP tersebut dapat diringkas ke dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 1:

Pembagian Human Security ke dalam Tujuh Indikator Utama

Keamanan Ekonomi

Meanyikapi ancaman pengangguran,
ketidakamanan dalam beketja,
lingkungan kegja yang buruk,
ketimpangan pendapatan, inflasi,
jaringan pengaman sosial yang tak

memadai, ketiadaan perumahan

Keamanan Pangan

Menyikapi permasalzhan yang terkait
dengan akses fisik dan ekonomi
térhadap pangan

Keamanan Kesehatan

Menyikapi ancaman-ancaman terhadap
kesehatan dan kehidupan dari penyakit-
penyakit yang bersifat parasit dan
menginfeksi; HIV dan virus-virus lain;
penyakit yang ditimbulkan oleh udara
dan air yang terpolusi; seria akses yang
tidak memadai terhadep pelayanan
kesehatan

Keamanan Lingkungan

Menyikapi degradast ekosistem lokat

dan global, kelangkaan 2ir, banjir dan

bencana elam lainnya, penggundulan
hotan, serta polusi air, udara, dan tanah

Kebijakan Pemerintah...

niversitas iIndonesia

, Ryantori, Pascasarjana Ul, 2009



27

Keamanan Personal Menyikapi ancaman terhadap kekerasan
fisik yang dilakukan oleh negara dan
organisas keiminal, stau dalam
keluarga. Juga mencakop kekerasan di
tempat kerja, serta kecelakaan industri
atau lalu lintas

Keamansn Komunitas Meyikapi ancaman ketegangan dan
benturan kekerasan etnis
Keamanan Politik Menyikapi ancaman terhadap
pelanggaran HAM dan tidakan represif
yang dilakukan cleh negara

Sumber: UNDP, Humon Developiient Report 1994

Konsep human security adalah sebush konsep yang masih berkembang,
Namun, pada intinya, seiavh ini konsep Jwmar securify ini adalah seboah konsep
yang berusahs untuk dikembangkan agar lebih menjsdikan kalfan hubungan
internasional menjadi lebih bersifat manusiawi dari berbagai aspelnya daripada
sebelumnya yang hanya menekankan kekuasaan negara semata beserta segala
kepentingannys.

Human  Secwrity adalah sebush konsep yang mencoba menckankan
pentingnya individu manusia —buken negaral-—sebagal subyek utama dalam
keamanan. Manmusia sebagal individu adalah fokus yaog pafiug layak dan
merypakan safu-satunya eotitas yang bisa meniadi subyek kebiiakan keamanan,
Semakin tinggl tingkat kerentanan kondisi individu maka semakin harus
diprioritaskan keamanan dan perlindungan baginya, Dalam konteks ini, para
penguagsi adalah salab satu pihak yang sangat erat kaitarinya dengan konsep ini.

Lebih jauh, menurut Raquel Freitas (vol. 20: 4) konsep human Security
dapat dilihat dari dua dimenst: positif dan negatif. Human security dalam dimensi
positif menekankan pada ketiadsan ancaman terhadap individu dan kualitas
hidupnya terkait dengan HAM dan kesejahteraan universal. Individu di sini dilihat
tanpa mempedulikan apakah individu tersebut bagian dalam keanggotaan suatu
komunitas atav tidak
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Di lsin pihak, foman security dalam dimensi negatif diasosiasiken dengan
keamanan internal yang eksklusif berlardaskan pada sistom internasional yang
bersifat state centric. Individu di dalam sebuah negara harus dilindungi dari
ancaman yang bersifat eksternal. Perlindungan didapstkan dengan status
keanggotsan di dalam komunifas. Dalam dimensi yang negatif ini, Jnonam
security fokus pada konsep kearnanan yang bersifit aliruistik, yaitu berdasarkan
kepentingan sebuah kelompok atau bangsa dan seringkali bersifat politis.

2.4, Teorn Elite

Secara etimologi, istilah elite bernsal dari kata latin efigere yang berarti memilih,
Pada abad ke 14, istilah ini berkembang menjadi a choice of persons (orang-orang
pilihan). Kemudian pada abad ke 135, dipakai uatuk meayebutkan best of the best
( yang terbaik dari yang terbaik). Selanjutnya pada abad ke 18, kata elite yang
berasal dari bahasa Perancis, dipakai untuk menyebut sekelompok orang yang
memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat.

Elite dalam konteks Timu Politik menuniuk pada sekelompok kecil orang
vang memiliki kekuasaan, sebaliknys massa adalah bagian terbesar yang justru
tidak memiliki kekuasaan. Namun, meskipun jumiah elite kecil, tetapi sebetulnya
dialah ya:ig mengatar kehidupan secara keseluruhan, dan semakin besar
masyarakat, semakin sukar kelompok massa mayoritas untuk mengorganisasikan
sikap mereka techadap kelompok elite minoritas ity (Budiman, 2002, 82-85).

Dalam perkembangan kemudian terdapat pemilahan menjadi elite dan sub
elite. Elite adalah mereks vang berada pada fop Jeve! atay puncak kekuasaan
sementara sub elite adslsh mercka yeng mendudoki ranking atau tingkatan
menengah dari struktur kekuasaan, sementara rakyat berada pada tingkat yang
paling bawah. Lapisan elite terdiri dari: Pemerintah, anggots deri parlemen atan
kongres, serta juga anggota pemeriniah dan pimpinen partai dan kelompok oposisi
(bila ada disatu Negare). Termasuk dalem kategori elite adalah, Birokeasi, militer,
polisi dan para penegak hukum (judiciary). Termasuk juge dalam kategori in
adalah elite ekonomi (bisnis), terutama top manajer dari organisasi bisnis berskala

besar serta juga pemimpin ntama dart buh serta organisasi perdagangan, mereka
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terkategori kelompok kepentingan datam masyarskat modern. Di posisi elite, juga
masuk para tokoh utama media, baik elektronik maupun media cetek, jugs apara
akademisi dan kelompok intelektual serta akhirnya pemimpin-peminmpin utama
dari gerakan-gerakan social ataupun gerakan demokratis/geraka protes. '

Sub elite, memiliki kekuasaan yang sedikit dibawah elite, termasuk disini
adalah pemimpin-pemimpin kelompok kepentingan vang tidak terlalo besar, dar
kalangan bisnis juga para pemilik dan manager dad perusahean besar (tidak
sebesar di kelompok elite). Termasuk juga, kalangan menengah dari birokrasi
negara termasuk polist dan fentara pada rengking menengah, pemimpin gerakan
social yang lebih kecil, juga media dan akademisi serta aktivis partai buruh dan
pimpinan gerakan sosial. Atan deagnn keta lain, sub elite adalah mereka yang
menduduki posist kedua di bawab posisi elite dart struktur’ dan organisasi mana
mereka berasal {(Budiman, 2002: 89.82).
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BABII
METODOLOGI PENELITIAN

3.1, Pengantar

Salah satu sifat yang diberikan Tuban kepada manusia adalgh sifst ingin
tabu (curiosity)—terutama datam hal pencarian kebenaran. Tahap awal dalsm
upaya pencasian fersebut bermuaras pada penemuan pengetahusn-pengetahuan
(mowledge). Dalam prosesnya kemudian, manusia mulai  berpilir dan
mempertanyakan hakikat kebenaran dari pengetaluan-péngetahuan yang mereka
peroleh tersebut. Hal ini Iszim dikenal dalam kajian metodologi pengetahuan di
dunia ekademis dengan istilah epistemologi.

Makna dari epistemologi-—~vang berasal dari bahasa Yunani, episteme,
yang berarti pengetahuan—adalah teori pengetahusn. Adas tiga hal peating di
datamnya; yaitu:

1. Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahyan yang
bepar ity berasal dan bagaimana kita mengetshuinya?

2. Apakah watak pengetahuan itu? Apakah ads dunia yasg benar-benar di
tuar pikiran kita, dan kalan ada, apakah kita dapat mengetahuinya?

3. Apakah pengeiahuan kita itm bemar (valid)? Bagaimana kita dapat
membedakan yang benar dari yang salah?

Pertanyaan-pertanyaan epistemologis semacam itu kemudian sangai
membaniu dalam terbentuknya perkembangan imu pengetahuen. Darl sekedar
temuan-temuan pengetabuan awal, para pemikir kemudian berhasil menyusun
susty metodologi berpikir iimiah yang sistematis sehingge saat ini kita bisa
melihat beragamnya ilmu pengetabuan vang berdasarkan metodologi tertentu
veng membedakannya dengan ilmu pengetabuan vang lain.  Singkatnya,
pengetaluan-pengetahuan awal yang di dapatkan manusia berkembang menjadi
sebuzh llmu pengetahuan yang sistematis melalul sebuah proses berpikir ilmiah
vang sistematis yang terengkum dalam sebuah metodologt ilmisk. (Nolan hal 187-
188, 1084)
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Timu itu sendint mencakup lapangan yang sangat luas, menjangkay semua
éspek tenlang progres mamnsia secara menyeluroh. Termasuk didalamnya
pmgezahuau yang telah dirumuskan secara sistematik melalui pengamatan dan
percobaan yang Zeéu&menms, yang telah menghasitkan kebenaran yang bersifat
umum, Keingintabuan sesearang terhadap permasashan disekelilingnya dapat
menjurus kepada keingintabuan ilmish Manusia dibekali akal pikiran guna
menjawab rasa keingintehuan dan masalah yang terjadi dalam kehidupannya di
dunis, Sehingga konsep antara ilmu dan berplkir adaish sama, Dalam
memecahkan masaiah, keduanya dimulal dari adanya rasa sangsi dan kebutuhan
akan suatu hal yang bersifat umum. Kemudian timbul suatu pertanyaan yang khas,
dan selanjutnya dipilih suaty pemecahan tentafif untuk penyelidikan. (Nazir,
1983) |

Dari keingintahuan iulah munculltah suaty proses berpikir untuk mencari
tahu penjelasan. Proses berpikir lahir dari resa sangsi akan sesuatu dan keinginan
untuk memperoieh sixatu ketentuan, vang kemudian tambuoh meniadi smat
masalab yang khas, Masalah ini memerhikan suatu pemecahan, dan ontuk itu
dilakukan penyelidikan terhadap data yang tersedia dengan metode yang tepat.
Dia merspaksn suatu refleksi yang teratur dan hati-hati, Akhimya sebuah
kesimpuian tentatif akan diterima, tetapi masih tetap dibawah penyelidikan yang
kritis dan terus-menerus untuk mepgadakan evaluasi secara terbuks, Karena
manusia normal selaly berkir dengan situasi permasalaban. Hanya terhadap hal-
hal yang lumrsh saja, biasanya, reaksi manusia terjadi tanpa berpikir. Ini adalah
sustu kebiasaan atau tradisi. Tetapi jika masalah vang dihadapi adaleh masalab
yang rumit, maka manusia normal akan mencoba memecabkan masalah tersebut
menurut langkah-langkah tertentu. Berpikir demikian dinamakan berpikir secara
reftektif (reflective thinking),

Salah satu wujud dari proses berfikir adalah penelitian. Penelitian adalah

terjemahan dari bahasa Inggris research, yang kemudian di-Indonesia-kan
menjadi istilah riset. Reseqrch itu sendiri berasal dari kata re, yang berari
“kembali” dan (f0) search yang berarti mencari, Dengan demikian arti sebenarnya
dari research atau riset adalah “mencari kembali”. Penelitian tidak lain dari suatu
metode studi yang dilakukan seseorang melalui penvelidikan yang hati-hafi,

Universitas ndonesia

Kebijakan Pemerintah..., Ryantori, Pascasarjana Ul, 2009



32

sungguh-sungguh dan sempurna terhadap swatu masalah, sehingga diperoleh
pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Penelitian juga bertujuan untuk
mengubéh kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima, ataupun mengubah dalil-
dalil dengan adanya aplikasi barmi dari dalil-dalil tersebut. Dari itu, penelitian
dapat diartikan sebagai pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus-
menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan percobaan yang hati-hati
dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian penelitian
kualitatif ini berawal dari keldmpok ahli sosiologi dari “mazhab Chicago” pada
tahun 1920-1930, yang memandang pentingnya penelitian kualitatif untuk
mengkaji kelompok kehidupan manusia. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau
karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Ada sebelas ciri
penelitian kualitatif , yaitu:

1. Penelitian kualitatif menggunakan latar alamizh atau pada konteks dari
suatu keutuhan (umity). '

2. Penelitian kualitatif intrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau
dengan bantuan orang lain.

3. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif.

4. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.

5. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teoni

subtantif yang berasal dari data. s

6. Penelitian kualitatif mengumpulkan data deskriptif (kata-kata, gambar)
bukan angka-angka.

7. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil.

8. Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dalam penelitian nya atas
dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam peneltian,

9. Penelitian kualitatif meredefinisikan validitas, realibilitas, dan objektivitas
dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam
penelitian klasik.
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10. Pepelitian kamalitatif menyusun desain yang secara terus menerus
disesuaikan dengan kenyataan lapangan (bersifat sementars).

11. Penelitian kualitatif menghendaki agar peagertian dan hasil interpretasi
yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan

Kajian penelitian kualitatif berawal dari kelompok ahli sosiologi dari

“mazhab Chicago™ pada tahun 1920-1930, yang memandaog pentingnya

penelitian kualitatif unfuk mengkaji kelompok kehidupan manusia sumber

dats.

Penelitian kualitatif pada dasamya merupskan suatu proses penyelidikan,
yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dan sebuah penyelidikan akan dihimpun
data-data utarma dan sekaligus data tambahanuya. Sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan Sedangkan data tertulis, foto,
dan statistik adalah data tambahaa (Moleong hal 157, 2000).

Dari sekian banyak jenis penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif ini
kemudian akan peneliti fokuskan pada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah suatu bentuk penelitian vang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-
fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.
Fenomena ity bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan,
kesamaan, dan perbedaan antara fesomena vang satu dengan fenomena lainnya.
Penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasiken sesuatu,
misalnya kondisi atan bubungan yang ada, pendapsi yang berkembang, proses
yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang tetjadi, afau tentang
kecenderungan yang tengah berlangsung (Sukmadioata hal 72, 2006)

Furchan (hal 448.465, 2004) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif
mempunyai tiga karakteristik vang menonjol, vaitu (1) penelitian deskriptif
cenderung menggambarkan suate fenomena apa adanya dengan cara menelaah
secara teratur-ketat, mengutamakan obyekiivitas, dan dilakukan secara cermat, (2)
tidak adanya perlakuan yang diberikan stau dikendalikan, dan (3) tidak adanys uji
hipotesis.

Ditambahkan, ada beberapa jenis peneiitian deskriptif, yaits; (1) Studi
icasus, yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individy, dan atau unit sosiat vang
dilakukan gecars mendalam dengan menemukan semua varigbel penting tentang
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perkembangan individu atau unit sosial yang ditelitt. Dalam penelitian ini
dimungkinkan ditemukannya hal-hai tak terduga kemudian dapat digunakan nntuk
membuat hipotesis. {2) Survei. Studi jenis inl merupakan studi pengumpulan data
yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlabnya. Tujuannys
adalah untuk mengumpulkan informasi tentang varigbel dan bukan tentang
individu. Berdasarkan roang lingkuppya (sensus atsu survai sarapel} danm
subyeknya (hal nyata atau tidak nyats), sensus dapat dikelompokian menjadi
beberapa kategori, yaitu: sensus tentang hal-hal yang nyata, sensus tentang hal-hal
yang tidak nyata, survei sampel tentang hal-hal §ang nyata, dan-survei sampel
tentang hal-hal vapg tidak nyata. (3) Studi perkembangan. Studi ini werupakan
penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya
bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia, bagaimana perbedaan mercks
datam tingkatao-tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka fumbuh den
perkembang, Hal ini biasanya dilakukan dengan metode longitudinal dan metode
cross-sectional.  (4y Studi tindak lanjut, yaitu studi vaog menyeldiki
perkembanpan subysk setelah diberi perlakukan ateu kondisi tertentu atau
mengalami kondisi tertentu. (5) Analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebut
analisi isi vang juga dapst digunakan untuk menyelidiki variabel sosjologis dan
psikologis. (6) Analisis kecenderungan, yaitu analisis yang digunakan untuk
meramslkan keadaan di masa yang akan datang depgan memperhatikan
kecenderungan-kecenderungan yang feriadi. (7) Studi korelasi, vaitu jenis
penelitian deskriptif yang bertujuan menetapkan besarnya huburigan antar variabel
yang diteliti.

3.3, Jenis Penelition

Peneliti akan mengpunakan jenis penelitian studi kasus dalem penelitian
ini. Sehelumnya perly dijelaskan terlebib dahuiu apakah yang dimaksud dengan
kasug itu. Kasus adalah svatu kejadian atau sitoasi yang ada dalam kehidupan
vang sesungguhnya, yang diangkat sebagal masalah yang harus ditangani atau
sebagai alat untuk belajar. Istilah kasos juga dipakal untuk deskripsi (faporan,
cerita) tentang peristiwa atau situasi yang sedang dibabas.
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Sebuah kasus dapat saja disaropaikan secara lisan, tetapi lebih mudah
dipelajari bersama apabila kasus itu dirumuskan secera teifulis. Ada beberapa
syaraf kalau kita ingin menuliskan sebugh kasus:

1. Singkat (tidak memuat inforniasi yang tidak relevan)

2. Jelas dan teliti {supaya orang lain dapat "masuk ke dalam® dan memahami
situausi_ kasus)

3, Obyektif {sesuai dengan kenyatsan, menghindari prasangks atsu tafsiran
pribadi penulis)

Ada empat langkah dalam melakukan pembabasan kesus. Setiap langkah
dalam pembahasan kasus perlu diikuti secara berurutan untuk menghindari kita
dari mepempuh "jalan pintas®, Yang dimaksod desgan jalan pintas falah
kecenderungan untuk melompat langsung pada "jalan keluar® sebelum kita
merabami situasi yang dihadapi dengan baik.

Kesmpat langkah tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi: |
Pertanyaan kunci: Apa yang teriadi?

Deskripsi artinys menggambarkan dengan felas. Pada langkah tni kita
melihat, mendengar, dan menggambarkan kasus itu apa adanys. Di Sini semua
fakta-fakta yang hars diketabui untuk memahami dan menangpapi situasi kasus
dikemuksakan, Hal-hal yang bersifat penafsiran atau kesimpulan penulis dihindari,
Kalau informasi mengenai kasus sudah cukup jelas dan lengkap barn kite maju ke
tangkah yang berikut.

2. Analisig
Portanyasn kunci: Mengapa terjadi begitu?

Analisis berarti uraisn. Pada langkah ini kita menguraikan kasus untuk
memperdalam pemahaman kita tenteng faktor-faktor dan sebab-sebab yang
mempengarubi  kejadisn atau situssi yang dihadapi.  Siapa para pelaku
(stakeholders) dalam kasus ini? Bagaimana pandangan, peragaan, dan motivasi
dari pelaku-peleku ini? Apaksh ada pengarub dari keadaan-keadaan ekonomis,
sosial, atau adat-istiadat yang memainkan peranan? Di manakah terletaknya
masalah atau pokok vang paling penting untuk diperhatikan?

3. Interpretaxi:
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Pertanyaan kunci: Apa arti sebenarnya?

Interpretasi artinya penafsiran.  Dalem langkah ini kita coba memberikan
pendapat kita sendiri tentang kasus terfentu.  Kita membuka sehuph dialog ‘:ii
antara peristiwa-peristiwa dalam kasus dengan apa yang kita pahami,

4. Perencanaan rekomendasi/akst:
Pertanyaan kunci: Apa yang bisa dibuat?

Berdasarkan tiga langkah scbelumnya, kita merencanakan tindak lanjut

yang dapat berwujnd rekomendasi/aksi terhadap kasus tertentu yang diamati.
Tugas perencanazn ini bukan saja menyangkut dengan tindakan-tindakan tertentu
tetapi juga fermasuk dasar, patokan, dan tujuan yang hendak dicapai. Dasar-dasar
aksi ini bertolak dari pemahaman yang dihasilkan oleh analisis dan interpretasi
kita. Berdasarkan ssmuanya i, pendekatan yang bagaimana yang paling baik
gntuk menjawsb permasalahan dalam kasus ini? Ada baiknya untuk menumugkan
aksi-aksi yang eukup realistis, yang bukan di lnar kemampuan kita, Ada juga
baiknys kalan kita memikirkan jangka pendek dan jangka panjeng dalem
merumuskan rekomendasi/akai tersebut.

Salah satu ienis penelitian kuvalitatf deskriptif adatah berupa penelitian
dengan metode atau pendekatan studi kasus, Data studi kasus dapat diperoleh dari
bmbagai sumber dan basil penslitian ini hanya berlaku pada kasus vang diselidiki,

Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif
tentang latar belakang masalah keadaan dan posist suatu peristiwa yang sedang
herlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat
apa adanya {given). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi
atau masvarakat. Penelitian studi kasus merupakan stud: mendalam mengenai unit
sosial tertentu dan basil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta
mendalam mengenat unit sosial tertents. Subjek yang diteliti relatif terbatas,
namun variabel-variabel dan fokus vang diteliti sangat luas dimensinya {(Furchan,
2004)

Pengertian yang lain, studi kasus bisa berarti metode atan strategi dalam
penclitian, bise juga berarti hasil darl suatu perelifian sebuah kasus tertentu.
Dalam konteks tulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada pengertian yang
pertama yaitn sebagal metode penelitian. Studi kasus adalah suaty pendekatan
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uniuk mempelajari, menerangkan, atzo menginterpretasikan suatu kasus dalam
konteksnya secara natvral tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya studi
ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan otau seperangkat keputusan,
mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapken dan apakah hasilnya.
(Salim, 2001).

Berdasarkan batasan tersebut dapat dipshami bahwa batasan studi kasus
meliputi; (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan
dokumen; (2) sesaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagal suatu
totelitas sesuai dengan latar ateu konteksnya maesing-masing dengan maksud
untuk mernahami berbagai kajtan yang ada di antara variabel-variabelaya.

Studi kasus adalah metods riset yang menggunakan berbagai sumber data
(sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguratkan, dan
menjelaskan secars komprehensif berbagal aspek individw, kelompok, suatu
program, organisasi atau peristiwa secara sistematis Hasil akhir metode ini adalah
desiciipsi detail dari topik vang diteliti Apa vang membedakan metode studi kasog
dengan metode g}énelitian kualitatif lainnya adalah kedalaman analisisnyza pada
kasus yang lebib spesifik (baik kejadian mawpun fenomena tertentu} {Sevilla,
1993)

3.4. Ruang Lingkup Penelitian

Meliputi dua hal batasan obyek penelitian dan karaktenstik data penclitian.
Ratagan obyek penelitian meliputi:
+ Sikap Pemerintah Israel di bawah Pemerintahan Perdana Menteri Ehud
Barak terhadap masaiah pengungsi Palestina.
« Sikap tersebut akan disoroti dari sudut pandang kajian human secirify.
Karskterigtik data pepelitian meliputi:
+ Teks-teks tertulis
» DPeristiwa dan ekspresi mengenai sikap atau perkataan Ebud Barak
mengenal peagungsi Palesting
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3.5, Sumber Data

Jenls data yang akan dikumpuikan adalah data primer (berupa Konvensi dan
Protokol yang dirummskan oleh PBB serita berbagai dokumen, legisiasi serta
pernyataan resmi yang dikelvarkan oleh Pemerintah Israel Masa Pemerintahan
Ehud Barak), seria data sekunder yang diperoleh dari buku-buky, Juma} susat
kabar, majalah, situs resmi di internet yang membahas isu pengungsi ataupun
telaah tentang konsep-konsep keamanman Metode pengumpulan data adalah
dengan studi Isteratur,

Data-data tersebut direncanakan diperoleh dart UNIC (United Nations
Information Center), perpustakaan British Council, Perpustakaan Pusai
Universitas Indonesia, Perpustakaan FISIP Ul Kedutaan Pelestina dan kedutaan-
kedutaan negara Arab yang relevan. '

3.6. Metade Pengumpulan Data

Dialam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik dalam mengumpuikan data,
Sevilla (1993) mengemukakan bahwa pengumpulan data penelitian dapat meliputi
pengamatan, pertanyean, angket (kuesioner), dan/atau studi dokumenter,
Penelitian ini menggunakan studi dokumenter dalam pengumpulen data. Hal ini
disebabkan metode ini peneliti anggep paling ftepat untuk peschitian mi.  Studi
dokumenter merupakan merupakan suata teknik pengumpulsn data dengan
menghimpun dan menganelisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis
gambar maupun elekivonik, Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis,
dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satw hasil kajian yang
sistematis, padu dan utub Jadi studi dokumenter fidak sekedar mengumpulkan
dan memaliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumiab
dokumuen yang dilaporkan dalam penelitian adaleh hasil analisis terhadap
dokumen-dokumen terssbut.
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3.7. Metode Analisis Data

Untuk mengenalis date dalam penelitian ini, peneliti ‘menggunakan metode
analisis kases. Metode analisis kasus adalah pengembangan suatu kerangka kerja
deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus (Yim, 2002). Dalam hal ini,
peneliti akan bekerja dalem kerangks studi dokumen, dalam acfi perlunya
dilakukan pengamatan dan penelashan secera sistematis terhadap data-data yang
ads. Analisis data skan dilakukan melalui tiga tahapen, yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah pengumpulan data selesal, tahap berikotnye adelah mereduksi data.
Yang dimaksud dengan mereduksi data adalah menganalisis data secara
keseluruban kepada bagian-bagiannya, atau menjelaskan tahapat akhir dari proses
perkembangan sebelumnya vang lebih sederhana, Di dalamnya mencakup proses
memilik data, ﬁlenﬁsakkazmya, kemudian mengidentifikast dan mengelompokkan
data. Data-data vang tidak relevan tidak perto digunakan,

Setelah tahap meredukst data selesai, tahapan berikutnya adalah penyajian
data. Data yang disajikan harus mampu menunjang segsla aspek penelitian
sohingga hasiloya dapat dengan jelas ditelagh dan dipahami oleh pembaca. Selain
itu, validitas data juga sangat penting untuk diperhatikan dalam penyajian data.

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan, Tahap ini merupakan inti
dari keseluruhan penpelitian, Xesimpulan yang baik akan membuoat pembaca
dengan mudah memahami inti dari topik peneltian dan pada akhirnya
permasalahan yang sebenamya dalam pembshasan juga dapat dipahami dengan
jelas.
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METODOLOGI
PENELITIAN
PENDEKATAN JENIS SUMBER | INSTRUMEN ANALISIS
PENELITIAN DATA DATA
KUALTTATIF STUDI DOXUMEN | PENELITI ANALISIS
KASUS DESKRIPTIF
REDUKSI
DATA
PENYAJIAN
DATA
PENARIKAN
KESIMPULAN | <«
3.8, Yahapan Penelitian
No. | Tahapan Kegiatan
i Persiapan »  Mengumpulkan tema-tema yang berkaitan
dengan penelitiag ini

» Penentuan dosen pembimbing
+ Menyusun proposal penelitian
» Mengadakan seminar penelitian

s Perbaikan usulan penelitian

2. Polaksanaan » Menentukan target penelitian
s Perpustakaan
» Kedutaan Besar

¢ Nara sumber
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¢ Mengumpulkan data
» Analisis data

» Mereduksi data

e Menyajikan data

¢ Merparik kesimpulan

3.9, Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjedi lima bab. Bab pertama adalah pendshuluan
menggambarkan sm umum keseluruban penelitiag. Di dalamnya mencakup
latar belakang permasslghan, perumusan masalab, tujuan penelitian, metodolog
penelitisn, dan sistematika penulisan, \

Bab kedua diperentukkas bagi pemeaparsn finjavan teord dan konsep yang
digunakan dalam penulisan penelitian ind,

Bab ketiga merupakan penjabaran dari metodologi penelitian yang sudah
disinggung di bab pertama,

Bab keempat merupakan pembahasan yang mencakup awal mula konflik
Israel-Palestina yang kemudian berdampak pada muscuinye fenomenz
permasalahan peongungsi Palestina, Pada bab ini pula skan coba dianalisis
mengenai sikap Pemerintahan Bhud Barsk terhadap permasalahan tersebut dengan
menggunakan konsep nasional security dan htanan security.

Kemudian diakhiri dengan Bab kelima yang merupakan penutup dari
keseluruban tulisan. Bab kelima ini berisi kesimpulas dan saran bagi penelitian
untuk topik vang sams berikutnya,
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BAB 4
KEBIJAKAN ISRAEL TERHADAP PENGUNGSI PALESTINA
PADA MASA EHUD BARAK

4.1. Latar Belakang Konflik Israel-Palestina

Berbicara tenfang konflik Arab-Isrzel, penting mesurut pemulis  untuk
mengawalinva dengan membahas salah satu pihak penting yang terdibat di
daleranya, yaity Istael. Sejarah pembentukan Israel diawali ketiks pada tahon
1856 Leon Pinsker mengajukan apa yang disebut sebagai Self Determination (hak
menentukan dirl sendiri) bagi orang-orang Yahudi. Kemudian pada tabun 1896,
Theodore Herzd menyerukan pembentukan Zhe Jewish Siate/Der Judenstaa
(negara Yahudi) bagi tempat tinggal orang-orang Yahudi yang terdiaspora dengan
melalei tiga buah program kerja, yaitu pertama, mewujudkan koloni Yahudi di
Palestina-—dimana di sana diyakini ofeh orang Yahudi terdapat sebuah bukit suci
yang bernama Bukit Zion vang dari nama inilah ideologl zionisme berawal—yang
teratur rapi pada suaty areal yang luas; kedua, mendapatkan hak sah dan diakui
dunia dalam menduduki Palestina; dan ketiga, membentuk organisasi tetap untuk
mempersatukan kaum Yahudi demi tercapainya cita-cita zionisme. Program kerja
tersebut merupakan bagian penting dari doktrin zionisme yang ia susun semenjak
1882 di Wina.

Usulan ini kemudian ditanggapt dengan diadakannya sebuah konggres
Yahudi sedunia di Basel pada tabun 1897 yang menjadi titik awal berkembangnya
paham zionisme. Pada 2 Nopember 1917 Menteri Luar Negerd Arthur James
Balfour vang berkebangsaan Yahudi mengirim sepucuk surat kepada Raja Ingeris
yang isinya pada intinya berupa pernyataan agar aspirasi zionis untuk mendirikan
scbuah negara di tanah Palestina direstoi. Surat ini kemudian dikenal sebagai
Deklarasi Balfour. Selengkapnya isi deklarasi tersebut adalah sehagat berikut:

Foreign Office
November Ind, 1217

“Degr Lord Rothschitd,
1 have much pleasure in conveying lo you on behalf His
Mujesty’'s Government the following declaration of sympathy with
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Jewish Zionist aspiration which has been submitted md approved by
the cbinet,

His Mafesty's Government view with favor the establishment in
Palestine of a natural home for the Jewish people, and will use thelr
best endevor o facilitate the achievement of thiy object, it being
clearly understood that rothing shall be done which niy prejudlice the
ctvil and religious righls of existing non~Jewish communities in
Palesting, or the righty and political status enfoyed by Jewish in any
other country. I should be grareful if vou would bring this declaration
fo the knowledge of the ziowist federation.”

Yours sincerelys,
Arthur Jameys Balfour

{Departemen Luar Negeri 2 November 1917

Lord Rothschild vang terhormat,

Sava sangat senang dalam menyampaikan kepada Anda, atss nama
Penserintahan Sri Baginda, pemyataan simpati terhadzp sspirasi
Zionis Yahudi yang telah diajukan kepada dan disetujni oleh Kabinet.
"Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirias di Palesting
tanah air untuk orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras
terbaik meveka untuk memudabkan tercapaitya tijuan ing, karena jelas
dipahami bakwa fidak ada suatupen yang boleb dilakukan vang dapat
merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitase
kommunitas non-Yahudi yang ada di Palestipa, ataupun hak-hak dap
status politis yang dimiliki orang Yahudi di pegara-negara lainnya.
Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyarmpaikan deklarasi
il untak diketakui oleh Federasi Zionis.

Salam,
Arthur James Baifoar)

Berdasarkan deklarasi terscbut, Pemerintah Inggris vang ketka itu
menguasat wilayah Palestina® merasa berhak dan berepcana untuk memberikan
wilayah tersebut kepada bangsa Yabudi. Ternyata di dalam negeri Inggris sendiri
terjadi pertentangan pendapat (yang terwakili di dalam parlemen) antara yang
mendukung pemberian tanah Palestina kepada bangsa Yabudi dengan yang tidak.
Masalah ini kemudian diteruskan ke PBB yang kemudian melalui sidang Majelis
Urumnya mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB no, 181 (I} 29 Nopember
1947 {(Resolust i disetujui 33 negara, 13 menolak, 10 abstain, 1 absent) yang

3 Wilgyah Palesting sebelumsnya berada di bawah keknassan Kekbalifshan Twki Utsmanfyah,
Scielah kaish dalam Pemang Dunia 1, kekhalifshan tersebut mntoh dan wilayahnya dibagi-hagi
berdasarkan Peganiian Sykees-Picot 1216 kepada negara-negara pemenang perang, salah satuorya
adalah Inggris. Wilayah Palestina yang dikuasal Inggris ketika itu inoncakup Sinai dan Jaluy Gaza,
Tepi Barat Sungat Yordan, serta Dataran Tingsd Golan
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pada intinya membagi wilayeh Palestina vang ketika itu berada ¢i bawah
kekurasaan Inggris menjadi tiga wilayah:
1. Wilayah uniuk Arab yang meliputi Acre, Mazareth, Jenio, Nablus,
Ramaitah, Hebron, Jalur Gaza, dan kota pelabuhan Jaffs,
2. Wilayah umtuk Yabudi yvang meliputi Safad, Tibérias, Bsisan,
Haifa, Tulkarm, Ramleh, Sahara Negeb, dan Jaffa,
3. Jerusalem sebagai wilayah di bawah pengawasan internasional.

Resolusi ini culup diterima oleh pihak Yahudi namua ditolak oleh piliak
Arab karena dirasakan tidak adil. Pembagian wilayah untuk Arab dan Yahudi di
dalam resolusi tersebui secara ileal didasarkan pada banyaknya penduduk
Arab/Yahudi yang tinggal di daerah tersebut. Namun, dalam kenyataannya bangsa
Yahudi lebik diuntungkan karena ada daerah yang diberikan untuk bangsa Yahudi
walaupun jumlah penduduk Yahudinya lebil sedikit. Diawali dengan penyerangan
sebuah bus yang mengangkut penumpang Yalndi dad Petach Tikva ke Lod oleh
bangsa Arsb, meletusiah Perang Arab-Tsrael yang pertama. Peristiwa ini terjadi
sehari setelah resolusi MU PBB tersebut dikeluarkan, Dalam perang tersebut
Isracl memperoleh kemenangan yang felak dengan berbasil menguasai wilayah-
wilayah yang sebelumnya diperuntukkan untuk bangss Palestina® berdasarkan
resolusi MU PBB 1947, Setelah kemenangan tersebut, pada tanggal 15 Mei 1948,
David Ben Gourion’ memproklamasikan berdirings negara bagi bangsa Yahudi
dengan nama Jsrael®.

Negara Israel yang baru terbentuk tersebut ternyata bukan sebuah kesatuan
yang monolitik, karens bangsa Yahudi vang kemudian datang ke negara tersebut
dapat dikelompokican menjadi dua, yaitu
1. The reql zionist. mereka vang datang ke Ismel dengan tujuan wlama

membentuk sebuah negara Yahudi berdasarkan paham zionisme,

¢ Selzin kantong-kantong wilayahirya banyak dirchut oleh Israch, bangsa Palestina dalam perang
fersebut fuga kehHangan wilayah Tepi Bamt Sunpal Yordan setelah diduduki oleh Yordania
dengan kiaim bahwa wilayah tersebut adalsh bagian yang sah berdasarkan sisi histeris,
7 Proklamator berdirinya negara lsrael ini kemudion menjadi Perdana Menteri Israel vang
¥ lolah Torael ind merujuk kepads salah satu wabi besst bangsa Yahudi vaitu Yakub, yaog dari
gavis kehurnnannya terdapat banyak nabi-nabi bangsa Yabudi lainoya. Keturmnannya i kemudinn
membentuk sebuab suks yang dikenal dengan pams Bani Tsrael,
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2. The opportunist donist: mereka yang datang ke Israel karena didasarkan pada
kenyataan tidek memiliki tempat linggal dan pekerjasn yang tetap, terbagi
atag:

A Kélompok Azkepazi: orang-orang Yahudi Eropa dan Rusia yang dikejar-
kejar oleh kelompok fasis dan Nazi saat itu.

B. Kelompok Shepardi: orang-orang Yahudi dari wilayah Asia dan Timur
Tengah, diantaranya Yordania, Irak, dan Yaman.

C. Kelompok Falasha: orang-orang Yahudi dari kalangan kulit hitam Afrika
terutama Ethiopia.

4.2, Klaim Israel atas Palesting

Klaim bangsa Yahudi atas wilayah Palesting sebenarnya didasackan pada
kenyataan sejarsh bahwa bangsa tersebut pernah menjadi pendauduk Kanaan
(Palestina sekarang ) antara tahun 1900-1700 SM. Disebut Kanzan karena wilayah
tersebut didominasi oleh suku Kanaan vang berasal dari Pulas Krets, di kawasan
Laut Tengah. Dominasi merska secaia perlzhan mulai berlawang dengan
kedatangan imigran Semit { bangsa Yahudi) dari wilayah Mesopotamia { hek
sekarang). Di Kanzan, kelompok ini kemudian dikenal sebagai kelompok Thei
yang berarti “ dari seberang”, karena mercka datang dengan menyeberangi Sungai
Tigris dan Sungai Eufrat. Sedang nama Palesting memjuk pada nama suku Filistin,
yaitu saiah satv suku yang menginvasi Kanaan setelah kedatagan imigran Semii.
Suku-suke lain yang ket menginvasi Kanaan adelah suku Bdom, Mosh, dan
Ammon. Suku Filistin inf mendudvki wilayah pantai barat daya Kanaan yang
sekarang dikenal sebagai Jalur Gaza. Karena suku Filistin ini menguasai wilayah
paniai, maka para penguase Yupani sebagai penfajah asing wakiu it menyebut
seluruh wilayah suku tersebut sebagai Palaisting, yang merupaksn sebush lafal
Yunani dan bahasa Ibrani “ Pleshet”, yang artinya “ Tanah Suku Filistin”. Sebutan
ini dipakai juga oleh penguasa Romawi sebagai penguasa berikuinys, dan bahkan
dihidupkan kembali sesudah Perang Dunda | untuk menyebut wilayah bekas
Kanaan. Tetapi, yang dimsksud dengan Palesting sekavang adalah seluruh wilayah
Negara Israel dan dan seluruh wilayah pendudukan Jalur Gaza { Gaza Strip) dan

Tepi Barat (West Bank), termasuk Jerusalem Timur, yang dianeksasi oleh Ysrael
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sesudah pecab Perang Arab-Israch tahun 1967. (Dimont, 2002: 32.57)

Keterikatan historis bangsa Yahudi dengan wilayah Palestina adalah sesuai
dengan cerita vang dikisabkan dalam kitab suci mereka, Taurat yaitn bahwa
Yahwe (sebutan Tuhan bagi Yahudi) memerintahkan Jbrahim dan para
pengikutnya meninggalkan Mesopotamia (kota Haran), tempat persinggahan
Thrahim, menuju Kanaan. Ibrahim sendiri sebetulnya berasal dari kota Ur di
wilayah Babilonia, yakni sebuah Negara yang terletak di sebelah selatan
Mesopotamia. Kepergian Ibrabim dari tanah kelahirannys tu dimaksudkan untuk
menghindari dari kejaran Raja Namrud yang menolsk scruan Ibrahim umuk
menyembah Tuhan. Pengembarasn Ibrahim mennju Xanaan yang disertal istrinya,
‘Sarah, dan sauderanya, Luth, terjfadi pada tabun 1943 SM. Sejak saat i,
dimulailah sejarah Palesting dalam kaitannya dengan bangsa Yahudi.

Perjaianan Ibrahim menuju Kansan bukannya tanpa menemui banyzk
rintangan, karena sesampainya di wilayah tersebut negeri yang semula subur ini
kemudian ditimpa oleh bahays musim kemarau yang pamjang Kemakmuran
Kanaan yang sempat dinikmati Jbrahim dan pengikutnys menjadi sirna dan
meaganiﬁam kehidupan mereka, sehingga memaksa mereka meninggalkan daerah
ity untuk kembali mengembara, Belakangan untuk beberapa abad lamanya,
mereka semua berhijrah ke Mesir. Dipimpin oleh Musa, seorang keturunan Imran
Lewi, dan juga seorang Israel vang dipungut dari tepi Sungai Nil dan dibesarkan
oleh Raja Firaun, akhirnya mereka keluar dari negeri iu untuk kembali ke
Palestina sekitar abad 12 SM. Dasi keadaan yang lemah dan terpecah-belah
akbirnya Talut berhasil mempersatukan mercka dan membentuk sebuah kerajaan.
Kerajaan itu semakin berkembang di bawah Daud. Pada takun 10 SM, Suleeman,
putra Daud, mendirikan Tempel atau Kuil Pertama di Jerusalern. Kerajaan Israel
pertama inilah vang berlangsung kurang dari dua sbad, yang telah meletakkan
dasar religius dan emosional bagi kepentingan Yahudi di Palestina maupun bagi
tuntutan Zionis atas wilayah tersebut. (Wauran, 1986; 37-39)

Seiak gbad ke 8 sampai ke 7 SM, negeri itu berturut-turut dikuasai oleh
Assiria, Babilonia, Persia, Yunani dan Romawi. Dalam masa pemerintahan
Romawi ini sempat terjadi tiga kali pemberontekan Yahudi, yakni antara tahun
64- 135 Masehi, schinggs memaksa pemerintah Romawi menghancurkan kuil
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mereka dan membuanh, memperbudak serta meogusic kaum Yahudi dari
negerinya. Sejek saat itulah dimulal periode terdiaspora { tercersi berai ) ksum
Yabudi ke negara-negara Benua Erope, Asia, Afrika, dan Amerika.

Sejak terusir dari Palesting sampai menjelang abad XX, vakni kira-kira
selama 1800 tahun hanya ada sedikit orang Yahudi yaog tinggal di Palestina,
Hingga tahun 1914, jumlah mereka kurang dari 10 % penduduk Palestina. Tetapi,
setelah kemerdekaan Israel tahun 1948, vang segera ditkuti dengan peristiws
Perang Arab-Israel tabun 1948-1949, dengan ditandal oleh pengungsian secara
besar-besaran penduduk Araly Palestina { sebanyak 700 vibu orang), orang-orang
Yahudi ini kenudian menjadi kelompok mayoritas di Palestina.

Ketiks kekaisaran Romawi pecsh pada ftabun 395 Masehi, wilayah
Palestina menjadi bagian dari kekaisaran Byzantivm. Pada wakiu ity
penduduknya yang sebagian besar keturunan penduduk asli Kanaan memeluk
agama Krisien. Pada tahun 634 M, datang orang-orang Arab yang berasal dari
Semenanjung Arabia denpan membawa keyakinan Islam. Dalam tahun 691,
mereka membangun masjid Al- Agsha di Jerusalem,

Kedatangan bangsa Arsb ini membawa konsekuensi Arabisasi Palesting,
yakni suaty proses asimilasi antara pendatang dengan penduduk asli, sebingga
penduduk Palesting lama-kelamaan menjadi berbangsa dan berbahasa Agab, serta
beragama Islam. Identitas penduduk Palestina sebagai orang Arab dan Islem ini
berlangsung sampai pertengahan abad X, Namun demikian, kekuasaan Areb ini
hanya berlangsung sampai tabun 1071, karena bangsa Seljuk Turkl mengambil
alih kekuasaan di wilayah tersebut.

Dalam abad-abad berikutrya, setelah tefjadi Perang Salib (abad XI-XIII)
Palestina kemudian diperintah oleh Bangsa Tartar, Mongol, Mamluk Mesir, dan
sejak tahun 1517 sampai Perang Dunia I diperintah oleh kekaisaran Ottoman
(Turki). Tetapi, siapapun yang memeriniah palestina, pendudukaya sebagian
tetap adalah orang Areb dan Muslim. Bahkan sejak abad XI{I, penguasa Palesting
selalu orang Muslim hingga tumbuhaya nasionalisme bangsa Arab pada akhir
abad XTX dan awal X3
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4.3, Gerakan Zisnisme

Orang-orang Yalmdi senantiasa mendambakan berakhirnya “diaspora” mercka
dengan jalan kembali k¢ negerinya yang dijaniikan, sebagaimana yang termaktub
dalam Kitab Taurat. Alasan yang dikemukakan merekz adalsh alasan-alasan

Historis religius dan kemanusiaan®

Sebeluin akhir abad 19 gerakan Yabudi di Palestina masih bersifat religius,

Ketika itu para emigran Yahudi di Palestioa mendapat bantuan keuangan dari
hartawan-hartawan Yahudi di Eropa. Tetapi pada akhir abad 19 beberapa orang
tokoh Yahudi Erops mulai melihat Palestina dari sudut kepentingan politik.
Mereka mulai menyatakan cCite-oitd mereka untuk membuat Palestina sebagai
Rumah Nasional Yahudi di bawah pemerintahan orang-orang Yahudi sendini.
Salah sztv usaha kaum Yahudi untuk mengaiasl beban penderitaan akibat

tertindas di negara-negara pengembaraan Eropa, terutama sekali di Rusia sebagai ©

tempat bermukimaya mayoritas Yahudi, para pemikir Yabudi menesbitkan
aulisan-tulisannya guna membangkitkan semangat orasg-orang Yahudi sebagai
sebuah bangsa. Orang pertama yang membangkitkan pemugaran kembali Yabudi
Palestina di Rusia adalah Eliezer Ben Yahuda (1858-1922), Dalam tufisannys
pada tahun 1881 yang dimuat oleh Journal Hashabar di Wina, 12 menunjuk
gerakan-gerakan kebangsaan di Erops vang baru lahir yang berhasi!
memperjoangkan nasibnya dan berdirt sendiri dalam bidang politik. Oleh sebab
itn, ia mengingatkan bahwa sepala sesuatu yang dapat dicapat oleh bangsa-bangse

? Meskipan torlibat cuknp berhasil dalam berkiprah, gerskan politik kebangsaan model Zionisue
ini adx juga vang monsntangoya. Ahad Ha'am, seorang ahli flsafy terkenal Yabudi Rusia
misalnys, seisk swal menolak pengsbaian keberadaan bangsa Arsh di tansh Palesting, Datam
esainya “The Truth from the Land of Lrael”, seiclah kuajungannya ke Palesting jahun 1891, ia
herkesimpulan babwa adalab berihgyal jiks pembayangkan Palgsting schagai scbuab wilayah
yang kosong. DNia joga terusik dengan sikap pars pemuki Yabudi vang sering berpariiaku kejam
dan kasar terimdap lelangpe Arabsya. Diz oienghoitik bangsanya yang lidak dapat belajar dan
pengalaman pahitnya sebagal minoritas di negeri asing. Kritk serupa jogs dilostarkan oleh
Yitzhak Fpstein, seorang pengaiar kelabiran Rugia vang bermukim di Palestinn tahun 18806,
Disarnping ite ada juga nama seperth Yosef Lurds, scorang wartawan dan gurs kelahiran Rumania,
Arthur Ruppin, seotang ketua Asosiast Perjanjian Damai (Covenas of Peace). Mercks semua
sdalzh para pemikir Yahudi yang menolak paham Zionisme karena banyakuya kelemahan yang
terdapat dalam realisasi paham tersebit. Sementara dard kalangen Orbodoks, para Rabbi {pendeta
Yahudi) sejak awal menceln bahwa Zionisros adalsh mesianisme yapg kelim, meskipun Herzl
tdak melupakan ide messtanis dalane gerakannya vang sering ia katakan “ Duniz zkan bebas
dengan kemerdekaan kita, bahagia dengan kejayaan kita dan jaya dengsn chesaraa kita Apavang
kit nspbakan adaiah kejayaan kemanusiaan”™.
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lain itu harus jugs terjadi pada kaum Yabudi. Eliezer jugs berhasil mempelopori
pemakaian kembali bahasa Yahudi sehari-hari. Ketika la kemudian bermukim di
Palesting, ia wujudkan ide memasyarakatkan behasa Yahudi ind sebaik-batknya.
(Schoenman, 198%)

Sedangkan orang pertama vang mengermikakan wawasen nasionalisms
Yahudi adalah Leon Pinsker, seorang Yahudi Rusia, pada tahun 1882, Namun,
yang menumbulkannya menjadi idectogis dan gerakan Zipnisme adalah Theodor
Hersl, seorang Yahudi Austria. Atas prakarsanya, pada tahun 1897,
diselenggarakaniah kongres Zionis periama di Bazel, Swiss, yang menghasilkan
terbentuknya Organisasi Zionisme Dunia yang bercorak politis dan memilih Herzl
sebagai ketuz Gerakan Zionis Dunia ini. Hampir seluruh perutusan yang hadir di
kongres ity menyatakan keinginan mereka untuk menjadikan Palestina sebueh
negara Yahudi, namun karena pertimbangan-pertimbangan praktis maka dalam
resolust Kongres haoya disebutkan tentang “mtak wntuk bangsa Yahudi di
Palestina”,

D% bawah Herzl pula, Organisast Ziomis Dunis ini berkembang menjadi
organisasi yang kuat deagan jaringan institusi yang komprehensif, seperti adanya
lembaga keuangan Yahudi (Jewish Colonicd Trust Lid) yang bergerak di bidang
perbankan. Badan Pengumpulan Dana Yahudi (Jewish National Fund) yang
berfungsi melaksanakan pembelian tamah di Polesting bagi pemukimen-
pemukiman Yahudi serta Jewish Agenicy.

Untuk mencapai maksudaya Herzl mula-mula mencoba mendekati
Kekhalifahan Daulzh Usmaniah agar bersedia menyetujui didirikanoya swatn
badan khusus untuk mengurus pemukiman orang-orang yahudi Palestina, Tetapi
usahanya ini menemuai kegagalan, Pada tzhun 1503 Herzl berpaling kepada
Inggris, Tawaran pemerintah Inggris untuk menjadikan Protektorat Afrika Timur
{ belakangan dikenal sebagai Kenya) sebagai “homeland” Yahudi ternyata difolak
oleh orang-orang Zionist yang titak melihat alternatif selain Palestina.

Tokohtokoh Zionis terkemuka lainnya ialah Chaim Weizmann dan
Nahum Sokolov. Masing-masing adalsh Yahudi Inggris dan Rusia, Sejak tahun
1906 Weizmann telah menjalin bubungan baik dengan tokoh-tokoh pemerintahan
Ingeris, seperti Balfour, Milner, Lloyd George serta Mark Sykes, redaktor surat
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kabar Manchester Guardian yang berpengaruh, Melalui hobungan ini dia
meyakinkan pemerintah Inggris, bahwa posisi Inggris tentulah akan semakin kuat
di kawasan itu, bila Palesting berada ¢i bawah dominasi Yahudi, (Garaudy, 2060)

Dalam organisasi Zionis sendin, sejak awal permulaan berdirinya telah
ada tendensi konflik. Politik Zionisme Herzl yang bersifat borjuis dan sekuler,
atau yang lebih dikenal demgan General Zionist mendapat tentangan dari
kelompok burnh atau Labor Zicnist stan Zionisme Sosialis, yang lebih
menekankan bukan pada big power diplomacy, tetapi lebih pada kebijakan
imigrasi dan pemukiman untuk menciptakan masyarakat sosial-demokrasi Yahudi
di Palestina. Tokoh yang terkenal dengan kecenderungan demikian adalab David
Ben Gurion (1886-1973),

Pada tahun 1920, muncol * kelompok kapan™ (Right wing) dalam
organisasi Zionis yang dipimpin oleh Viadimir Jabotinsky (1880-194G) yang
terkenal dengan kelompok Revisionist. Jabotinsky menclak sistem pradual dalam
paham Zionds, serfa menolak melakukan kompromi dengan bangsa Azab Palesting.
Tetapi bagaimanapun juga General Ziomdst memainkan perapan penting sejak
awal berdirinya hingga permulaan tahun 1930-an. Pada periode berikutnya,
kepemimpinan organisasi Zionis diambil alth oleh kelompok buruh (Labuor
Zivnist) yang pengaruhnya jugas teragadi dalam ¥iskuv {sebutan bagi komunitas-
komunitas masyarakat Yabudi di Palestina). Kelompok bursh ini berjaya sslama
empat dekade dan memainkan peranan penting dalam meletakkan landasan
ekonomi, sosial, kuitural dan politik bagl masa depan negars Israel di kemudian
hari. Dominasi Labor Zionist inl berangsur-angsur sunt kettka dalam tabun 1977
murid Jabotinsky, Menachem Begin (1913.1992} berhasil memenangkan pemilu,
Sejak saat itu, selama dua periode Organisasi Zionis didominasi oleh “kelompok
kanan“ yang bernaung di bawab bendera Partal Likud. Untuk masa.mas
selanjutnya kedua partai besar ini { partai Buruh dan partai Likud) selalu bersaing
ketat dalam setiap pemilu, dan menjadi penentu dalam kehidupan politik Israel,
{Garaudy, 2000}
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Istilah Zionisme berasal dari akar kata zion™ yang pada masa awal sejarah
Yabudi menjadi sinonim dengan penyebutan untuk kota Jerusalem.
Keterkaitanoya adalah bahwa zion itu adalab nams bukir yang diatasnya kota
Jerusalem berdiri. Bagi bangsa Yahudi, kota Jerusalem ;fzxcmpunyai setu tempat
khusus dalam keyakinan moercka karema di sanalah Sulaiman ' mendirikan
kerajaannya yang didxlamnya terdapat sinagog’> pertarna.

Istilah ini pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Makna yang
terkandung di dalamnya adalah bshwe paham ini adalah sebuah pabam gerakan
yang bertujuan untuk mengembalikan bangsa Yahudi ke eretz (tanak) Ysrael yang
berada di bukit Zion Mengapa ada istilah "mengembalikan"? Kalau begitu,
berada dimana sebenarnya bangsa Yabudi selama ini? Perlu diketahui bersama
bahwa setelab bangsa Yahudi terusir dari komunitasnya oleh bangsa Romawi,
maka bangsa Yahudi kemudian hidup tersebar di sefuruh pemjure dunia
{terdinspora). Dalam kondisi sepertt itu, mereka kemudisn menjzdi golongan
minoritas di dalam masyarakat yang mereka diami, Karena sifatnya yang terfutup
{kermungkinan karena efek dari pengejaran bangse Romawi tadi sehingpa merska
takut teridentifikas]) ditambah dengan ketatnya menjaga tradisi (seperti cera
berpakaian, ritnal, dsb) maka bangsa Yuhudi yang terdiaspora ini menjadi
terkucilkan dan bahkan tidsk jarang menimbulkan kecurigaan yang berakibat pada
pengusiran-pengusiran dan penganiayzan-pengeniayaan, Melihat kondist vang
semacam ity, beberapa tokeh Yahudi kemudian mulai menyuarakan pentingnya
sebuzh ikatan bersamsa bangea Yahudi agar dapat hidop secara layak. Persoalan
besar kemudian timbul, yaitu apa yang dapat dijadikan sebagai simbol pemersatu,
dan dimana mereka dapat hidup bersama? Bermula dari sinilah bibit-bibit
zionisme mulai tembuh,

Secara garis besar perkembangan Zionisme dapat dibagi menjadi tiga
tahapan, yaitu: (Husaini, 2004; 28-32)

1. Zionisme dengan fokus utama mempersatukan bangsa Israel. Alat utama
yang digunakan adalah simbol-stmbol keagarsaan Yabudi, sepertt tradisi

W¥aia ini dapat diternukan di dalam Perjanjian Lama pada bagian Kitab Mazmur 13711 "Di tepi
snpai-sungat Babylon, di sana dta duduk sambid menangis, ketika kita teringat Zion "
! Salah sat nabi besar kaum Yahudi yang juga diimani oleh kaum Nastani dan Mustim,
*? Tempat peribadatan kaum Yahudi.
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pakatan, simbol bintang David, dan yang terutama adalsh reruntuhan
kerajaan Sulaiman di Jerusalem akibat dibancurkan oleh bangsa Romawi.
Reruntuhan yang berupa tembok batu™ itu kemudian dijadikan sebagai
salah satu tempat ritual bagt bangsa Yahudi, yang di dalam ritual tersebut
terkandung doa agar kejayaan bangsa Yahudi dapat terulang kembali salah
satunya dengan berdirinya kembali bangunan kersjaan Sulaiman yang
didalamnya mencakup sinagog pertama. Zionisme tahap pertama ini sering
diistilahkan dengan nama Zionisme Religius yang mulal berlangsung
sekitar tahun 1880-an hingpa awal abad ke-20.

2, Salah satu tokoh penting Zionisme, yaitu Theodor Hertzl, kermudian
melakukan penguatan landagan ziopisme dengan memasukkan unsur
politis dan kekuasaan. Ja melihat bahwa temnyata jiks hanya menjadikan
Jerusalem sebagai tempat berkumpul bangsa Yabudi sangat jauh dari
mencukupi. Selain #u, a4 juga merssa babwa jika hanya sckedar
berkumpul maka hal tersebut belumlsh terlalu kuat untuk dijadikan
sebagat faktor pemersatu bangsa. Baogsa Yahudi perlu sebuah tempat
berkumpul yang kuat secara politis. Dengan kata lain, bangsa Yahudi perlu
sebuah negara sendiri Maka ia kemudian mencoba mencari dasar
pembenaran untuk memperluas wilayah dan kemudian mendirikan negara
di atasnya bagi bangsa Yahudi. Ia kemudian menggunakan salah satu ayat
di dalam Perjanjian Lama dimana di delamnya tersurat janji Tuhan bahwa
bangsa Yahudi dijanjikan tanah tempat tinggal vang berpama Judea dan
Samaria, Kemudian dengan penafsirannya sendiri, ia memeriemahkan
wilayah Judea dan Bamaria sebegai wilayah Palestina hingga ke tepi
sungai Buphrat di Irak (Libat lampiran 3). Permasalahan yang kemudian
menghadang adalah babwa ternyata kawasan yang ia klaim tersebut
bukanlah wilayah yang sama sekali kosong, di dalamnya terdapat
penduduk yvang sudah lams menetap. Maka kemudian iz memasukkan
cara~cars politis dan kekussaan, seperti dengan melakukan loby ke Ingpris,
melakukan tekanan-tekanan kepada penduduk setempat dengan cara

mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di sana hingga menjadi

" Dikenal dengan istilah the Wailing Wait (Tombok Ratapan).
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penduduk mayoritas yang tidak jarang menyebabkan penduduk ask
terpaksa menjual tanahnya dan pindah, dsb. Zionisme tzhap kedua ini
sering diistilahkan denpan nama Zionisme Politis yang mulai berlangsung
semenjak awal abad ke-20 hingga berdirinya Israel 1948,

3. Setelah tahapan mempersatukan dan mengikat bangsa Yahudi secera
politis, maka tahapan terakhir (sampai sekarang masih berlangsung) adalsh
tahapan memperiahankan eksistensi. Untuk dapat melakukan hal ini tentu
mengandalkan kemampuan loby politik saja tidak cukup. Mereka harus
memiliki mekanisme pertabanan sendini yang cukup baik untuk dapat
menghalay gangguan baik dari dalam mavpun luer negerl setisp saat. Pada
titik inilah Zionisme kemudian memasuki tabapas militerisme.- Zionisme
militerisme ini dalam pelaksapaannya selama ini tenyate memiliki dua
kepentingan. Tidak hanya untuk mempertahankan eksistensi negara Israel,
fapi juga digunskan (terutzma oleh parg penganut pola pikir Hertzl)
sebagai alat untuk melakukan ckspanst ke wilayah-wilsyah yang hingga
sant ini belum berhasi! dikuasal. Contoh paling jelas adaiah pada Perang
1967 (lihat penjelasan di atas) serta Perang 1982 ketika pasukean Israel
memasoki Lebanon dengan dalih untuk mengusir gerilyawan PLO vang
bermarkas disana. Tahepan ketiga ini mulai berlangsung sekitar tabun
1967 hingga sekarang.

4.4. Kebijakan Kolonisasi dan kmigrasi Bangsa Yahuadi

Seperti yang telah disebutkan di atas babwa salah satu tjuan Zionisme adalah
mendirikan “rumsh bagi bangsa Yahudi di Palestina”. Karena itu, terutama setelah
kongres Zionis Sedunia I tahun 1897, berbagai gelombang imigrasi berdatangan
dari berbagai negara seperti : Rusia, Rumania, Polandia, Jerman, Bulgans,
Yugoslavia, Yaman, Aden dan negara-negara Afiika. Mereka melakukan
kolonisasi atas tansh-tanah Palestina selama berpuluh-polub tahun hingps
menjelang terbentuknya negara Israel tahun 1948,

Kolonisasi yang mereka lakukan mengambil bentuk pemukiman-
psmukiman pedesaan dengan konfigurasi dan distribusi sedemikian rupa sehingga

kemudian menjadi penentu batas-batas negara Israel serta terbukti mampu
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mempertahankan klaim Israel atas rational homeland Yahudi di Palesting, Hal ini
karena fungsi tempat-tempat pemukiman pedesaan yang merangkap sebagai
benteng pertahanan, terutama datam perang Areb-fsrael tahun 1948,

Pgsca perang tabun 1948, kembali orang-orang Yahudi melakukan
kolonisasi tanah-tanah Palestina untuk mengisi kekosonpan tatah atau wilavah
yang ditinggalkan oleh orang-orang arab Palesting karena mengungsi. Hal serupa
juga dilakukan kaum Yahudi pasca perang Arab-Israel talun 1967 (Perang Enam
Hari}, Dengan demikian, berkaitan dengan masalah kolonisasi ini, terdapat tiga
periode koioniéasi Yahudi, yakni kolonisasi menjelang akhir abad XIX sainpai
dengan awal kemerdekaan Israel tahun 1948, dan kolonisasi sesudah perang Arab-
Israel tahun 1948 serta tahun 1967. '

Untek mencapal tujuannya Yahudi  berbondong-bondong  melskukan
emigrasi dari negara asalnya. Setelah diadakannya Kongres Zionis Sedunia I
tahun 1897 gelombang imigrasi ke Palesting berdstangan dad berbagai negara.
_ Bahkan sebelum diadakannya kongres tersebut pada 1882 gelombang aliyah
pertama sudah mulai berdatangan ke tanah Palesting, Alivak (behasa ibrani: oatk
ke atas) adalah scbuah istileh yang dipergunskan ivas untuk merojuk kepada
imigrasi Yahudi ke Tanah Tsrzel Alivah adalah sebuah konsep budaya Yahudi
vang penting dan dasarigh dari Zionisme sehingga konsep ini ditempatkan dalam
Undang-undang Kepulangan ke Israel, yang mengizinkan setiap varng Yahudt hak
hukum untuk mendapatkan bantuan berimigrasi dan menetap di Tsracl, serta
kewsarganegaraan Israel secara otomatis.

Pertode imigrasi Yabudi—dengan. tijuan untuk membentuk koloni di
Palestina—sejak akhic abad XIX sampal tabun 1948 dapat dibagi menjadi 5
bagian: (Husaini, 2004: 34.44)

1. Periode tabun 1882-1903
Sebehum petiode ini, sebenarnya telah ada beberapa ribu orang Yahudi Urben
yang tinggat di kota Jerusalem, Safad dan Tiberias. Mereka adalah para penganut
Yudaisme yang melakukan kegiatan spiritual agama Yahudi dan tidak punya
kehendak politik apapun. Oleh karena itu, kehadiran mereka di Palestina tidak
menyebabkan keresahan, bahkan mereka bisa bergaul dengan penduduk setempat
yang beragama Islam atau Kristen secara damai.
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Pada tahun 1882, sesaat setelah dikeluarkannya Undang-undang anti Semit
di Rusia, dateng secara massal scbanyak 24.000 orang imigran darl megara
tersebut. Menyusul kemudian pada tahun 1903 sebanyak 24.000-30.000 imigran,
terutaina dari Rusia, Rumania dan Polandia. Para imigran pada periode pertama
ini merupakan pioneer berdirinya pemukiman pedesaan Yahudi di Palestina
Mereka mendirtkan pemukiman dengan sistem pertanian moshava ( bentuk jamak
dari moshavot). Sistem ini mereka adopsi dari negara asalnya yaitu Eropa Timur,
menganut sistermn penapaman dengan tanah pertanian yang dibagi ke dalam
beberapa blok-blok bessr, dan masing-masing petani mendapat sebidang tanah,
fetapi karena kurangnya pef}galaman dari para petani dan tidak berkembangnya
sistem pelayanan sentral mengakibatkan sistem pertanian ini kurang sukses.

2. Perinde 1904-1218

Dalam periode ind, sebahyak 35,000-40.000 orang imigran secara massal
kembali datang dari Rusia. Tetapi, mereka yang datang belekaogan inj berbeda
dengan para pendahulu mereka, Disamping jumlahnya yang mayoritas terdiri dari
kaum muda vang terpelajar, kedatangan mercka disertat dengan penerapen ide-ide
Kar]l Mark yang pernaht mereka pelajani. Oleh karena itu, bagi mereka sisem
moshavot adalah tidek sesuai dengam ide mereka, Uniuk memperoleh
penghidupan yang baik, mereka menciptskan sistem pemukiman pertantan
kibbutz (beniuk jamaknya: kibbutzimy dan kemudian moshav (bentuk jamaknys:
moshavim}.

Dalam sistem perfanian vang bercorak sosialis iai, dibutubkan
pemberdayazan orang-orang Yahudi melalui penciptaan klas petani untuk bersama-~
sama bekerja bagi kepentingan bersama mereka, guna terciptanya masyarakat
yang adil, Sistem ini menganut enam asas yaitu
- tidak ada upah bagi mereka
- segala sesuaty adalah milik bersama
- pertanian dan segala bentuk produkst sepenubnys kolektif
- sistem kepemimpinan yang tunduk pada mayoritag
- anak-anak dan kehidupannys dididik secara kolektif
- adanya pembatasan penggunaan buruh dad luar
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Sistem kibbutz ini, yang mulai berkembang pada tahun 1918, memiliki daya tark
tinggi dan-terbukti mampu terus berkembang, hingga mencapai sembilan kibbutz
-sebejum berukhirnya Perang Dunia I

3. Periode 1915-1931

Pada periode ini, total jumlah mereka yang datang ke Palesting sebanvak
82.000 orang. Kedatangan mersks terbagi kedalam tiga gelombang, yakni tahun
1919-1923, tahun 1924 dan akhir tahun 1931. Kehadiran mereka dalam jumiah
yang sangat besar ini sebagai akibat dari adanya deklarasi Balfour 1917 vang
mesupakan hasil kolaborasi kaum Yahudi dengan Pemerintsh Inggris untuk
memasukkan sebaoyak-banyaknya imigran Yahudi. Dalam periode ini, jumlah
orang Yahudi telah mencapai 17 % dari total penduduk sebesar 1.036.0600 orang,
kebanyakan dari mereka berasal dari Rusia dan Polandia,

Kehidupan pemukiman pedesaan Yahudi pada periode ini menjadi lebih
berarti dengan diperkenalkannya system pertanian moshav, sebagai alternative
dari system kibbutzim dan moshavot. Sistem ini menganut empat asas, yakni :
kepemilikan tanah secara pasional dengan system sewa yang dapat dialihkan ke
pihak lain, penggunaan tenaga ketja sendiri vatuk perianian kelvarga, gotong-
royong dan mengembangkan sikap bertanggung jawab diantars anggots, serta
pembelian dan pemasaran secara kooperatif,

Pada masa ini mulal diperkenalkan sistem pertanian campuran yang
memadukan ragam pertanian anggor, jeruk, dan biji-biffan dengan usaba

pererahan susu, peternakan unggas dan sayur-mayur. Diversifikasi ini dilakukarn

untuk mengantisipasi kekurangan pangan seperti yang pemah mereka alami
selama Perang Dunia 1 dan sebagai persediaan bagi kebutuhan konsumsi
masyarakat Yahudi urban vang jJumlahnya semakin meningkat, Pada masa ini juga
muiai diperkenalkan penggunaan mesin-mesin pertanian dan mulal beroperasinya
Dana Nasional Yahudi yang melakukan pembelian lahan secara besar-besaran
untuk disewakan kepada para petani dengan bunga yang ringan,

4. Periode 1932-1939
Gelombang  imigrasi pada pedode ini diakibatkan oleh bangkitnya
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Nouziisme di Jerman. Pada akhir tabun 1939, jumlah mereka yang masuk ke
Palestina mencapsi 230.000 orang. Mereka terutama dari Jerman dan Austria, juga
sebagian kecil dari Polandia dan Rumania vang datang sebagai korban
kebijaksanaan anti- Semit dar pemerintah vang bersangkutan. Pada masa ini
perkiraan populast masyarakat Yahudi di Palestina sudah mencapai 22%
pendudule

Kolonisasi yang mereka lakukan kali ini adalah dengan cara membeli
tanah-tanah Palestina dalam jumlah yang lebih besar untuk membangun kibbutzim
di bukit Menashe ( Tepi barat), Mereka juga membeli kembali lenibah Hefer guna
kepentingan kibbutzim dan moshavim, sehingga pemukimsn Yahudi di sebelah
utara dan selatan dataran Sharon dapat dihubungken Yang lebih penting dalam
peﬁoée ini adalah diperkenatkannya sistem kolektif moshav, atau moshav shitufi,
yakni usaha untuk mengkombinasikan prinsip-prinsip terbaik kibbutz dan moshav,

yang merupakan suats kombinasi antara keuntungan sosial sistem moshav {ienganv

keuntungan sosial sister kibbutz,

5. Periode 1940-1948

Meskipun pemerintah mandat Ingpris mulai raembatasi jumlah imigran yang
masuk ke Palestina, tetapi pada periode ini mereka yang datang mencapai 110.000
orang. Imigrasi ilegal ini dikenal sebagai Allyah Bet ("imigrasi sckunder”), atau
Ha'apalah, dan diorgenisasikan sebuah Jembaga Zionis yang belakangan menjadi
Mossad, serta oleh Irgun, Ymigrasi dilskukan terutama lewat Jaut, dao pada tingkat
yang lebih sedikit lewst jalan darat melalui frak dan Surigh, Mulat pada 1939
imigrasi Yahudi dibatasi lebih sedikit lagi, dengan memberikan jzin hanya kepada
75,000 individu untuk masa lima tahun dan sesudah it imigrasi harus sama sekaii
dihentikan. Britania menjadikan penjualan tansh kepada orang Yahudi ilegal di
95% dari wilayah Mandatnya.

Pada Perang Dunia II dan tahun-tabun setelah itu hingga kemerdekaan,
Aliyah Bet menjadi bentuk utama dari imigrasi Yahudi ke Palestina. Setelah
perang, Berihah {("pelarian”), sebuah orgenisasi dari bekas partisan dan para
pejuang Gheito Wargawa terutama bertanggung jawab dalam menyelundupkan
orang~orang Yahudi dari Polandia dan Eropa Timur ke pelabuhan-pelabuhan Halia
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dan dari sana mereka pergi ke Palestina. Meskipun Britania berusaha mencegah
imigresi ilegal, pada masa 14 tahun bercoperasinys, 110.000 orang Yahudi
berimigrasi ke Palestina. Dengan kedatangan imigran ini pemerintah
mengandalkan Amerika Serikat untuk mensenuhi biaya hidup para imigran. Dan
kebijakan kolonisasi pemerinizh Tsrael hingga kini- menghasifkan pencaplokan
wilayah ini sebesar 60% di West Bank dan 40% di Gaza Kebanyakan para
pengungsi dari kortai kekejaman Nazi Jerman. Mereka gencar membangun
tempat-tempat pemukiman. Dengan bantusn Dana Bantuen Nasional Yahudi
raereka berhasil mendirikan 60 kibbutzim dan 20 moshavim. Tujuan pémukiman
pada masa ini semakin nyata bersifat politis dan strategis untuk merebut kembali
Erelz Israel sehagai warisan dari lelubur mereka dulu zerta sebagai persiaparn bagi
berdirinya negara Israsl. Pada periode ini jumizh mercka mencapal 31% dari total
penduduk Pzalesting atau dar 2,065,000 omng.

Koionisasi Yahudi tahap ke-2 terjadi setelah berakhimya Perang Dunig I
tahun 19481949 Pada tabap ini, kolonisasi dilakukan untuk mengisi kekosongan
tanah-tanah bangsa Arab Palestina vang ditinggalkan penghuninya karena pergi
mengungsi. Kekosongan tanah ini bahkan sudah dimulai sejak pengUmuman
Rencana Partisi PBB talun 1947, Pada waktu iy, untuk menghindar segala
kemungkinan busuk, sebanyak 200000 orang Arsh Palestina meninggalkan
kampung selamanya.

Sebelum 1948 hanya ada tejuh komunitas Yahudi di tapah-tanah yang
diduduki pada 1967, dan pemilikan tanah Yahud: paling-paling hanya 1 persen di
deerah-daerah .20 Seperempat sbad kemudian, pada Met 1992, Kementerian
Luar Negerl melaporkan ada 129.000 orang Yahudi di Jerusalem Timor Arab
{dibandingkan dengan 155.000 orang Palestina), 97.000 orang Yahudi di 180
pemukiman di Tepi Barat dengan separuh tanah berada di bawah kontrol Yahudi
sepenuhnys; 3,600 di 20 pemukiman di Jalur Gaza; dan 14.000 di 30 pemukiman
¢t Dataran Tinggt Golan.21 Menurut laporan lain, Israel dalam waktu seperempat
abad ity telab menyita atau menjavhkan 535 persen dari tamah di Tepi Barat, 42
persen di Jalur Gaza, dan seluruh Dataran Tinggi Golan, yang telsh dicaploknya
bersama Jerusalem Timur Arab dari pemilikan bangsa Palestina, Seluruh sumber
air berada di bawah kontrol Israel dan 30 persen gir di Tepi Barat dialihkan ke
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Israel atau para pemukimnya (Khalidi, 1991).

Hal ini terulang kembali ketika berlangsung perang Arab-Tsrael 1 yang
membsawa konseluensi sebanyak 700000 orang Arab melartkan difi Kaum
Yahudi kemudian berhasil mengkoloni tanzh-tanah orang Arab seluas 20.700 km2.
Sebagat akibat perang dan kolonisasi ini penguasaan tanah Palesting oleh kaum
Yahudi menjadi 77% dari semula 56% yang dialokasikan berdasarkan Rencans
Partisi PBB tahua 1947,

Dengan bertambah Iuasnya wilayah kaum Yahudi, Pemerintah Israel
ketika itu segera mengeluarkan undang-undang Law of Refurn (Hak Kembali ke
Tempat Asal) 1949 yang memberi kewarganegaraan penuh bagi oramg-orang
Yahudi yang ingin kembali ke Palesting. Di tsbhun it juga, sebanyak 250.000
orang Imigran Jerman berdatangan ke tanah Palesting. Pada tahun 1950,
Pemerintah Israel juga mengehiarkan Undang-undang Absentee Property Law
yang memberi kekuasaan pemerintah untuk menyita tanah milik masyssakat Arab
Palestina yang ditinggalkan sefak November 1947.

Dengan  undang-undang yang pada dasernys ‘mencabut hak milik
pengungsi Palesting ini, Pemerintah Israel sekaligus melarang mereks untuk
kembali ke kampung halamannya. Dengan undang-undang itu pula, pemerintah
Israel secars leluasa memiliki hak untuk menutup tanah-tansh milik masyarakat
Arab Palestina yang ditinggalkan dengan alasan untuk kepentingan negara atau
militer.

Pada tahun 1967, sesuai berakhimmya Perang Arab- Isracl, tercata
sebanysk 350.000 orang Arab mengursi. Mereka berasal dari wilayah Lembah
Yordan dan Jericho, Untuk mengisi kekosongan tanah tersebut, pemerintah Israel
di bawah Pactal Buruh vang berkuasa waktu itn melakukan kolonisasi berdasar
pada "Rencana Allon®, susiu istilah yang mengacu kepada premis yang
dikemukakan oleh Deputi P.M Yigal Allon bahwa"wilayah Tepi Barat akan
menjadi hak milik Yabudi jika mereka bermulkdm di daerah itn”.

Setelah kemenangan Partai Likud pads tahun 1977, penekanan
pembangunan pemukiman Yahudi berubah sesuai dengan ideologi dan pandangan
politik pactal tersebut. Berbeds dengan partai Buruh yang menekankan
pepegembangan bidang pertanian, Pariai Likud menanggap kebijaksanaan

Universitas indonesia

Kebijakan Pemerintah..., Ryantori, Pascasarjana Ul, 2009



60

pemukiman (kolonisasi) bukan sekedar taktik dan strategi politik semata, tetapi
lebih dari itu, yakni merupakan bagian dari ikaian sejarah. Perdana mentesi
Menachem Begin dan pare pendukungnya, waktu #tu percays bahwa jika orang
Yahudi diberi hak untuk membangun pemukiman di daerah pantat, maka kiaim
mereka atas Juden dan Samaria {sekarang dikenal dengan kawasan Tepi Barat atau
West Bank) skan menjadi lebih kust, karena disitulah letak kerajnan Israel kuno.

Di bawah Partai Likud, kolonisasi terhadap tanah-tanah Palesting terlihat
semakin internsif. Sejumlah larangan pembelian tanah-tanah milik Arab unfuk
kepantingan pribadi yang semula diterapkan oleh pemerintah terdahulu dicabut.
Sehin itu, berdasarkan “Rencana Drobless® (Drodless Plany tahun 1978,
percepatan kolonisasi diarahkan pada pembangunan blok-blok pemukiman besar
yang mengelilingi kota-kota utama Arab, sehingga diperkirakan wilayah Arab ini
akan terpecah-pecah dan terpisah menjadi bagian-bagian kecil. Politik pemecah-
belahan wilayah Arab ini, tentu saja skan mempersulit klaim bangsa Arab untuk
merdeka dengan wilayah vang bersatu.

Dampak yang segera terlihat dari kebijaksanaan Partai Likud ini adalah
meningkatnya jumlah pemukiman ¥ahudt secara tajam di daersh tepi Barat.
Antara tzbun 1978-1985 jumlah pemukiman &i Tepi Barat meningkat dar 24
pernukimen menjadi 114 pemukiman. Jumlah pemukim juga meningkat dasi
3200 orang menjadi 45.000 orang. Lebib jauh, pemerintah Isrzel dibawah
Matityahu Dobless, yang juge mengetuai Departernen Pemukiman Organisasi
Zionig Dunia, mengeluarkan "Rencana Seratus Ribu”, yaitu suatu rencana untuk
memukimkan sebanyak 100.000 orang Yahudi pada tabun 1990 di wilayah West
Bank gusa mengimbangi jumdah orang Arab yang pada tahun 1987 sudah
berjumlah 800 riby orang. Dalam rencana tersebut juga diperkirakan bahwa pada
tahun 2010 akan terdapat 1,2 juta orang Yahudi di Tepi Barat yang akan manpu
mengimbangi jumlah orang Arab yang kira-kira akan meningkat menjadi 1,3 juta
orang {Khalidt, 1991}

Natun, rencana yang ditetapkan Partai Likud ini tidak sepenuhnya dapat
terealisasi disebabkan oleh berbagsi faktor, antara lain bahwa pertumbuhan
penduduk Yahudi baik di Isracl maupun di wilayah-wilayah pendudukan tidak
sebesar bangsa Arab. Angka kelahiran penduduk Yahudi pada tahun 1990 hanya
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berkisar 1,3%, sementara angka kelahiran penduduk Aran 3,1%. Perbedaan
tingkat pertumbvhan yang tinggi ini jelas tidak mampu memenuhi target
kebijaksanaan pemerintah,

Namun &e;mkism, untuk mengatasi hat tersebut pemerintah Israel berusaba
mendatangkan imigran Yahudi dari Uni Soviet secara besar-besaran. Pada tahun
1920 jumlah mercka yang datang ke Palestina sebesar 170.000 orang. Jumlah
inipun semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk memenuhi target tahun 2010,
Akan tetapi, eksodus Yahudi Soviet ini telah membawa sgjumlah konsekuensi
bagi Pemerintahan Israel Jumlah mereka yang mencapal 300.000 oravg pada
tabun 1995 telaht semalds memperbesar angka pengangguran pendudok ismei,
yang di tabun 1994 saja sudah mencapai 14%., Pemerintah Iscael sendiri semakin
kesulitan dengan kebijaksanasn vang ditempuhuya karenz dengan kedatangan
imigran ini pemeriniah harus menyediakan saranz perumahbian, biaya hidup,
pendidikan, dan pekegjaan,

Hal ini bukan persoalan yang mudab, karena utuk memenuhi biaya itu
pemerintah Israel banyak mengandealkan pada pinjaman luar negeri, terutama dari
mitra abadinya, Amerika Serikat. Meskipun begitu, kebijaksapaan kolonisasi
pemerintah Israel secara konsisten baik di bawah partai Likud maupun Partai
buruh, hingga kini telah menghasikan pencaplokan wilayah Arab sehesar 60% di
West Bank dan 40% di wilayah Gaza,

4.5, Penyangkaian Isvael terhadap Eksistensi Bangsa Palestina

Eksistensi bangss Palestina adalah inti dari konflik Arab lsrzel. Bangsa
Palestinalab yang sejak 1948 kehilangan rumah-ramah dan tansh mereka,
pekerjaan, kebun-kebun dan ladang-ladang mereka karena direbut orang-orang
Isracl Banyak di antara mereka dan keturunan mereka yang menjadi pengungsi
sekarang ini,

Eksistensi bangsa Palestina itu sebenamya diskui oleh para perintis Zionis.
Scbagaimana dikatakan oleh David Ben Gurion, perdana menteri Isrzel yang
pertama, pada 1936, "Kami dan mercka (orang-orang Palesting} menginginkan hal
yang sama; kami berdua menginginkan Palesting. Dan itulah konflik yang
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mendasar." (Khalidi, 1591)

Namun, demi memuluskan ambisi menduduki kawasan Palesting, para
pemimpin dan propagandis Isracl cenderung berusaha mengedilkan arti dan tidak
memanusiakan orang-orang Palestina. '* Perdana Menteri Menachem Begin
menyamakasn orang-orang Palestina dengan "hewan berkaki dua.” (Findley, 15995)
Pengpantinya, Yiizhak Shamir, membandingkan seorang Palesting dengan seekor
*lalat” dan seckor "belalang™ Shamir bazhkan melangkah demikian jaub dengan
menysbut orang-orang Palestina, sebuah bangsa yang telah hidup selama berabad-
abad di tanah Palesting, sebagai "para penyerang asing yang brutal dan liar di
Tanah Isracl yang dimiliki olsh bangsa Israel, dan hanya oleh mereka” Rafzel
Eitar, kepala staf militer Israel semasa Invasi Lebanon pada 1982, menambabkan:
"Ketika kami felah mendiami tanah iy, semua orang Arab akan berlari
mengelilinginya seperti kecoa-kecoa yang mabuk di dalam sebuzh botol,” Eitan di
kemudian hari mendirikan partai Tsomet (Persimpaagsn Jalan) sayap kanan yang
diabdikan untuk “memindabkan” orang-orang Palestina, yang dicapnya baik dan
buruk —"vang burak harus dibunuh, yang baik dideportasi” Faksi Tsomet Enan
melonjak popularitasnya dalam pemilihan tahnn 1992, melipatkan empat kali
perwakilannya sebingga secara mengesankan mendapatkag fotal delapan kussi di
Knesset. (Findley, 1995)

Para pemnimpin Partai Buruh yang telah Jama berkuasa juga berulangkali
berusaha untuk menyangkal eksistensi bangsa Palestiva. Pada 1969 Perdana
Menteri Levi Eshkol menegaskan: *Apa ite bangsa Palesiina? Ketika saya datang
ke sini terdapat 250.000 orang non-Yahudi --terutama Arab dan Badui. Yang ada
hanyalah gurun pasir— lebih dari terbelakang. Tidak ada apa-apa.” (Findley, 1995)

Beberapa bulan  kernudian Perdapa Menteri Goldz Meir, vang
menggantikan Eshkol, berkats: "Kapan ada bangsa Palestina dengan negars
Palestina? Wilayah itu adalah Svria Selatan sebelum Perang Dunia Pertama, dan
kemudian menjadi Palesting termasuk Yordania, Tampaknya tidak ada bangsa
Palestina itu, jadi tidak benar kami datang dan melempar mereka keluar serta
mengambil negeri itu darl tangan mereka. Mereka tidak ada." (Amdur, 19%0)

¥ Kecendeorangan int semakin gencar sctelah Paral Likud szyap kesan mersih kekuasaan pada
1977
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Shimion Peres, perdana menteri pada pertengahan 1980-an, juga menulis
sebuah buku yang diterbitkan pads 1970; "Negeri itu sebagian besar berupa gurun
pasir kosong, dengan hanya beberapa kelompok pemukiman Arab." {(Khalidi,
1991)

Sejumiak orang Israel masih mempertzhankae pendapat ini. Pada 1988
gkstremis Rabbi Meir Kahane (Kahane, 1088), pendin liga Pertahanan Yahudi
militan, menulis delam sebuah iklan di The New York Times: "Tidak ada yang
disebut sebagai bangsa Palestina’ itu... Cirang-orang Paiestina itu tidak ada."

Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkesan melakukan pembelaan
terhadap eksistensi bangsa Palesting, Israel berjuang keras selama bertahun-izhun
untuk meiakukan pondiskreditkan terhadap apa yang dilakukan oleh PBB. Salsh
satu peristiwa penting terjadi pada 1969 ketika Majelis Umum (MU) PBB
mengambil langkah besar dengan mengeluarkan sebuah resolusi 2535 B (XXIV)
yang mengubab persepsi dunia atas eksistensi bangsa Palestina. Resolusi tersebut
mengakul bangsa Palestina sebagai suatyu bangsa tersendin dan menegaskan "hak-
hak mereka yang tak dapat dicabut” (Tomely, 1975: 74-75) Resolusi tersebut uga
mencatat bahwa majelis mengakui "bahwz para pengungsi Arab Palestina munoul
akibat penolakan atas hak-hak mercka yang tak dapat dicabut di bawah Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manosta Universal”

Dikelvarkannya resolusi itu menandai awal pengakuan dunia atas bangsa
Palestina sebagei bangsa vang dicgbut hale-hak dasarmya menurut hukum
internasional, Sebeluranya MU PBB dan sebagian besar pemerintahan non-Arab
memusatkan perhatian pads bangsa Palestina sebagat individu-individu pengungsi
dan korban perang. Inilah sikap yang dengan gencar didukeng Israel, yang telah
lama berketesapan ontuk memperiakukan orang-orang Palestina sebagai individu-
individu dan bukan sebagat bagian dari suatu komunitas,

Resolusi-resofugi MU PBB selanjutnya antara 1570 dan 1974 menetapkan
hak-hak mendasar bangsa Palestina. MU PBB melalui Resolusi 2672C (XXV)
mengakyi bahwa “rakyat Palestina mempunyai hak yang sama dan boleh
menentukan nagibnya sendiri, sesual dengan Piagam FBB (Tomeh, 1975; 80.81),
Resolusi 2649 menegaskan "keabsahan perjuangan bangse yang beradz di bawash
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kekuasaan penjaiah dan pihak asing, mempunyai hak uniuk menentuken nasib
sendiri untuk merebut kembali hak itv dengan segala sarana vang  mereka
miliki*, dan Resolusi 3089D (XXVBI) menyatakan bahwa hak-hak vang tidak
dapat dicabut dari bangsa Palestina itu mencakup pertalian antara hak mereka
untuk menentukan nasib sendiri dan hak kaum pengungst untuk kembali {Tomeh,
1975: 102). Pada 1974, MU PBB mengeluarkan sebuah resolusi penting, yaitu
Resolusi 3210 (XXIX), yang mengakui Organisagi Pembebasan Palestina (PLO)
sehagai "wakil sah bangsa Palesting” pada 1974 (Tomeh, 1975; 109). Dua minggu
kemudian, peremuan negara-negara Arab di Rabat, Maroke, menetapkan
Organisasi Pembebasan Palestina sebagal "satu-satunys wakil sab® dan svara
bangsa Palestina.

Dikeluarkannya resofusi-resolusi ini meniadi landasan hukum dan moral
bagi perjuangan Palesting sebagaimana yang kita kenal sekarang. Dalam kata-kata
ilmuwan Palestina Chavth Armanazi: “Bangsa Palestinz kini sepenubnya
didukung oleh masyarakat dunia dengan empat hak utama: hak untuk kembali,
hak notuk menentzkan: nasib sendiri, hak untuk berjuang dan menerima bantuan
dalam perfuangan mereka.” {Shiblak, 2009}

4.6. Pengungsi Palestina

Pada saat kita berbicara mengenai pengungsi Palestina, pada saat itu pula kita
harus membicarakan tentang asal-msul berdirinya negara Zionis Israel yang
bermuara pada seorang tokob yang bernama Theodor Herzl, seorang wartawan
berkebangsaan Austria. Melalui penyebaran pamflet-pamflet yang bertajuk Der
Judenstaal (Negara Yahudi} pada 1896, dia mengembangken ide agar bangsa
Yahudi yang terdiaspora dapat memiliki sebuah negara. Salah satu tempat yang
dia usulkan adalah tanah Palestina. Untuk mewujudkan idenya tersebut, setahun
kemudian di Basel Swiss, diadakan Kongres Zionls Pertama. Kongres ini tidak
secara  terbuka mendukung pendirian  negara  Yahudi, tapi  hanya
merekomendasikan agar ianah bangsa Palesting dapat dijadikan sebagal “rumah”
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sehingpa bangsa Yahudi dapat hidup bebas dari rasa takut (Cattan, tanps tahon:
330). “

Langkah selanjutnya vang ditakukan oleh para pengagas ide Zionisme ini
adalah melakukan pendekatan-pendekatan polifis kepads pihak-pihak yang
berwenang dengan tanah Palesting ini, seperti Sultan Turki Utsmanivah, kemudian
ke Pemerintah Kerajaan Inggris selepags kekalaban Turki pada Perang Dunia [
yang menghasilkan sebentuk dukungan yang terkenal dengan istilah Deldarast
Balfour®®, dan kemudian ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghasilkan N
General dssembly Resolution of November 29th, 1947 (Neo. 181) atau yang lebik
dikenai sehagai Partifion Resolution 1947, resolusi berupa pembagian tanah
Palestina menjadi figa bagian: sebagian untuk Israel, scbagian lagi untuk bangsa
Palestina, dan Jerusalem yang berada i bawah pengawasan PBB. (Lihat Gambar
di bawah)

Setahun setelsh peristiwa ini, meletusiah konflik besar pertamm antara
bangsa Palestina dengan kasm Zionis Israel yang sering disebut dengan Perang
1948. Konflik ini terjadi akibat ketidakpuasan di kalangan bangsa Arsb yang
menganggap pembagian tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan berdasarkan
juralah populasi. Saat i, populast Arab Palestina yang memang sejak lama
tinggal di wilayah itu berjumiah 508,708 jiwa sementara Yahudi yang mayoritas
berupa pendatang bedumiah 499.020 jiwa (Cattan, tanpa talun: 338).

PDeklarasi ini menpakan sebuah sueat yang dialamatkan oleh Anhwr James Balfour (Memen
Luar Negeri Ingeris saat ity tznanggsl 2 Nopember 1917 kepada Lord Rothschild yaag intinya
berisi dukungan bagl berdirinya sebuah “nationef home™ bagt bangsa Yahudi i Pajesting, Lihag
Ral. 43,
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Konflik Arab-Tsrael telah menimbulkan dua gelombang besar pengungsi
Palestina. Gelombang pertama akibat Perang 1948 dengan jumiah pengungsi
sehesar 726 ribu orang—dua pertiga darl seluruh penduduk Palesting yang
berjumizh 1,2 juta jiwa. Gelombang kedua akibat Perang 1967 ketika 323 ribu
orang Palesting kehilangan rumah-rumah mereka. Dari jumlah itu, 113 rbu
diantaranya telah menjadi pengungsi sejak 1948 {I-‘indley, 19935; 45).
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Tabel
Perscbaran Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah

West Gaza | Jordan | Syria | Lebanon
Bank
Registered | 675,670 | 938,531 | 1,788,274 | 417,346 | 394,890
refupees \
Refugees | 177,920 | 464,075 | 281,211 | 110,450 192,557
in
CAMPS
% of 26% 49% 16% 26% 49%
refugees
in camps
Source. UNRWA in Figures, 30 Jure 2004,

Para pengungsi Palesting, baik yang terdafiar oleh IINRWA ataupun tidak,
tersebar di banyak negara di dunia. Menurut Departernen Urusan Pengungsi PLO,
hampir 83 persen pengungsi Palestina berdiam di wilayah Palestina dan negara-
negara tetangga. 10 persen berdiam di negara Arab yang lain, dan 7 persen di
belghan dunia yang lain (Abu-Libdel, 2007: 21).

4.7, Hogul Andah (Hak untuk Kembali)

Program kaum Zionis Israel untuk mendirikan sebuah negara Yahudi i atas tanah
Palestinz tolah melibatkan dan terus menerus melibatkan npaya-upaya pengusiran
penduduk pribumi Palesting. Hal ini kemudian memicu sebush pertanyaan
penting: apakah bangsa Palesting vang terusir ity mempunyat hak watuk kembali?
Dagi mereka vang terusir, jawabannya tentu saja ya. Namun, bagaimana dengan
dunia internasional? Count Folke Bernadotte, seorang Mediator PBB (yang tak
Jama kemudian dibunuh oleh kelompok teroris Zionis Yahudi ~ Stern Gang), telah
menyatakan (LN Doc Al 648, 1948):

“It wonld be an offence against the principles of elemenial
Justice if these innocent victims of the conflict were denied the
right 1o return to theiy homes, while Jewish mmigrants flow inic
Palestine” , :

(adalah merupakan sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip
keadilan mendasar jika korban-korban tak bersalah dari konflik
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ini tidak diberikan hak untuk kembali ke rumah-rumah mereks,
sementara para imigran Yahudi membanjici Palesting)

Hak uniuk Kembali memiliki sebuah dzsar legal yang kuat. PBB telah
memberlzkukan Resolusi 194 pada tanggal 11 Desember 1948, Paragraf 11 dari

resolusi tersebut menyatakan:

“.the refugees wishing to return o their homes and live at
peace vwith their neighbors should be permitted 1o do 50 at the
eariiest practicable date... compensation should be paid for the
property of those chovsing 1ot to refurn”

{...para pengungsi yang ingin kembali ke rumab-rumah mercka
dan akan hidup dengan damai dengan para telangga mereka
harus diizinkan untuk kembali secepatnya dalam wakty paling
memungkinkan. . kompensasi harus diberikan untuk menggants
harta benda dari mereka yang memilih untuk tidek pulang
kembali)

Semenjak it Resolusi 194 telah terus menerus ditegaskan kembali dalam
sebuah konsensus universa, dengan perkecuatian bagi Tsrael dan Amerika Serikat,
" Dan vesolusi tersebut ditegaskan lebih fanjut oleh Resclusi Majelis Umu PBB
No. 3236 yang menegaskan dalam Subseksi 2 tentang, "the inaliensble right of the
Palestindans to retwrn to their homes and propeity from which they have been
displaced and uprooted, and calls for their return® {hak yang tak dapat disangkal
dari bangsa Palestina untuk kembali ke rumah-rumah dan tanah-tanab mercka
dimana mereka telzh diasingkan dan dicerabut daxi akar mereka, dan menyerukan
pemulangan mereka). Penghalangan atas hak ini adalah sebuah tindakan agresi,
yang layak omuk ditanggapi dengan tindakan oleh Dewan Keamanan PBB.
Bergabungnya Israel dengan PBB  bersifat conditional, tergantung dari
ketaatannya pada resolusi-resolusi PBB yang relevan termasuk Resolusi 194,

Validitas dari Hak uotulk Pelang Kembali tidak hanya berasal dari resolusi-
resofusi PBB saja. Pasal 13 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal
{Universal Declaration of Humon Rights) telash menegaskan hak dari setiap
individu untuk pergi meninggalkan dan pulang kembali ke tanah aimys sendir,
Terlebih lagi, Prinsip Kemerdekaan (Principle of Self Determination) menjamin
tentang hak kepemilikan dan domisili dari seorang individu di tanah airnya sendiri.
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PBB telah mengadopsi prinsip ini pada tahun 1947, Pada tabun 1969 hingga sast
ini, prinsip tersebut secara eksplisit juga diberlakukan bagi bangsa Palesting
termasuk "the legality of the Peoples’ struggle for Self-Determinction ond
Liberation” {legalitas dari perjuangan Rakyat untuk mendapatkan Kemerdekaan
dan Pembebasan). Hukum-hukum internasional telah menetapkan bahwa, baik
pendudukan maupun kekuasaan tdak menghilangkan hak-hak kepemilikan
pribadi

Program kaum Zionis Tsrael untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di atas
tanah Palestina telah melibatkan dan terus menerus melibatkan upaya-upaya
pembasmian etnis atas penduduk pribumi Palestina. Sebelum, selama dan segers
setelah berdirinya negara Istzel, lebth dari 860.000 orang pengungsi Palesting
telah dibasmi secars einis darl rumsh-romah dan tasab-tansh rmereka Parg
pengungsi ini berikut ansk cucu mereka adalsh merupakan sebush populasi
penpungsi yang paling besar dan paling awet di dunis inl Jumlah pengungsi
Palestina di seluruh dunia saat ini telah mencapal hampir 6.5 juta orang. 3.8 juta
orang pengungsi Palestina dan keturungn mereka yang terasing telah terdafiar
sebagai penerima bantuan kemanusizan PBB. 1.5 jutz orang pengungsi dan
keturunan mereka tidak tordafiar karena mereka tidak tergolong yang
membutuhkan bantuan. 263 .000 orang pengungst Palestina dan keturunan mereka
telah terasing secars internal di dalam wilayab Israel. 773,000 orang peogungsi
dan keturunzn mereka felah terasing untuk pertama kalinya pada tahun 1967,
Keturunan dari para pengungsi Palestina telah digabungkan dalam jumiah total
pengungsi Palestina karena mercka masih belum diberikan hak-hek asasinya.
Puluban ribu penduduk Palestina juga telah meninggatkan Wilayah-wilayah Yang
Diduduki {Occupied Territories) semenjak pecahnya serangan Israel yvang paling
mutakhir pada bulan September 2000. Secara umum para pengungsi bermukim di
dekat tempat-tempat dimana mereka telah diusir,

Penstitian yang dilakukan selama ini {idak saja menunjukkan bahwa hek dari
pars. pengungsi untuk pulang kembali ity suci dan legal namun juga
memungkinkan. Penelitian-penelitian demografis telab menunjukkan bahwa 78%
dari warga lsrael hidup di 14% dari wilayah Israel sementara 22% lainnya hidup
di atas 86% dari tanah milik para pengungsi. Selain itu, dard 22% itw, 20% hidup
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di kota-kota sementara 2% hidup di kibbutzim dan moshav-moshav (pemukiman).
Sekitar 5.000 orang pengungsi hidup di setiap 1 km persegi lahan di Jelur Gaza,
sementarg dibalik jervji kawat berduri yang mengkungkung mefeks, tangh yang
mewpakan hak milik mereka terlantar dan kosong sama sekali (Abu-Libdeh,
2007: 54).

Menurut sebuak laporan dari website Amnesty International, Iscsel ielah
menghancurkaa ribuan rumah-rumah penduduk Palesting di Jalur Gaza dan Tepi
Barat, termasuk di wilayah Yerusalem Timur, dengan dalih alasan keamanan afau
karena tidak memiliki jzin. Selain itu, ribuan hektar tanah milik penduduk
Palestinag telah dirampas untuk mémbangzm pemukiman-psmuokiman di wilayah-
wilayah yang diduduld ini. Pembangunan pemukiman-pemukiman ini melanggar
Pasal 49 dari Konvensi Jenewa vang menyatakan babwa "Occupying Power shall
not transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies”
{MNegara yang menduduki tidak boleh memindahkan bagian dadi populasi warga
sipilnya sendini ke wiayah-wilayah yasg didudukinya).

Tsrgel tengah membsangun tembok-tembok pemisah dan benteng-benteng
di sekeliling kota-kota dan desa-desa Palestina di wilayah Tepi Barat. Setelah
mereka merampas scbagian besar darl lahan-lahan pertanjan milik penduduk
Palestina. Dan  kermudian tanah+tanali yang dirampas itu, dalam  scbuah
pelanggaran atas hukur internasional, digunakan ustuk mendirikan pemukiman-
pemukiman/koloni-koloni.

Hak-hak yang tak dapat disangkal dari para pengungsi dan mereka yang
terusir fidak dapat digamtungksn pada “perundingan-perandingan” antara Israel
dan Otoritas Palestina saja. Hukum-fudum internasional memandang perjanjian-
perjanjian antara sebuah kekuatan pendudukan militer dengan pihak yang
diduduki tidak sah jika mengakui hak-hak asast manusia dari para penduduk sipil
yang menjadi korban pendudukan, termasuk hak-hak untuk repatniasi dan restitust,
Semua orang Palesting di berbagai tempat bertekad untvk mendapatkan hak
kembali mereka ke Palestina. Rentang waktu puluhan tahun menjadi pengungsi
dan jauh dari tanah air, kondisi kekerasan dan penderitaan, berbagai upaya
pembauran dan penempatan {untuk bermukim) tidak mampu membelokkan
keterkaitan hari mereka dengan tanah suci mereka. Pengungsi Palestina ahun
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1948 masth mendidik anak cucu mereka untuk mendapatkan bharapan ing,
mengaiarkan kepada anak cucunya bahwa mereka adalah anak dari desa atau kota
Palestina, Banyak di antara mereka vang masth menyimpan kunci-kunci rumah
mereka dan dokumen-dokumen kepsmilikan tansh vang mercka mibki di
Palestina. Kamp-kamp yang mereka tempat sendiri sampai saat int masih dibagi
berdasarkan kota-kota dan desa-desa di mana mereka menetap. Tidak sedikit dari
mereka yang tinggal di kamp-kamp menolak perbaikan pelayanan terhadap
mereka, karens khawatir ite sebagai bagian dari proses agar mereka bermukim
tetap.

4.8. Upaya-Upaya Repatriasi Pengungsi Palestina

Fakia menggembirakan mengenai masalah repatriasi pengungsi Palestina ini
adaiah banyaknya elemen-elemen dari dunia intemasional yang turut serta, baik
dari level organigasi, negara, kumpulan negara, maupun PBB melalui UNHCR
dan UNRWA (United Nutions Relief and Works Agency). Beberapa contoh bisa
disebutkan di sini, seperti penyelenggaran Konperensi Madrid dan Perjanjian
OSLO yang salah sam butirnya menyinggung tentang upaya repatriasi pengungst
Palestina, keluamya Resolugi-resolusi PBB, seperti Resolusi Dowan Keamanan
FBB 242 pads 22 Nopember 1967 vang menghendaki Israel mundur dari wilayah
Palestina yang didudukinya pada perang 1967 sehingga penduduk Palesting bisa
kembali ke rumah-rumsab mercka, bantuan-bantuan yang diberiken kepada para
pengungsi melalui Evropean Commission Humanitarion Gffice (ECHO) (Dumper,
2007: 70), atau usulan mantan Presiden Bill Clinton pada bulan Desember
2000—yang lazim diistilahkan scbagai Olinfon Paraeneters, yang di dalamnya dia
menyebut Hima kemungkinan repatriasi pengungsi Palestina, yartu di Negara
Palestina sendin, di wilayah Istacl yvang diberikan kepada pengungsi Palesting,
rehabilifasi di sebuah negara penerima, pemukiman kembali di negara ketiga, atau
gtonomi, Belum lagi banyaknya kamp-kamp pengungsian vang dibangun di
icbanon, Jordania, Syria, dan lainnya untuk menampung sementara para

pengungsi Palesting sebelum kembali ke kampung halamannya.
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Belakangan muncul ide di scbunh website dengan alamat www,
palestineremembered.com untuk membentuk Palestine Land Society, sebuah

badan yang dibentuk untuk mendokumentasikan semna properti milik para -

pengungsi di wilayah yang saat ini diduduki oleh penduduk Israel dan kemudian
memperjuangkan kembali hak kepemilikan atas semua properti yang terdata.
Sebagai tambahar informasi atas beratnya penderitean para pengungsi Palesting,
terkadang ada negara Arab tetangga tidak memperlakukan secara semestinya para
pengungsi Palestina yang bermukim sementara di negars mereka dengan dalih
masalah ekonomi dan sosial, sementara di lain pihak negara-negara tersebut sndzh
menyatakan komitmen mercka, salah satunya lewat Protokol Casablance. Pada 11}
September 1965, Negara-negara di kawasan Timur Tengah menyelenggarakan
sebush pertermuan mengenai nasib para pengungsi Palesting—yang kemudian
dikenal gebagai Protokol Casablanca. Protokol int adalah salah satu produk dari
Liga Arab yang intinya menekankan kapada sefuruh negara Arab untuk turut
membantu menjaga para pengungsi Palestina selama mereka bermukim di dalam
negara mereks,

Conioh yang lain adalah OKI. Sebagai sebuzh organisasi yang banyak
memfokusken program-programnya mengenai berbagai fepomena di kawasan
Timur Tengah, Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan salah sat dan
sekian organigasi yang peduli mengenai masalah pengungsi Palestina, Salah satu
hasilnya adalah "Deklarasi Islamabad' yang merupakan deklarasi pertama OKI
terkait dengan posisi mereka yang pedeli terhadap masalash pengungsian,
khususnya pengungsi Palestina.

Menurut data PBB yang dilansir di website www eramuslim.com, s¢jumlah
negara anggota OKI menampung 9,4 juta dari 20,8 juta pengungsi yang ada
diseloruh dunia, vang menjadi perhatian UNHCR. Angka itu termasuk para
pengungst dari Palesting yang terusir dari rumah-rumah mereka akibat penjajahan
Israel.

Pada 24 Nopember 2008, di Damaskus diadakan sebush Konfercnsi Arab
Internasional untuk Hak Kembali Para Pengungsi Palestina. Darl konferenst ini
kemudian fahirlah pernyataan bersama vang disebut Deklarast Damaskus, Berikut
ini adalah isi dari Dekiarast Damaskus tersebut:
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24 Nopember 2008,

Kami peserta “Konferensi Arab Internesional untuk Hak Kembali (Hagul Audahy’
vang diadakan di ibukota Surizh, Damaskus, selama dua hari 23 - 24 November
2008, dengan ditkuti oleh lebih dari S ribu tokoh dari berbagai lembaga, partal,
organisasi, persatuan-persatuan dan komite-komite untuk hak kerabali pengungsi
Palestina, Lembaga-lembags ini mewakili tokoh-tokoh Palestina, Arab, dunia
Islam dan interpagsional, baik pemerintah masupun non pemerintah, yang datang
dari berbagai ideology dan latar belakang yang berbeds-beda. Tidak ketinggalan,
para peseria juga datang dari persatuan dan perkumpulan pengungsi Palesting dari
seluruh penjury dunia.

Demi mewnjudkan kemenangan hak kembali pengunpsi Palesting dan
berjanii  untuk tems mendukungnya, maks kami peserta konferensi
mendellarasikan sebaga berikut:

1. Hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumab-rumah dan tanah mereka
yang mereka tinggaikan, mendapatkan ganti rugi ates kerugian dan bahaya yang
menimpe mereka, zdalah hak Iyazzg fidak bisa diganggu gugat, tidak boleh
dikomypromikan dan ditawar-tawar, spalagi dikurangt.

2. Hak kembeli sdalah hak legal dan alami, hak sefiap individu dan kolektif, yang
dijamin oleh semua agama, piagam dan hukum internasional. Dia adalah hak tetap
yang tidak bisa digugurkan oleh masa kedaliarsa, Dia jugs adalah hak mutlak
yang siapapun, baik individe maupun kelompok, rakyat atan pemerintah, tidak
memiliki hak untuk mengurangi stav melepaskannya. Juge tidak boleh dilakukan
referendum gtasnya.

3. Koferensi mencgaskan pemingnya penyebaran sccara mersta wawasan
perlawanan dan jalan yang ditempuhnya, Karens pitthan perlawanan adalab jalan
yang paling berguna dan paling pendek untuk merealisasikan kembalinya orang-
orang Palegtina ke rumah.rumah mereka. Konferensi juga menyerukan
pengavoman terhadap pilihan ini dan perlindungannya pada tingkat nasional,
kebangsaan, dunia islam dan internasional.

4. Bahwa berpegang teguh pada hak kembali adaiah prioritas proyek pembebasan
nasional Palestina serta proyek pembebasan Arab, dunia Islam dau internagional.
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Tindakan putra-putra umat ini dan orang-orang merdeka di dunia int membela hak
kembali ini, adalzh kemitmen dan kewajiban kemanusiaan serta peradaban,

5. Kami serukan kepada bangsa Palestina unfuk selalu menegaskan komitmennya
berpegang teguh pada bumi dan tansh airnya, berpegang tegub pada warisan
peradaban, identitas kearsban dan keislamannya. Juga menegaskan komiimennya
berpegang teguh pada persatuannya di dalam dan di luar, sebagai syarat untek
melindungi hak-haknya yang adil, yang tidak boleh diabaikan atau ditawantawar,
dipecah-pecah atay ditunda-tunda.

6. Bahwa pengusiran rakyat Palestina terjadi di tangan pasukan Zionis melalui
rencana yang bersandar pada cara-cara teror, pembunuhan dan pembantaian yang
meropakan kejahatan pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal
imi juga menjadi tanggung jawab pasuksn internasional yang mendukung dan
menyckcng proyek Zionis dan memberi segala bentuk dukungan dan
perlindungan padanya.

7. Proyek apapun yang mengurangt hak pengungsi Palesting untuk kembali adalah
proyek vang harus dikecam dan ditolek. Baik itu proyek gantt rugl, pemukiman
(pengungsi di luar Palesting), pemberian kewarganegaraan dan tanali air
pengganti, dan pihak manapun atsu tokoh stapapun atau lembaga apapun atau
organisasi apapun yang berada di belakangnya.

& lLembaga PBB dituntut mengakitvasi hak kembali Palestins tanpa dimunds-
tunda, Berlanjutnya penderitaan pengungsi adalah bukti pelecehan secara terus
terang terhadap system - internasional dan bukti kesewenang-wenangan serts
penerapan hukum rimba.

9. Lembaga PBB harus memikui fanggung jawabnye mengokohkan Badan
Bantuan PBB untuk Pengungsi Pglesting {UNRWA) bisa terus menunaikan
kewajibannya di semua tempat kerganya.

10, Bahwa prakiek-praktek Zionis Istael yang bertujuan menambah pengusiran
oreng-orang Palesting adalah praktck-prakiek kejahatan berbahaya yang harus
dilawan. Demikian juga proyek-proyek lain harus dihadapi Seperti proyek
“pertukaran penduduk”, “transfer” (pengusiran warga Palestina), koloni
permukiman Yahudi dan tembok permsah rasial yang bertujuan merubah identitas
tanah dan manusiz,
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11. Adalah hak para pengungsi Palesting untuk menikmati hak-hak sipil, ekonomi
dan social mereka di berbagai tempat pengungsian sampai saat mereka kembali ke
rumah-rumsh dan tanah mereka di Palestina. Adalah menjadi kewajiban Negara-
neéara Arab yang menjadi tempat tinggal pengungsi Palestina untuk memastikan
mereka bisa mendapatkan hsk-hak tersebut dan membebaskannya dari segala
bentuk kedzaliman dan penderitgan,

12. Kami menganggap apa yang disebut dengan “Keyshudian Negara” (Israel)
adalah rencanz wntuk menyempumakan pengusiran orang-orang Palesting yang
tingpal di tanzh mereka yang diduduki penjajah Israel tabun 1948, u;ﬁaya untuk
menggugurkan hak kembali, menahbiskan “bukum kembalinya orang Yahudi”
sebagai legalitas model rasialisme di Palestina, dan mempentajam proyek-proyek
koloni permukiman yang mengorbankan bangsa Palestina dan identitasnya.

13. Konferensi menghargai samangat juang rakyat Palesting di dalam dan di luar
gerta periawanan dan pengorbanan mereks selama  berzhun-tahun  dan
bergencrasi, lski-laki, wanita, orang tua, anak-ansk, yang bebas dan menjadi
tzhanan, dalar menghadapi eksi pengusiran dan peanukiman,

14, Bahwa semua institusi, organisasi dan lembage yang membela hak kembali
pengungsi Palesting, disenzkan untuk mesgoordinasi usahanya, dan berandil
dalam menghimpun semua potensi dan kekuatan Arab, Islam, Kristen dan
kemanusiaan, yang lokal dan internasional, demi merealisasikan konsensus dunia
unfuk melakssnakan hak kembali dan melawan upaya apapun untuk
menggugurkan dan memalingkan derinya.

15. Kami serukan penggiatan mekanisme dan sarana politik, hukem, ekonomi,
informasi dan pendidikan secara keseluruhan untuk membela hak kembali
pengungsi Palesting, menyebarkan wawasan (fentangnys) dan menanamkannya di
dalam jiwa generasi, khususnya generasi yang sedang tumbuh dan pemuda.

16. Sudah berlalu 60 tahun perampasan tanah Palestina tanpa realisasi
pengembalian orang-orang Palestina ke romah-rumah dan tanah mereka. Sudah
seharusnya PBB menggugurkan keaggotann entitas Zionis Tsraet dan mengusirnya
dari systera yang berlaku internasional dan menjadikian kembalinys (pengungsi
Palestina} sebagai syarat diteimanya Israel sebagst anggota PBB.
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Kami mendeklarasikan janfi yang tidak menerima. perubaban atau
pengganti, tentang komitmen kami kepada hak kembali pengungsi Palestina dan
pembe;léazz kami kepadanya, serta pewarisannya kepada generasi-generasi sampai
bangsz Palestina mendapatkan kembali hak-haknys dan mereka kembali ke
rumah-muroah dan tanak 2irnya,

4.9, Silmp Israel terhadap Masalah Pengungsi Palestina
4.9.1, Sistem Politik Israel
4.9.1.1, Politik Dalam Negeri Israel

Menurut teori hubungan internasional, politik luar negeri suatu negara merupakan

"perpanjangan tangan" politik dalam negerinya oleh karens itu selavaknya kita
raengetahut polittk dalam negeri Istael terlebih dahulu, Jaub sebelum Israel berdir
komunitas Yahudi mendicikan ‘Histadrut' tahunl920. Histadrut vang terdiri dari
para burnh Yahudi ini memiliki peranan yang cukup penting dalam lkiprah
ekonomi dan politik Ismasl (interest group). Histadrut ini jugalah yang
mengorganisasi imigran, menyiapkan pasukan {militer), serta membangkitkan
kebudayaan dan behasa Yahudi.

Awalnya aspirasi mereke disalurkas dalam Partal Burvh, naman
akhirnya terpecsh dan ada yang mendukung parted Likud. Israel adaiah penganut
demokrasi pardementer yang meliputi kekuasasn legislatif cksekutif dan
yudikatif Ketiga kekuasaan ini dipisah das bekerjs 'saling mengawasi’ {checks
dan balances). Presiden dipilih oleh kneseet (legislatify sebagai simbol pemersatu,
Pemerintahan dipegang oleh perdana menteri (PM), dan bertanggung jawsb

kepada knesset. PM haruslah enggota kuesset. Israel menganut sistem multi partal,

Tiap pemilu ada puluban parpol yang bersaing, namun yang dapat menduduki
knesset adaleh yang menperoleh suara minimal 1% dari jumlah pemilih. Partai-
partai ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Pertama, Partai Buruh
yang dikimpun dari para buruh Yahudi di Palestina dan imigran awal. Kedus,
Partai Liknd merupakan saluran politik Yabudi asal Eropa (Heredim') yaung
datang tahun 30-an yang umummnya datang akibat kekejaman Nazi. Umumnya
orang~orang partai Buruh lebih ‘menghormati’ bangsa Amab, sebaliknya orang
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Likud mengusir orang Arab dar negerinya. Kelompok ketiga adelah partai-partai
agama. Kelormpok keempak adalah partai-partai Arab. Dari seldan kelompok
partal vang menjadi besar dan berpengamb adalah Partsi Bureh (tokohnya al.
Simon Peres, Yitzhak Rabin), dan Partai Likod (fokohnya al. Yitzhak Samir,
Ariel Sharon, Benyamin Netanyahu). yaog lain henyalah partai kecil yang
kadang-kadang bisa menentukan kerenangan salah satn blok.

Bagi masyarakat Israel gerakan perlawanan kelompok-kelompok
petjuangan Palesting dianggap sebagal ancaman. Unfuk menghadapi masalah ini
kedua parial sepakat mengakhirinya, Tetapi cara mereka agak berbeda. Likud
ingin menyelesaikan dengan kekerasan, serta pengusiran hinggs tidak ada lagi
orang Palestina di Israel, sedangkan Partal Burob ingin menyelesaikan dengan
‘damai’. Sikap Likud kerap dikecam beberapa orang Isracl sendiri sedangkan
Bumh diznggap tidak realistik. Tepi keduanys menganggsp wakil Palestiva
adalab PLO (kelompok nasionalis-sekular-piagmatis) dengan menafikan
kelompok revivalis "HAMAS” serta "Jibad Islam®,

4.9.1.2. Pelitik Loar Negeri Isracl

Politik luar negeri Israel dijalankan berdasarkan kepentingan dalam negesinya,
yang salah satu pokoknya adalah menjaga national security Isreel agar negara
tersebut terus eksis. Maka sedapat mungkin memberikan manfaat yang besar bagi
kehidupan dalam negeri. Hal ini mengingat sejarah berdirinya negara Israel
merasa keamanan dalam negerinya jugs merupakan salah satu fingsi diplomatik
internasionalnya. Kebijakan luar negeri Israel dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu

1. Fase pertama di mana Yferael masih disibokkan dengan pendidian
negara,lsrael membutulikan pengakuan internasional, Hubungan luar
negeri dijalackan disesuaikan dengan kebutuban ini.

2,  Fase kedua, politik Israel lebih menitik beratkan pada kepentingan
domestik. Pembangunan dalam negeri terganiung pada keamanan daerah
pen:!udukanfperbazésam Politik “"carrof und stick" dijalankan dalam
berhubungan dengan negara lain.  Politik "carror” dijnlankan terhadap
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terhadap negara yang mau bernegosiasi dan kerjasama dengan Israel,
sedangkan politik "stick™ untuk menunjukkan bahwa Israel superior di
bidang militer, o

. Fase ketiga, Isrsel menerapkan politk LN vang lebih pragmatis.
Misalnya setelah dipimpin Yitzhak Rabin (pariai Buruh) Israel mau
berunding dengan PLO yang semuia dianggap teroris, dan mau
erbagi’ lshan yang direbutnya tahun 1967, walaupun terbatas.
Namun itu semuoa tidak menunjukkan perubahan yang berarti bagi
mayoritas bangsa Palestina (vang umumnya hidup dalam pengasingan,
di Yordania, dsb.). Pelanggaran demi pelanggaran terus dijalani Ysrael,
fidak satupun penguasa Israel {dari kubu Likud maupun Buruh) yang
memiliki komitimen mengembalikan wilayzh yang dirampasnya dari
bangsa Palestina. Adapun langkah *pragmatis’ seperti janji memberikan
wilayah terbatay lebib dimaksudkan untuk mendapatkan simpati donia,
Agar negara Israet tetap berdinl dan memperkuat cksistensinya. Polifik
Luar negerinva pun tidak iepas dari peran lobi-lobi (bisnig/politik)
Yahudi di berbagai negarg, termasuk AS.

4.9.2. Sikap Ysrael terhadap Masalah Pengungst Palestina
4.6.2.1. Sikap Umum

Kemungkinan kembalinya para pengungsi Palestina ke tanah kelalirannya sering
diistilahkan para kaum Zionis sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan tidek
praktis {peither feasibie nor practical), Salah satu penolekan yang paling keras
adalah pernyetaan Simon Peretz (www.palestinerernembered.com, 2008: 08.12
wib). Menurutnya kota-kota dan desa-desa Palesting telah hilang.. (dan)...akan
subit untuk membangun kembali tempat-tempat tersebut,

| Alasan lain yang dikemukskan oleh para penggagas Zionisme adalah bahwa
menurut mercka fanah Palesting adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk
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mereka, Tidak tanggung-tanggung, hal ini mereka cantumkan di dalam deklarasi
kemerdekaan Jgrael.

“Atag dasar hak alamiah dan hak kesejarahan kita...dengan ini
{kami) memproklamasikan berdirinya sebuah Negara Yahudi di
Tanah Israel—Negara Israel” (Findley, 1995: 23)

-Deklarasi Kemerdekaan Israel, 1948~

Selain alasan tak masvk akal dan ahistoris di etas, alasan lain yang seringkali
dikemnukaken adalah kembalinya para pengungsi Palestina tersebut dapat
menyebabkan ketidakamapan bagi penduduk Israel pada khususnya dan
ketidakamanan internal Israel pada umumnya. Sehingga, para pemimpin Israel
febih cenderung pada kebijakan menempatkan para pengungs: Palestina tersebut
di ternpat lain, seperti di Islandia atau Swedia (www.eramuslim.com, 2008; 08.20
wib), atau bahkas ke seberang benus Amerika salah satunya ke Chili
(www tempointerakiif com, 2008; 68 22 wib).

4.9.2.2. Sikap Pemerintahan Ehud Barak
4,9.2.2.1, Ebud Barak

Ehud Barak (Bahasa Yorani: 1518 213} lahir &1 kibbutz Mishmar HaSharon salah
satu wilayah mandat Ingeris atas Palesting pada 12 Pebruwari 1942, Terlahir
dengan nama Ehud Brog scbagei anak teriua dar empat anak laki-laki pssangan
Israel dan Esther Brog Dis kemudian meyabudikan nama keluarganya dari
“Brog” menjadi “Bargk” ketika bergabung ke dalam Angkatan Darat Israel pada
tahun 19539, “"Barak™ mengandung arti cahaya atau sinar dalam Bahasa Ibrani,
Pade sazt bertugss di kemiliteran dia bertemu dengan Mazva yang kemudian
menjadi istrinya. Mereka dianugerahi tiga orang putri. Barak dan Naava bercerai
pada bulan Agustus 2003, Pada 30 Juli 2007 Barak menikaht Nili Priel.

Selama 35 tahun pengabdisnnya di dunia kemiliteran, ia menempati posisi
sebagal Kepala Staf Jenderal dan menerima posisi sebagal Rav Aluf, sebuah
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posisi tertinggi i dunia kemiliteran Isrsel. Bargk dibadiahi "Medali Jaga
Istimewa" dan 4 tanda penghbarpsac Ininnys untuk ‘keunggulan keberanian dan
operasional’,

Dalam pada itu, Barak menerima gelar sarjana mudanya dari Fisika dan
Matematika dari Universitas Jbrani Yerusalem pada 1976, dan gelar masternys
dalam Sistem Ekonomi Keahlian Teknik pada 1978 dari Universitas Stanford di
Palo Alto, Caiifornia, Amerika Serikat,

Dalam politik, ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negerd (1995) dan
Menteri Luar Negeri (1995-1996), Ia dipilif ke dalam Knesset pada 1996, di mana
ia menjadi anggota Urusan Luer Negeri dan Komite Pertahanan Knesset. Pada
1996 Barak menjadi pemimpin Partai Buruh, Ebud Barak disngkat sebagai PM
Ysrael yang kesepuloh pada 17 Mei 1999 dan men gakhiri pemerintabaanya pada 7
Maret 2001 setclah kalah dard Ariel Sharon pada pemilihan khusus PM di bulan
Psbruari |

Masa pemerintahan Barsk scbagai PM memiliki beberapz peristiwa
penting, seperti:

o Pembentukan koalisi denpan partat Haredi Shas, setelah Barak berjanji
mengakhirt "konupsi" yang didukung partal keagamaan,

s Meretz berhenti berkoalisi setelah gagal bermufakat pada kekuasasn buat
diberikan pada Wakil Perdana Menteri Shas dalam Menteri Pendidikan,

» Penarikan kembali dari Lebanon selatan, '

s Penculikan 3 pasukan Isragl oleh Hizbullah, vang dibantu angkatan penjaga
perdamaian PBB setempat,

s Perundingan perdamaian dengan Suriah,

s Disahkannva Hukem Tal yang memberi UU resmi buat pembebasan Yahudi
Haredi dari dinas militer,

¢  KTT Camp David 2000 vang bertujuan *memecahkan’ konfltk Palestina-Israel
namun gagal. Barak dan Presiden AS Bill Clinton menyalahkas Yasser Arafat,
Barak menystakan ia membongkar “Tujuan Sesunggubnya Asafat”. Lalu, Barak
disalahkan politisi sayap kiri Israel bahwa ia membunuh pergerakan damai Israel
dengan menghadirkan Arafat sebagai "penolak perdamaian®.

s Meletusnya Intifadhah al-Aqsha,
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+ Pembantaian 13 penduduk Palesting oleh polisi dan ssorang warga negara
Israel oleh seorang Arab, dalam Kerusuhan Oktober 2000.

s DPembicarasn Taba denpan Lkepenimpinan Otoritas Palesting, setelah
pemerintahannya jatuh,

Satu fenomens menarik dari Ehud Barsk adalah sist humanisnys yang
cenderung mengedepanken pembicaraan damai jika terlihat ada celah kearah
tersebut. Perdamaian Timur Tengah bukas merupakan hal vang baru bag: Ehud
Barak. Sebelum jadi perdana menteri, ia pernah terlibat dalam beberapa usaha
untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Sebagai contoh, pada 1994, sebagai
Kepala Staf Angkatan Bersenjata di bawah mantan Perdana Menteri Yitzhak
Rabin, ia mengawasi penarikan mundur pertama pasukan Israel dari Jericho dan
Jalur Gaza, dan ia memainkan peranan penting dalam mengamankan perjanjian
damai dengan Yordania, Dalam salah satu pidatonys sebagai seorang pemimpin
oposisi, Barak memuii langkah vang digmbil cleh Netanyahu untuk melakuksn
penarikan mundur dari Hebron pada 1997, Ta mengatakan bahwa bangsa Ysrael
harus membebaskan diri dari hambatan yang mereka alami dalam memerintah
orang-orang Palesting yang telah menenipati tanah fersebut selama beratos-ratus
tahun,

Dalam kapasitasriya sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel ({DF),
ig terlibat dalam implementasi perjanjian damst dengan Yordanis pada 1994,
suatu peristiwa yang sangat berarti bagi Ehud Barak sejalan dengan hubungannya
yang erat dengan Raja Hussein.

Setelah penandatanganan Gaza-Jericho Agreement pada Mel 1994
{aktualisasi dari Declaration of Principles 1993), Barak bertanggung jawab atas
implementasi pengaturan perdamatan dan penarikan mundur tentars Israel dari
Talur (Gaza dan Jericho, Sepanjang periode ini, i3 juga mematnkan peran penting
dalare pembicarazn damai Israel-Syiria termasuk bertemu beberapa kali dengan
para pejabat di Syiria,

Sebagai pemimpin parial oposisi, Fhud Barak pada 1998 mengadakan
kunjungan ke Amerika Serikat untuk membahes mengenal proses perdamaian
denpan Palestina. Salah satunya adalah dengan meminta Clinton agar mendesak
Pemerintah Israel untuk memberikan konsest izagi Palesting {Atlas, website),
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Dalam konfercnsi persnya di Washington, Barak menyatakan bahwa jika
bangsa Israel ingin mendapatkan keamanan jangka panjang, maka satu-satunya
cara adalah dengan melakukan pemisahan secara fisik dari bangsa Palestina, Hal
tersebut hanya akan dapat tercalisasi dengan melanjutkan proses perdamaian
dengan bangsa Palestina pada khususnya dan negara-negara Arab pada umomnya.

Setelsh kemensngannya atas Benjamin Netanyahu, Barak muncul di depan
puluban ribu pendukungnya di Rabin Square di Tel Aviv dan mengumumkan
bahwa pemerintahannys akan melakukan negosiasi perdamaian dengan pihak
Palestina, menarik mundur pasukan Israel dalam waktu setahun dan mengakhiri
permusuhan vang memisahkan kelompok-kelompok vang ada di Israel. Pada saat
menyampaikan pidatonya tersebut, Barak memberikan penghormatan kepada
Yitzhak Rabin. Seperti halnya Rabin, Barak menganggap dirinya sebagai seorang
tentava di medan perang yang sangat mengetahui bagaimana caranya menciptakan
perdamaian {www.abcnews.com).

Barak menjanjtkan perdamaian untuk Israel tanpe melemahican keamanan
domestik Israel. Barak telah berjanfi untuk menarik pasukan Israel sampai 9 mil
dari zone keamanan yang dibangun oleh Israel di Iebancn Selatan umuk
melancarkan serangan, Barak mengatakan:

“We will reach peace rot from weakness but from strength and a
Jeeling of seeuritynot a pedre which comes at ihe expense of
securily, but peace that will bring secyrity.... I pledge that only the
welfare of the state will guide me.”

{Kami akan merath perdamaian bakan <dari kelemaban melainkan dan
kekuatan dan rasa keamanan-—bokan schuah perdamaian yang muscul
dari mengorbankan keamanan, tapi perdamaian yang akan membawa
kemmanan.... Saya bersempah Bahwa hanya kesejahteraan negara yang
menuniun 3aya.)

Keinginan Barak untuk merealisasikan cita-citanya dalam menciptakan
perdamaian di kawasan Timur Tengah akhirmya menjadi kenyataan pada tanggal 4
September 1999 dengan ditandatanganinya Memorandum Sharm el-Sheikh dan
kemudian KTT Camp David I 2000,
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4.9.2.2.2 Kemenangan Ehud Barak dalam Pemilu dan Janji-Janjinya

*Perdana Menteri Israe] terpilith adatah Ehud Barak,” demikian ucap Tamar Edri,
Direktur Komite Pemilu, ketika mengumumkan hasil pemilu di Jsrael.
Perhittungan hesil akhir memberi kemenangan kepada Barak sebesar 56,08 persen
(1.791.020 pemniliby dan hanya 43,52 persen (1.402.474 pemilih) untuk Benjarin
"Bibi" Netanyahy. "Kami akan meraih perdamaian tidak daci kelemahan, tapi dari
kekuatan dan perasaan aman, bukan perdamaian demgan ongkos keamanan
melainkan perdamsian yang akan membawa keamanan” kata Barak dengan
berbunga-bunga (Fadjsi, 1999). Dunia internasional pun turut bersorak, tak
terkecizali Presiden Palestina Yasser Arafat. Dua kata kundi “perdamaian” dan
"keamanan” itulah yang selama ini memanaskan politik dalam negeri Israel.
Kedua partai utama, Partai Bumth dan Partai Likud, membolak-baiik dua
kata yang memiliki implementasi yang sangat berbeda--dalam kebijakan
politik—dengan negara Arab, tetangganya, Partai Likud, vang didukung parta

agama dan ultranasionalis, meletakkan keamanan Israel sebagai kunct perdamaian,

~ Secbaliknys, Partai Buruh vang didukung oleh kelompok sekuler lewat konsep

"tanah untek perdamaian” meletakkan perdamatan sebagai syarat keamanan Israsl.

Kini sebagian besar rakyai Israel memilih perdamaian demi keamanan Isrgel.
"Israel harus memperoleh sebuah perdamaian akhir dengan Palestina sebeluin
Pregiden Clinfon turun pada Januart 2001," wjar Shimor Peres, bekas perdana
menteri Israel,

Resungguhan Barak tampak juga dart keputusannya merangkap iabatan
menteri pertahanan, setidaknya selama dua tabun, semata-mata untuk mengontiol
pembicaraan damai. Barak memang sudah berianji akan menarik fentara Israel
dari Lebanon Selatan dalam setatun, memulai pembicaraan damai dengan Suriah,
dan mongesahkan persetujuan akhir dengan Palesting.

Salah satu wuojud kesungguban Ehud Barak dalam upaya mencari solusi
damai adalah keikutsertaan Israel datam KTT di Camp David pada Juli 2000

* Sering dizebut sebagai KTT Camp David I
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yang dihadini PresidenAmerika Serikat Bill Clinton, Perdana Menteri Israel Ebud
Barak, dan Ketua Otoritas Palestine Yasser Amfat. XTT ini digwali dengan
undangan Presiden Clinton kepada Barak dan Arafat pada 5 Juli 2000 untuk
datang ke Camp David untuk melanjutkan perundingan mereka di Timur Tengah
proses perdamaian.

Peda kesempatan itu, dikeluarkan sebuah Trilateral Pernyatsan yang
mendefinisikan prinsip-prinsip vang telah disepakati untuk memandu negosiast di
masa depan,

Pernyataan Trilatera

Presiden William J. Clinton - Perdana Menteri Israel Ebud Barak - Ketua Otoritas
Palestina (KOF) Yasir Arafat, Pada tanggal 11-24 Juli 2000, di bawah mediasi
Presiden linton, Perdana Menteri Barak dan KOP Arafat bertemu di Camp
David dalam upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai status permanen.
Berikut ini 2dalah pernyataan trilateral yang berhasil dicapai:

1. Kedua belah pihak setuju babwa tijuan negosiasi mereka adalah untuk
mengakhiri konflik dan mencapai perdamaian yang adil dan sbadi.

2. Kedua belah pihak berkomitmen untuk melanjutkan usaha mereks untuk
menyimpulkan kesepakatan mengenai semua rnasalab status permanen
Palesting secepat mungkin

3. Kedua belah pihak sepakat babwa persodingan yang didasarkan pada
Resolust Dewan Keamanan PBB 242 dan 338 adalah satmu-satunya cara
untuk mencapai kesepakatan tersebut dan mereka berugaba ootk
menciptakan suasana negosiasi yang bebas dani tekanan, intimidasi dan
ancaman kekerasan,

4. Kedua belah pihak memahami pentingnya menghindari tindakan-tindakan
sepibak yang dapat merusak hasil negosiasi dan bahwa perbedaan mereka
akan dapat diselesaikan hanya dengan itikad baik perundingan.

5. Kedua belah pihak sepakat bahwa Amenka Serikat tetap menjadi mitra
penting dalam mencari perdamaian dan zkan terus berkonsultasi erat
dengan Presiden Bill Clinton dan Menteri Luar Negeri Madeleine Albright
di masa depan.
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4.9.3. Dukungan Amerika Serikat (AS) kepada Israel
4.9.3.1. Dukungan Finansial

Hubungan erat antara Israel dan A8 memang menjadi salah satu warna mencolok
dalam kebijakan luar negeri AS selama hampir tiga setengah dekade terakhir.
Setiap tahunnya, AS mengirim bantuan ekonomi dan militér senilai $ 3 milyar ke
Israel. AS tak pernsh segan dan malu untuk berdivi di pihak Isrgel dalam
‘pengadiian’ PBB dan forum internasions! lain vamg meonggugat pelanggaran
Israel atas hukum internasiona! dan masalah serupa lainnya.

Israe! masih berdini hinggn hard ind dengan ditopang oleh suplsi dans yang
sangat-sangat besar dari nepara-negara pendukungnya, terutama AS. Sefiap tatun,
bantuan AS untuk Isrgel melampani bantuan yang diberikan pada setiap negera
lain, Sejak 1987 bantuan ekonomi dan milifer langsung telah berjumiah $3 milyar
atau lebih. Di samping itu, pengsturan-pengaturan finansial yang dilakukan
semata-mata vntuk Israel mencapai kira-kira 85 milyar setahun, Ini tidak termasuk
program-program yang demikiza dermawannya sepertl $10 milyar garansi
pinjaman Israel pada 1992. Aatara 1949 dan akhir 1991, pemerintah AS
memberikan pads Israel $53 milyar dalam bentuk bantuan dan keuntungan-
keuntungan istimewa. Itu setara dengan 13 persen dari semua bantuan ekonorai
dan militer AS vang diberikan ke scluruh dunia dalam periode tersebut. Sejak
perjanjian perdamaian Mesir-Israel pada 1979 hingga 1991, jumlah itu mencapai
$40,1 milyar, setara dengan 21,5 persen dari semos banthuan AS, termasuk semua
bantuan multilateral dan bilateral sekaligus. (Friedman: 1987)

Sejak 1984, Israel telah diizinkan untuk menggunakan scbagian dari
kredit-kredit keuapgan militer luar negeri uniuk memperoleh barang-barang
militer buatan Israel Tidak seperti negara-negars Jain yang menerima bantuan
militer AS, Israel tidak harus membelanjakan seluroh dana itu untuk membeli
peralatan dari AS. Pada 1991, dari dana bantuan militer sebanyak $1.8 milyar, AS
memperbolehkan Tsrael menggunakan 3475 juta untuk membeli hasil industr
pertahanan buatannya sendiri dan bukannya produk-produk buatan AS. Selain itu,
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israel diperboiehkan untuk membelanjakan tambahan dana $150 juta dani dana
bantuan tahun 1991 unfuk dset dan pengembangannya senditt di AS. AS juga
telah menyediakan $126 juta untuk mendanai pengembangan sistem pertahanan
antimisil Arrow di Israel, dengan 360 juta lagi diberikan uptuk kelanjutan proyek
Arrow dalam tabun figkal 1992, dan janji beberaps ratus juta dollar di masa
mendatang. ‘ :

Setiap penduduk AS dan Eropa dikenai pajsk untuk hampir semua
komoditi yang digunakannya, bahkan untuk setiap rofi yang mereka makan, Tapl
perusahaan-perusahaan Zionis dibebaskan dari pajak dengan alasan, dananya skan
digunakan untuk membantu Israel. Negara-negara berkembang dan miskin pun
tak luput jadi korban Sndab banyak diketshui umum bahwa perusabaan-
perusahazn terkemuks i AS—negara pendukung utama Rezim Zionis—dimilild
oleh para pengusaha Zionis. Mereka melebarkan bisnis ke berbagai penjur dunia
dan dengan cara-cara yang curang, wmiengerdk uang dari nepars-negara
berkembang. John Perkins, penulis buku Confessions of an Economic Hit Man,
mengungkapkan modus operandi jembaga-lembagz keuangan AS  dalam

mengeruk uang:

“Salah satu kondiai pinjaman ity -katakanlah U8 § Lmilyar estuk
negara seperii indonesia atan Ekuador—negara ind kemuodian harus
memberikan 90% dan uweng pinjaman bu kepada sat: gtan
beberapa  perosahaan A8 ustuk  membangun  infrastrakiur—
misalnya Halliburton atau Bechiel Ini adalah perusabaan yang
besar. Perusabaan-perusahaan ini kemudian akan membangun
sistem listrik atan pelabuban atau jalan ol dag pada dasamya
proyek seperti inf bhanya melavami scjumiah kecil keluarga-
keluarga terkaya di nogass-negara itw, Rakyat miskin di negars-
negara iu zkan terbentur pada hutang vang luar biasa besar, vang
fidak mungkin mereka bayar.”

Keuntungan besar yang mereka peroleh itu, ujung-ujungaya, digunakan untak

menopang kelangsungan hidup Rezim Zionis. Sejak tahun 1973, AS telsh

mengirimkan bantuan kevangan untuk Israel senilai lebih dari 1,8 trilyun dollar.
Dalam sebuahb hasil studi yang dilskukan oleh Mearsheimer dan M. Walt

terungkap bahwa kepentingan nasional AS seharusnya menjadi obyek utama
kebiyakan luar negeri AS. Dalam beberaps dekade belakangan ini, nyatanya dan
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pada khususnya sejak Perang 6 Hari peda 1967, yang menjadi pusat perhatian
kebijakan AS di Timur Tengah adalsh hubungannya dengan Israel.

Hasil studi im mengungkapkan peran para cendikiawan Israel, wartawan
dan organisasi hak asasi intermasional sebagai pelobi Israel di AS dalam
mengarabkan kebijakan lvar negeri pemerioteh AS untuk  memajukan
kepentingan-kepentingan Istael, tanpa mempedulikan dampak negatifnya bagi
kepentingan A8 sendiri. Mengutip lembaga bantusn AS, USAID, hasil stodi i
mencatat bahwa pemerintah Zionis Israel telah menerima bantuan dana dari AS
sehesar 140 milyar doflar, dan merupakan dana bantuan terbesar yang diberikan
secara langsung tiap tahunnya oleh AS untuk membantu perckodomian dan
militer Israel. Lebih dari itu, AS juga menyediakan dana bagi Isracl sebesar
hampir 3 milyar dollar untuk membangun sistem persenjatasanys, zzzz’éaluya
pembuatan pesawat Lavi yang sebenarnya tidak diinginkan atau dibutubkan oleh
Pentagon, dan memberikan akses pada Israel untuk membuat pesawat-pesawat
tempur yang thenjadi senjata andalan AS, seperti helikopter-helikopter Blackhawk
dan pesawat jet F-16.

Selain itu, AS juga selaiu membantu Israef dalam peperangan dan selalu
melindungl Israel di Dewan Keamanan PBB, Washington secara kmsi_sten
merberikan duluogan diplomatik pada Israel. Sejak 1982, AS memveto 32
resolust Dewan Keemanan PBB menyangkut persoalan-perzoalan keitis yang
melibatkan Israel, jumlah veto itu lebih besar dari total veto yang pernak
dilakukan oleh semua anggota Dewan Keamanan PBB.

Keduanya menyebut surat kabar New York Times, Wall Street Jowmnal,
Chicago Sun-Times, Washington Times dan majalah seperti Commentary, New
Republic dan Weekly Standard sebagai media yang bias dan selalu membela
kepentingan lsrael.
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4.9 3.2, Dukungan Hak Veto

Tercatat hingga 1990-an AS telah menggunakan hak vetonya®™ sebanyak dua
puluh sembilan keli untuk mencegah Dewan Keamanan (DK) PBB agar tidak
mengeluarkan resolusi-resolusi melawan Israel. Berikut adalah diantaranya:

¢ 10 September 1972: mengecam seranpan-serangan lsrael terhadap
Lebanon Selatan dan Syria, suara: 13 lawan 1,1 abstain.

o 26 huh 1973: Menegaskan bak-hak bangsa Palestina ustuk menentukan
nasib sendiri, mendirikan negara, dan mendapatkan perlindongan vang
sama; suara: 13 lawan 1, Cina absiain,

» 8 Desember 1975: mengecam serangan-gerangan udara Jsrael dan
serangan-serangannya  di Lebanon Selatan serta. pembunuhan  yang
dilakukan Israel atas para penduduk sipil; suara 13 lawan 1,1 abstain.

» 26 Januari 1976 menyenskan penentuan nasib sendiri bangsa Palesting;
suara?iawan 1, 3 abstain.

&« 25 Maret 1976: menyesafkan tindakan Israel mengubzh status Jerusalem,
yang digkui sebagat kot internasional olel hampir seluruh negara di dunia
dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, suara {4 lawan 1,

s 29 Juni 1976 menegaskan hak-hak bangsa Palestina yang tidak dapat
dicabut; svara 10 lawan I, 4 abstain

* 30 April 1980: mendukung penentuan nasib sendiri bangsa Palestina;
suara 10 Jawan 1, 4 abstain.

s 20 Januari 1982: menuntut penarikan mundur isreel dari Dataran Tinggi
Golan; suara $ lawan i, 4 abstain.

» 2 April 1982 mengecam perlakuan buruk Israel atas orangorang Palestina
di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza dan penolaken Israel
unfuk mentaati protokolproiokol Konvansi Jenewa mengenai bangsa-
bangsa yang beradals; suara 14 lawan L

* Pertama kali Amerlkn Scrikal mengeunakan bak vetonya adalah pada 1970 ketika ia memblok
sebugh resolust menyangkut Rhodesia Selalan Kali kedus Amerika Serikat menggunakan hak
vetonya adalah dua talnat kemudian, ketika iz mdai memanfastkan veto itu ok melindungi
Israel.
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20 Aprl 1982 mengecam seorang serdadu Israel yang menembak sebelas
orang Mustim yang sedang berdoa di Haram AlSyarifTemple Mount
dekat Masjid Al-Aqsha di Kota Tua Jerusalem; svara 14 lawan 1.

8 Juni 1982: mendesak sanksi-sanksi terhadap Israel jika iz tidek menarik
diri darf invasinys di Lebanon; suara 14 lawan 1.

26 Juni 1982: mendesak sanksi-sanksi terhadap Israel jika ia tidak menarik
diri dari invasinya di Beirut; suara: 14 lawan 1, ' '
6 Agustus 1982: mendesak petautusan bantuan ekonomi kepada Israsel jika
ia menolak untuk menarik diri dan pendudukannya atas Lebanon; suara 11
lawan 1, 3 abstain, '

2 Agustus 1983: mengecam pemukimsn-pemukiman Israel vang terus
dibangun di wilayah-wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza,
dengan mencelanya éebagai rintangan bagi perdamaian; suara 13 lawan
1,1 abstain.

& September 1984: menyesatkan pembaniaian brutal Israel atas orang-
orang Arab di Lebanon dan mendesak penarikan mundurnya; suara 14
lawan 1,

12 Maret 1985: mengecam kebrutalan Isracl di Lebsnon Selatan dan
mencela kebijaksanaan represi "Tangan Besi” Israel; suara 11 lawan 1, 3
abstain,

13 September 1983 mencela tindakan Israel melanggar hakhak asasi
manusia di wilayah-wilaysh pendudukan; suara 10 lawan 1, 4 abstain.

17 Januari 1986; menyesalkan tindak kekerasan Istael di Lebanon Selatan,
suara: 11 lawan 1, 3 abstain,

30 Januari 1986: menyesalkan aktivitag-aktivitas Israel di Jerusalem Timur
Arab yang telah diduduki sehingga mengancam kesucian tempat suci
kaum Muslim; suara 13 Jawan 1, 1 abstain.

& Februari 1986: mengecam pembajakan yang dilakukan Israel atas sebuah
pesawat perumpang Lybia pada 4 Februari; suara: 16 lawan 1,1 abstain.

18 Januari 1988: menyesalkan serangan-serangan Izrael atas Lebanon serta
aturan-aturan dan prakick-prakicknya terhadap para penduduk sipil
Lebanon, suara 13 lawan 1, 1 sbstain.
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1 Februari 1988: menyerukan Israel agar meninggalkan kebijsksanaan-
kebijaksanaannya tethadap gerakan intifadhah Palestina yang melanggar
hak-hak bangsa Palestina yang diduduki, agar mentaati Konvensi Jenswa
Keempat, dan menjalankan peranan séhagai pemimpin bagi Perserikatan
Bangsa-Bangsa dalam perundingan-perundingan perdsmaian di masa
mendatang; suara 14 lawan 1.

5 April 1988: mendesak Israel untuk menerima kembali orang-orang
Palesting yang dideportasi, mengecam tindakan Israel menembaki para
penduduk sipil, menyerckan Israel agsr menghormati Konvensi Jenews
Keempat, dan menyenikan perundingan damai dengsn bantuan ?’Bﬁ; suare
14 lawan 1. :

10 Mei 1988: mengecam serbuan Israel tanggal 2 Mei ke Lebanon;snara:
i4lawan 1.

14 Desember 1988 menyesalkan sersngan komando Israel tanggal @
Desember atas Lebanon; suara: 14 lawan 1.

17 Februari 1989: menyesalkan tekanan Israel atas gerakan istifadhah
Palestina dan menyerukan agar Israel menghormati hak-hak asasi manusia
dari bangsa Palestina; suara 14 lawan 1,

9 Juni 1989: menyesalkan pelanggaran Israel atas hak-hak asasi manusia
bangsa Palestina; suara: 14 lawan 1.

7 November 1989: menuntut agar Isra¢l mengembalikan kekayaan yang
disita dari erang-orang Palestina pada wakiu terjadinya protes pajek dan
mengizinkan suatu misi penenuantakta untuk mengamati tindakan keras
Israel atas gerakan intifadhah Pelastina; suara; 14 lawan 1.

31 Mei 1990: menyerukan dijalankannya sustu misi pencari fakia atag
periskuan  kejam terhadap orapg-orang Palesting di  tanah-tanah

- pendudukan Israel; spara: 14 lawan 1.
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Kesemua dukungan tersebut diakumulasikan oleh Israel untuk
mengejaweantabkan konsep natfonal securify yang pada gilirannya bertujuan agar
eksistensi Israe!l dapat terus berjalan. Tujuan mempertahankan eksistensi ini
kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang mendukung.
Seiring berdirinya negara Israel, negare baru ini segera mengeluarkan peraturan
yang memiliki dampak meondalam terhadap permasalahan pengungsi. Peraturan ini
menggolongkan mereka yang telah mengungsi sebagal “mereka yang tidak ada™
{absenfees), dan karenanya menyangkal hak-hak hukum mereka, seperti hak
properti, hak untuk bertempst tinggal dan klaim kewargavegaraan di tempat ssal
mereka, Peraturan ini juga menetapkan hak bagi setiap orang Yahudi (dan hanya
orang Yahudi) untuk melakukan imigrasi yang tidak terbatas, hak bermukim dan
kewarganegaraan ofomatis di Israel (Shiblak, 2009).

Fenomena penting vang terkait dengan masalah cksistenst Israel ini adalah
masalzh pemukiman Israel yang sejatinya merupakan upaya negara fersebut untuk
membendung kembalinya srus pengungsi Palestina. Laln apa itv pemukiman
Yahudi? Namanya bisa menipu karena bisa beraril sesuatu yang bersifat
sementara, atsu mungkin ad hoe, Namun jika anda tinggal di sana atay melihatoya
dati desa-desa Palestina di sekitarnya, ada kesan bangunan itu dibuat secara
permanen, atau setidaknys untuk masa yang tidak diketabui kapan berakhir.
Sebagai contoh pemukiman Bfrat, yang dekat kota Betlehem, vang terdiri dari
deretan rumah modern berwarnz putih dengan genteng merah, ¢in Xhas sain
pemukiman Yahudi, Cird Jain adalah, pemukiman ini dibangum di atas bukit, para
pemukim mengatakan lokasi itu peniing uetuk masalah keamanan. Tempat
pemukiman Yahudi cenderung dikelilingi oleh satu zona perantara - tanah yang
tidak bisa dimanfaatkan sebagal tempat pertanian oleh warga Pelestina. Tempat
perukiman diibungkan dengan jalan-jalan yang tidak boleh digunakan oleh
warga Palesting. Banyak peroukiman Yahudi yang bertambah besar, sembilan ribu
orang kini tinggal di Efrat dan rencananya akan bertambah hingga 30,000, Dan
kini, jumlah pernukim Yahudi yang tinggal di Tepi Barat dan Jerusalem Timur—
tanah yang menurut warga Palesting milik mereks dan harus menjadi bagian

wilaysh negara Palestina di masa depan—hampir mencapai setengah juta orang,
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Kelompok hak asasi manusia Israel Peace Now™ mengatalan pemerintah
Isragl mencapangkan mezzggandakasi jumlah pemukim di Tepi Barat, tuduhan
yang dibantah departemen perumahan Israel. Berdasarkan pengamatan mereks,
kecenderungan berdirinya pemukiman-pemukiman tersebut terus meningkat dari
tahun ke tahun.

Bagi Israel, inti perdebatan mengenal isu pengungsi Palesting schetilnya
terletak pada interpretasi terhadap Resolusi UN 194, Banyak orang di Isvael yang
inemahami resolusi ini sebagai afirmasi terhadap “hak kembali”-nya orang
Palestina ke rumah-rumahnya di Tsrael; int berarti kembalinya kuraog lebih 4 juta
orang Palestina ke Israel vang tentu saja akan menghancurkan karakter ke-yahudi-
an negara itu (Ma'oz, 2009). Oleh karena itu, szlah satu upaya untuk tetap
menjaga keamanan Israel adalah dengan membangun benteng-benteng yang
diistilabkan dengan pemukiman Yahudi tersebut, walaupun apa yang dilakukan
ini membuat para pengungsi Palestina akan semakin sulit untuk menggapai
harapannya kembali ke tempat asal mereka.

Para pengungsi Palestina dilibat oleh Israel sebagai gangguan keamanan
bagi dalam negeri Israel. Terlihat bahwa di itk ini, Istael menentang arus utdma
yang berkembang di dunia internasional di mana keamanan tidak lagi dilihat dan
sudut pandang pegara dan ancaman-ancaman militer vang dapat mengganggu
stabilitas dalam negesi suatu negara. Dari sudut pandang konsep foman security,
Tsrael jelas menggunaken sisi negatif dari perspekf Raguel Freitas, Dan
perspekiif ini individu di dalam sebuah negaralah yang harug dilindungi dan
ancaman yang bersifat eksternal, dalam bal i penduduk Isragl harus dilindungt
dari serbuan kembalinya para pengungs: Israel.

8 Peace Now (Shalom Achshav) adalsh orsanisasi hak asasi manusia beralizan kirt di Terael vang
inti pegjuangannya mepeniang pembanganan dacrah kanmng Yahudi 45 wilayah yang direbut
fsrael dolam perang 1967, Karena kerap menyatakan penenfangasnys lerhadap kepentingan
keasmanan Tsraef untuk menguasal nepaa yang divpayakan rakyat Palesling, organisast ini menjadi
sasargn kecaman kelompok sayap kanan, Organisasi ind juga menyuarakan solust dua segara (wo-
state solution) bagi konflik Ismaci-Palesting. Informasi mengenai kogialan orpanisasi fnd dapat
dilthat di situs resmi ogreka www.psacenow.org. i
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PENUTUP

5.1, Kesimpulan

Naiknya Ehud Barak sebagai Perdana Menteri Israel sempat menyiratkan harapan
bahwa masnlah pengungsi Palestina skan mendapat titik terang  Ini
dilatarbelakangi dari beberape sikeap dan pernyatasnnya yaug mengisyaratkan
pendekatan perdamaian dalam mengatasi berlarut-larutnya konflik antara Israel
Palestina.

Nyatanya, sikap Bhod Barak tidak berbeda dengan para pendalmlunva
ketika pembicaraan-pembicaraan damai sudah menventoh masalsh »afionai
seenrity {srael, sesnatu yang sepertinya tidak akan perngh bisa ditawar-tawar,

Para pengungsi Palestina yang sejatinya harus mendapat perhatian
kemanusiaan, malah dianggap dapat menjadi gangguan keamanan bagl dalam
negeri Israel. Terlibat bahwa di itk ini, Tsrael menentang amus utama yang
berkembang di dunia internasional di mana keamangn tidak lagi dilihat dari sadut
pandang negara dan ancaman-gncaman militer vang dapat mengganggu stabilitas
dalam negeri suatu negars. Dari sudut pandang konsep human security, Israel
jelas menggunakan sisi negatif Lebih jauh, menurut Raquel Freitas konsep human
Security dapat dilibat dari dug dimensi; posttif dan negatif. Human securitv dalam
dimensi positif menekankan pada ketindaan ancaman terhadap individu dan
kualitas hiduppya terkait dengan HAM dan kesgjahtersan universal. individo di
sini dilihat tanpa mempeduliken apskah  individu tersebut bagian dalam
keanggotaan suatu komunitas atau tidak,

Di lain pihak, Auman security dalam dimensi negatif diasosiasikan dengan
keamanan internal veng eksklusif berlandaskan pada sistern intermasional yang
bersifat sxwe centric. Individu di dalam sebuah negars harus dilindungi dari
gncaman yang bersifat ekstermal Perlindungan  didapatkan dengan  status
keanggotaan di delam komumitas. Dalam dimensi yang negatif ini, Jnaen
security fokus pada konsep keamanan yang bersifat altruistik, yaitu berdasarkan
kepentingan sebuah kelompok atau bangsa dan seringkali bersifat politis,
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Singkatnya, Iscael--yang mengsku sebagai negara demokratis—masih
menggunakan pendekatan we dan they dalam menyikapi masalah pengongsi
Palestina ini. Tidak ada celah sedikitpun bagi pare penmgungsi tersebut untuk
mendapat perhatian dari Negara Israel karena perbatian ufamanya adalah
penduduk Israel sendiri yang harus éijaga keamanannys.

3.2. Saran

Dalam kesus pengungsi Palesting ini, peneliti memberenikan diri untuk
memberikan saran vang semopa dapat bersifat aplikstif. Saren yang pertama
adalah dari level pemerintah Indonesia. Melalui departemen luar negeri, Indonesin
bisa melakukan pendekatan kepada pemerintash AS untuk lebih memikirkan nasib
para pengungsi Palestioa tinimbang selaly berkotat di ranah politik dan Negara.
Selain pendekatan kepada pemerintah AS, Indonesia juga bisa berperan lebih aktif
mendorong dunia internasional lewat berbagai forum untuk memikirkan secars
lebih seriug masalah pengungsi Palesting ini.

Kedua, peneliti berharap semakin banyak penelition tentang pengungsi
Palesting ini karena memang masik banyak hal yang bisa digali, seperti pefa
persebaran pengungsi Palesting di luar kawasan Timur Tengah yang di tesis ini
tidak tergarap secarg mendalam, Pada gilicannya nanti, akan terbentuk komunitas
akademis vang fokus terbadap permasalaban inl vang dapat menjedi tenaga
penggerzk  intelekiual bagi pencarien solusi yang tepat dalam mengatasi
permasaiahan ini, Semogas.
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(Dcliniton of the term “refugee”) of. the draft Convenulori:- The textof
the preamble before the Conforenee 'was: mnt which Was adupled by the
Ecanomlc and Soclal Coungtl on 11 August 1850 In Resolutlon
315 B ]I (XB. The text of Amclc t befare the Conference way that ree-

ommended by the General ‘Assembly on 14 December 1850 nnd con-

12ained In the Anncx to Resolution 428 (V). The lauer was o modifica

tlon of the Llext as 1t had been adopted by the Economlc and Soclal
Councll In Resolution 319 B [ {XI).

The Cunrurenne adopred the | Cenventlon reIaUng ta the Status of Rel-
ugees Intwo mudlngs Prioito s secorid rendlnglt cstablished a- Sl:)l'lc
Com.mluuc compnscd of the Pmldem and the’ mpmenuuvm of Bel-
3Ium. Franco, [sret, Iealy. tha Unlced Kln,gdam of Geeat Britaln and
Norl.hun Ilrf-.-I:u'u‘.l and the Unjtcd Sr.aru u'l'Amcrlc.n Logcthcr with the

drnrmd the' text whlch had been adoplcd by lht Cont’crencc on first

reading, particularly. from the polnl:'ol‘vlew of Lynga:

2n the Engll.\h and Frr.nch texis, i
T‘hc Commnﬂon was ndupled on 25 ,I'l.ll)f by 24 vom'to none: with no
nbstcnr.lons'nnd apened for signature’ at the Eumpcnn Omcu of the

. Un‘m:d Nattons from 28’ July t0.31 Auguat 1951 Juwill be reiopened
for. slgmlure at the- permanent headquariers of the Unlu:d Natton [n
New York from 1T Sepu-m‘ber 1951 m'a: December 19532,

" The Engll.th and French l.em of the Convcm!nn which are nqually au-
thentlc: ara appcnde& to thl.s ‘Fnal Act' Tty

0. The Conlcrence decided, by 17 voics to 3'with 3.abstentlons, that
the titles of the chapters and of the articles of the Conventlon arc {n-
cluded for practical purposcs and do not constltuie on element ef Inter-
pretation.

Il With respect ta the drafl Protocel relating to the Status af Stateless
Persons, the Conference adapted the followlng resolution;

Kebijakan Pemerintah...,

THE f.DNf[IlEH LE,

HAVING I:DHSIDERED the draf: Protocol relating ta the Status of Stateless
Persons,

R CONSIDERING that the sﬁhjnc: stlli pequires maore detatied study,

DECIDES 6t to take o declsion on the subject at the present Conlerance
and cefers the deaft Protocol back ta the appropriate ergans of the Unl:-

: od MNattans for further study,

e I The Conference adepted urantmously the following recommendatiorrs:

b shill have undurr.akcn obligallun.s under Ar:lclc 28 of the sald Conven-

' . A
- (Facihtatton of refuger tiavels/

. B
{Priaciple of ualty of the family)"

THE CONFERINCE,

* CONSIDERING that the unlty of the fumlly, tha natural and fundamental

group unit ol‘soclety. 1= an exsentiat right of the refugee, and shat such

. unlry ls :nn:tantly threatened, and

@
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Arctcle 3
 NON.DISCRIMINATION

The nonz...n:_._m Suates shall apply” n.:.. provisions of this Convention t
refugees without discriminattan as ta race. ..ﬁ:m.n: DI 3.._:5 of nim_z

Artjele 4

RELIGION
The no_._c.._nn_:_w States shall accord to E.:m...ﬂ 2_5__._ thelr terrllorics
Lreatment-at _Eﬂ a5 favourabla as that acéorded’to ‘thelr nationals with
respect 1o _,.E....n_uB Io practice thelr religlon and _.ER_E_._ a8 regards the
religlous nnrﬁ_zoa of thetr children, S

_ | Ardiles
' RIGHTS GRANTED APART.FROM THIS CONVENTION °

Nothing tn this Cenventlen shall e deamed to Impalr any rights and ben-
cflts granted by 2 Oos_._.un_.__.__m Stata to E_._._mnn .___un_._. from 9_.. Canvention,

._.

».Enhn 5
* THE'TERU "IN THE SAME ...._zn_.__.__m;znmm.
For the n:_.voa& of Ew nnu_a_..._o_._. the térm I th samge clroymatanc-
es” Lmplias that any requiremons (including roquiroments B2 ta length and
candidons of sojourn,ar rstdence) which the ‘pincular Indjvldual Would
have' 1o’ EHE__.on the 8._3_92_— ol the! _._wrn_.n n__._B__uu if he were not 3
refugee; must'ba FilMléd by him, with]thg'exception of réquirements
which by thelr nature a refugee Is _nn_un_u_o of [ulfliling. ~

Article 7
mm__:_:cz :6: 22_.3_...

1.” Except where EW Conventlon contalns Morafavoursble prayistors,
a Contracting Statr'shall accord o E:._maﬂ __.:u . :.5 treatment as Is ac-

—_1 -

)

 perse

no_.%n_ 5 E_nE generally.

2. ..EE..._ n_n_._on_ of three u_....Eu resldence, all refugees shall enjoy exemp-
:a_._ ..3 Hqu_Eé :..a__u-n.n_a__ In En _n:,_.oa_ of the no:cdﬂ_hw mn:_.u

_....R___o ea.._._&:m Es__._._vn_u_._ from _u_.n_uQ ] Bq:mnﬁ who do not ful-

o E :..n un..__"_._zo_..u v_dsn_nn_ _.on n _E_uma_u_d 2and 1.

ipply both to the rights and ben.
) E.ﬂ_ 22 an_u Conventan and.to

il E_.__.H__uz :E_._ ﬂnmm:cz:_. MEASURES

E:._.. Rmna o uxnnuﬁ_o:u_ an...u_._a. s__:n_. _._._3_. Ge aken agalnst the

_.m__.uvn_d. ‘or-Intercsurol: patiopals! ‘af'n foretgn State, the Con-
_Innzm msﬁa_s: nat uuu___. suchi measures 19 3 refugee Wwho is formal-

.._w. i Eco_._a of thé soid" Stale. EEH__ an 23_._3 of such natlonality, Con-
__,_.n..__._m Statés” which, under thelr lggislation, ore provented from
uun:._:w thg w..._._n_..__ principla expressed in this article, ahall, In appro-

;nE nEE m..u_.: nkna_u:oa __._ _.ncn:q of such :.._Emn.u

[ aﬁnm
’ _una..__msxn__. :mam_._mmm

} A _._.. this Convenilon shall” vﬂ,..u:" a Contracting State. In Ume of
" war E. ‘gther grave ‘and gv:oza_&ﬁcagﬁ from Wking provision-

| & .u:...:._.ﬁ.ﬁ_.__.ﬁ which [t Ha_aan . be - asentla] to the nattonal securlty.in

mEB tha that _uEuo: Bin mwﬂ a B_._._mun end that the continuancn of such
:..E....:E Is __..EQ in his n..E_ In the Intereats of nadonal security:
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Aritele 84
LABGHR LEGISLARON AND $001AL SEURIY

1. The Conireeting Stotes sl ageond. (o 33_“3 ri_._i stng In
Fheir terdtiry the same crpatsent as iy acennded to smtlonals In respect
of tho follawing mattoes:
(] I s Dur asech pravers o geverned by laws ar regulations or s
m;w__nﬁ toithn ncsnc_ of, 33_:_..55&;%_99::& femuneration,
__.afa_:m famnly inlawances Whete theseiform partof remunant:

g hosses of work, overtiina brdngenents. holidays with pny.

_,Eﬁacsu an horf work, 35,,3__3 ﬁ_.wa %a_._.._...._ausgz PPrLH
:ﬁ&z_a Ea tralnlng, women's sdz... v_x_ cs work-nf yourg per-
sonaiandd the afoyment ot the gznza %.8:.8«.5 vﬁmaiw&,
{b) Social 383& Emﬂ.p provisiong In' 3%3« 03323.392 {rjy:
_3253_5_ g PRI, %Esa Sy, i age. deall,
; plapmene, Tiilly toy BiMMes phd Tkl ethercontiagendy
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P 321&.%:3& Sulfeet ko o Eznizm thed tathepast
UF Thers mayiie spprdgictile 233&3:5 for.the mylitonante
of mequired clghts and righits bre Gonine e&ﬁ%izv?
§ HNatiorst Jaws or regulasions of the 3§@ 'of royidarita may
priseribe spoctal cfrangoments aaaﬁa_é eflis ap toriliag
of benelits wihich'nre payably wholly autal pulite funds, snd
© concérring allowsnils Ea 0, wzaai x&o da qid EB_ tha
 contributioh Sg_:sa Rﬁnv& ?..535.& oF 3 Aoemal
" RerREL
2, The _a%: wreumpersation fr ,gaosw n?, 3@3 reshiitlng Feam
emmployment infury er'from Sﬁ_mnnagw diseiia sholl 08 e alfecind by
A 7ot chat thy 3«&32 el Qa gg “m acc_&n £t ey of
the Centeagutig State.
3. Tha Coblranig S shall 35& Sx&a%ﬁ Vi1t Bmerebiks & gine-
rohis tonclusad botween them, o witch mimy b sumluod beiwesn
shians By Ehe future, concetring the malntenends F moquebrnd cighis and
rights B 5??%.% & tequivition in regad 10 sosial sonutiny, subjees
anly ka tha 3..5&43 witlelt ansly w nationals of this ates shgnatary
o tkn £3n§wa B ﬁﬁmoz.

4. The Gonracting ma&w wil give Qava&a% comsldaration dr 8%

[, 3 .

@

e 1
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" CHAPTER V: Adinstrallve Megbares

i Articls 25 -

MHIN!STRMWE .lSSISTﬁHI:E '
1. When Lhe exercise of arightbya rc!’ugcchwuu]d narmally requlre the
assistanice; of amhuriuu of B I'omlgn eouniry 1o Xvhom ke gannot hove
recourse, the Conlrncung States In whese' b ry Tie'ts residing shal)
atrange that such asilsianee be aflorded to hlmby thelr. own autharilles
or. by an (nternatlonn} authority. o

ments o ccruﬂu-.unn.s .4 wnuld nun'nal
threugh u-mlr nnL!onal nulhoriﬂr_-,

E"
pnrsuns fcu may be d:argcd far tho .u:rvlm rﬂcn'r.luncd hem]rl but such
fees shall be moderate and' commcnsuram wilk, rhose c}mrged Lo natlon-
ala for similar servlm
5 The pruw’.s[nm of this sruele shall, bc wlr.hc\ul prcjudl:n Lo artleles 27
and 28.

Article 26, - - -
FREEDOM OF uu\'rfur}‘ar

Each Conlra:un,g Stare shall.accerd to. rnfugco.s Inwﬁ.illy in ls territory
the right to choose their place, of restdence’ 16/ mave feiely within 49 ter.
ritery, subject Lo any regulatons appllca'bla r.o nll:n.\ genéeolly In the
same clrcumstances.

Kebijakan Pemerintah...,

Artlcle 27
IDENTITY PAPERS

The Contracting States shall Jasue Identlty papers to any refugee In their
territgry whe docs not possess d valld travel document.

Artitle 28
TRAVEL DOCUNENTS

1. The Contracting States shall lsua to refugees lawfully staying In thelr
territory travel documents for the purpose of travel outside thelr terrl-
oMY, unless campelllng reasans of nattonal security or public order oth-
erwlse require, and'the provistons of, the Schedule to this Conventlon
shal} apply.wilh respect to such documents, The Cantracting States may
Jssuie it o tovel dacument to any other refugee In thelr terrtory; they
shall 7 particulnr glvo sympathetic comalderstion to the lssue of such a
trave! document to rofugees In thelr-territory who are unable to eblaln
a u'nw.l dol:urnenl l'rnm the sountry.of-thelr Iuwl’ul residence,

ngmemunu.by partlu thereto shall be recognlzed and treated by the
Conmctlng Stau: In the asme way as if they hnd been istued pursuant
.h i

Astele 29
FISCAL CHARGES
1. Thc Contmcung States shall nat lmpw: vpon refugess dutles, charges
o m - of ey descripdon whatsoever, other or higher than those which
are: of, may L be! Ic\dcdlon their. fattonals tn Simtlar situations.
2. anh]ng in l'holubove pa.mgraph shall prevent the applieation to ref-
ugnu ol' the Inw: Jand regulatfons concerning charges In respect of the

tsue 10 aliens. of ndmlnumllve. documents Including dentity prpers.

-1 =
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Article 3¢
TRANSFER OF ASSETS'

1. A Centructing State shall, In conl‘ormlty wilm {ts laws and regula-
Uons, permlt refugees to wransfer amers which théy haye brought Into Its
terrliory, 1o another country where r.hey hn\ro bccn adrnltu:d far the
purposes‘of rl:scmemcnt.

2. A Contracting State shall give symp:.thcu: consldernuon 1o the ap-
plioton of, m!’ugﬂ.‘s far pernilssten to Lr.msl' 15 whenever, they may
be nnd which aro nuce;snry for thelr resertl Vin anolhcr r.oumry 1w
which lhcy have' bcen admluud i . ! 'i': .

: Am‘de 31|
REFUGEES UHLA\fﬁlll.l‘f IH THBCUUHIR ,-_I!.EFUGE

th:lr '.llcgn‘l eotry o' prr.sence. on rnlugm who. comlng dlrm:uy Tromo
torritory where their [ifo or freedom was thrutencd In the sense afl
article 1, enter or are” prucnl in thele. terrliony.) Mﬂ‘luu'r. authorizalon,
provided mu-_\.r pn:s-cnt. l.hu:rmclw_-‘I withiout delay to'the, nulhmlliu dnd
show gaod couss for'thelr Illugal cnu-y ar, prescnm. o

2. The Conuacdng States shall rot apply 0 the qmvemenu of such rofs
ugees restrictlons other thanithose which, ore. rm:uary and such restric-
tlons shall only be 2pplied-untl thelr- .qul:u.i tn the. :nunp'y s n:gu!arlznd
ar they, abista admissidn Into onother :nuntry The Contmﬂ]ng Suars
shall allov such refugees & reasonable: period, md Al the ne:mn.ry F faell-
itles to cblaln admLsslnn Inta anolher cnunu—y

Anlcig 32 .
" ERPULSION }'
1. The Cnnu-.lctlna Slau.'s shali.net expel- a refugee lnwl'ully in thelr ter:
fitory save on 3munds ‘of patlonal seeurity. or. publlc arder,

2. The expulslon of such a refugee shall he only In pursuznce of & de-
clalon reached In accordance with dup’ pro:usro!‘ law: Exzapt where
compelling reasons of nnr.lonnl so:urll.y or.herw!.sc require, the refugee

— 31 =
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3. The Cnnu-lcting States snall allow stich a n:l‘ugce a rusonnhlc pcrl-
od wuhln which (o scek legal admiaston o another ‘country, The Con-
“iriclng Smc.s mervu the Tight to appl)" durlng that perlod such tnter-
Bl meniii 23 thcy rrl.n,'.lr deem’ ncccu.nry

A.rllcl'u..?.?
PROHIBIIIDH OF: [EXPULSION or REIURN ( REFGULEHENT )
1, No' Co l.ra.cung Sullc shall expel or rewrn’ (* rofouler®) a refugee in
L :_. to2ny. _:‘mner yvhmocvcr 1o the (rentiers of. lerrimr{u where his itfe or
ST freddomould bc'thrnau:ncd on dechunt 6l his race, rellglon, nutiopall-
.y mernbemhl’p ofa; parﬂcuiar soclol Broup ar polittcal opinton.
. 2, The Bar cl'l.r: of thl: prucn: pmvlslun miay nol, however, be claimed
by o mﬁ.lgoc whom I'.hurc are reasongblo grounds for regarding as a dan-
Ber'ro T.he sccurlur of the country In which he Is, or whe, having been
ccm.rlctcd bya ﬂn:d judgmenl ofa pardr.u]arly serlous crime, consttutes
a dunger to 1110 l:cvmrrtunl'::-r of 1h-ﬂ'l :ounuy

Arelele 34 k.
- HMUR.M.IIMIDH .
Thc Contm:r.l.ng r.au:s shall 35 far o5, posslble feciiiate the aswimilation
and ‘Ralirzlizalion of n:rugm They, shall in partléulor make every effort
"o cxpcdi:u nnlurallzntlun procccdlngs and lo. n:dul:c a1 far 25 posslblu
T.hc l:hn and cosrs "ot auich; pro:ccdtngs . :

o -_
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CHAPTER ¥1: Exetutory and Transhory Pravlshons

: ',w:.rg 450 -

t0- DPEIMTIDH OF THE H!TIDHM M}'IHDIIIIIES NIIH THE- UHH’ED HMIUHS
1. The Ccnu-.&:dng Statea underukc to m-opcrato wlth the Oice of the
Unltcd Natlons. ngh Ccmml.nloncr for Rufugm. of any nlher agency of
the Wrlted leom which may, suweodlll fn tie: mrr:lm o ftsfunedors,
and,shall In pa.rﬁmlnr fn:l]il:lbc its du:y ar supcndsmg the uppllr.ann of
the provistons af.ihis Conmnuun 1
2. In order o chable Lhe OMee of lhll Hl,gh Canmls!nnnr or any oth-
er ageney.of the Unlted Nations which ¢ fany siceeed, It t rake reports 1o
the campetent organs of.the Untted Naflons, the Contrn:un,g Sule un-
dertake to. prmrlde them ln thu apprnprlam farm wuh Information and
statlstical data requml.cd cuncmntns

{0) the condiilon of refugees, g

{b) the lrnptumcnmlcn of this Cenvention. nnd

{e] 1awa, rugulnuons md dur.rcu which are) or may kerealter be,.In

farce relating to refugees.

Artlele 36
INFORMATION.ON HATIONAL LEGISLMIDH

The Centratung States shell comemunlea _Lhn Sccrctary “General of
the Unfied Notions the lawa and rcgulnuu wh!ch they may ndopt 1o
crsure te nppllcaunn al this Cnnvnnuan

Article 37
RILATIGN TO PREVIDUS COMYENTIGHS
Without prejudice to articla 28, paragraph ; Z of this Cenvention, this
Conventlon replaces, os between partles | ot It, the Arcangements af 3
July 1922, 31 May 1924, 12 May 1326, :a0.June 1928 and 30 July
1935. tho Cenventlona of 28 Citober; 1933 and 1D. Februnry 1938, the
Protocol of 14 Sepiember 193¢ and'the ﬁgrlfem:nt of IﬁlOctubcr 1946.

-3
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CHAPTER V1I: Final Clauses

Artlele 38
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between partles to this Cenventlon relating to Its Interpre-
1allen or application, which carnot ba ssttled by either means. shalt be
reforeed to the:Internntlonal Court of Justice al Lhe request of any arie
of the parlies o the dispute.

Artiele 39
SICHATAE, RATIFICATIOH-AND ACCESSTON

1. This Convention shall be opened lor signature a1 Geneva on 28 July
1951 and shall thereafter e deposited with the Secretary-General of Lhe
Unitad Mattona. It shall be open Tor sigaature at the Eurapean Office af
the Unlied Natlons from 28 July to 31 August 1951 ard shall be re-

opencd for slgmtun: at the Headquarters of the United Nattons from 17
September 1951 to, 3!. December 1952

2. This-Conventlan'shall be open for signature on behalf of all States
Members of Lhe Unlted; Natlons, and alsa on behalf of any ather State
invited to! aitersd the Conference of Plenipotentlaries on Lhe Status of
Rel’dgeu dnd Stataless Persona ‘6r to which an tnvitaton ta sign will
havti beén oddressed by.the General Assembly, It shall be raufled and the
instruments of rat!fiction shall be 'deposiced with the Secretary-General
of the Unlied Nations,

3 Thls-Conwm;lon shall be open from 28 July 1951 for accesslon by
the Stites referred to-in paragraph 2 of this article. Accession shall be
clTeeted by Lho deposit of an Instrument of accesslon with the Secretary-
General of 1the United Natlons,

-t —
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Articie 40.
:a.a:.o___:_. ...v_u_._n:.:o___ ngcmm

1, Any Stale may, 2i tha' tme of slgnature, B.::n.:ua or accesslon, de-
clore that this Convention thall extend to all or any af the werrtoricy far
the Intemational relatons of which It & respensible, Such a declaration
1hail take cffecl when the no_._,.aa._n: cnlers into force for ‘the Siate
concerned.

2. Atany ume therealter uny such extenslon u:“E c... mada by :o::nu.

Uon addressed o En_man_.n_ha,.nn_._nﬂ_ of the'Untted Natlons and shail
take clTeer as ?...__._.. the ninaticth day after the day « om nenn_v.. 3. the See-
retary-General of he C_._._ﬁ_ choa of this, :2.59..._0_._ arag from the
date of entey into force of the Ooucu_._:o: for ._; Stale conecined,

whichover fs the Later.

3. With ropest 1o __._os terzltaries 1o s&_n: thia Convention Is nat ex-

tended at the Ume! nw a_m_..uEH. _..Ennﬂ_o: or, eeastlon, each Sw@ie con-

corned shall noR_n_nn,E__ voa_.u__i of EE..G the _.En.un.Q mSvE_._ or

der ta extend the application of 1his Oo_.__,_.,n_._no_._ to such' tarritpries,

subject. whems noceasary for constiturlonal _.ESE. to the consent of tha
Governments of such terrliories. .

Astiele 41
FEDERAL CLAUSE
In the casa of-a Bederal or nog- __._=_BQ mES Ea —ad_os;:m uBEEE
shall apply:

{a) With respect 1o thoso articles of 5_« noa_g_._o: Lthay come withln
the _nmEa:E._E_.&_nE: ol the federal _.mﬂ_s_._é authorhy. the ob-
_ﬁu_._o_._.. ‘of the Federal’ 09_6:._53:3: [13] n.__u extent ba the same
as those of Partie which aro nat Federal States;

{b) With respest to Lhose artlcies of this Conventlon that come with-
In the Jeglslative Jurisd]ction of cofatitirent Stats, provinces or can-
tons which are not, under ‘the constliutlenal system of the federa-
tlon, bound Lo ke leglsladve actlon the Federal Government shall
bring such anicles with a favourable recommendation to the notles
of the apprapriate authorities of slates, provinces of cantons at the

—_I15 —

v shall entd

nﬁ:ﬂn P..E_Eo moment,

E_ A ‘Federn], Stite Party to this Convention shall, al the request of
any. ather. ‘Centracting Siate rwansmitted thraugh the Seeretary-
on__._a_..m ‘ef the Unlted Natlons, supply a statemient of the law and
v.._,..n._na af the'Federst{on and (ts zopstituent'untes In regard 1o

. &ny nn.E.E_u_q pravision of the Conventlon showing Lhe extent to
i:swaannn his been given Lo that proviston by keglslative or oth-

BT, uﬂ._a_._

T Anudege
N wﬂmn.._r.—_bzm

1AL ﬂ_._u —_En of u_mn_:_.:.u. rallficatien or accesston, any State may
make Eu?ﬂzoa to arucles of the Conventlon other than to articles 1.
w 4, E:u mw um am _unHE_._a

L Artdele 43°
ENTRY IHT FORCE

1. .ﬂ.a_naa__g:u: shall come into force an the ninetleth day follow-
ing the duy, oq n___uom:. of: the sixth instrument ef ratification ar acees-
mE: .

2. For _..w_.n_r State;f aazm or nnnnn___._m w _._5 Convention after the des

pesit o_. tha Ixth, EHEH_._n_.__..o_._.._ tificarton or nceewion, the Convention
aree on the ninetleth day _.o__u,...._zm the date of depos-
it E__ u_._n: Stita of Its __._,_":._3_‘.3 or rattfeation of accesslon,

Article 44
DEHUNCIATION

1. Any Contracting State may denaunce this Conventlon at any tme by
a notlflcaian pddressed te the Secretary-Crenerol of the United Natlons,

T
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2 Slzch dmwcsa?bm M bt erfce:t iz:?*“:kvz' iﬁ!ii:"-i(%iﬁg Szm e

& J'my 5Law wh!ci‘: %‘m mazﬂc ¥ mmm&m T Y nmthm weder menkky
A0 sy ot any wing theresttors by siieificaian to i Stomiarg Canen)
ofithe Lnlers Nation, Mm,mt Lha l:mmlon‘sﬁaé! oot to extent
w'surh, teritdry o / one yamr e

the S&m!ammm S

i

AR V:“ Article 43 Rt
: R : i
1. Any Contracting State, fay mqm wvlaion mf“thi: Cnmenucn at
any:tima by & wor easlon u:!dmmcl 1 mu Summy Cientral of the
Unlted Nattong, -
2, The Grnoral kmmbﬂy oi he Unlwd, Nnuuns uhnII rectrrend the
steps, If any, 1o bc taken rn rt:spoct Alsach .rcqucsn;

, Amdn& T
NOTIFICATIONS:BY-THE SECKETARY-BENTRAL OF xus u.umn RATIONS

The Sucretary: Ginaral ol the United! Makony ah:sll {nifuim all Mombers
of the Wnlied Natlans and nan-mentier St.ntoa mfem:d o I ardele 3%

[0 OF declarations sud ALEACIIGNS I ncmrdanm with sectlon B of
srtkele bt

{0 sigoatures, rarifications and accmmm Ih ao:ordnn:n with at-
thele 3

{y O rseciamlim and natmmdam In acmninntc wish ariele 49,

or rmwadam end wnhdmmis in mc&nncn wﬂh artiele 42;

o) O the datp an whieh this C:}nvem!an wil mmc htte force in ad.
cordaneh with arthelo 43;

1) £ dasunsietions 4hd noulicaton i acm{m with argiziv 44;

{6) OF remunsts for revisian n seeordane with 2ricie 45,

wi £ -
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1] mm WHEREDF the underigned. duiy ‘puthorkzed, have sigred this
Cmmmtm 18 behatt of Erelr plapestive Governmonts,

BONE 8t Gmm. toly Gventy elghth day. DFIuE); aze thoesang ping hun-
dred amt Aity-one, A single cogy of wihich the Englisk and Freneh
texts Bre uq:ustlg authentlt end which shali:maajn  dapesited In tie ar
hives il i Unlied Nmtnml sedk cuﬂﬂeﬁ fruz eopiis 9f which vhall be

‘ éﬂ[h’cmﬂ.'m i wmm af the Unteed N‘zt:em st the non-raomber

States rei‘e;rnd toin naﬁ:ae g,

[, £
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SCHEDULE

1.-The trave! n_o.u:n._..._.__ 3?3& © in mn._n_n 28 of ?b Conventien shall
be similsr Lo tha uunn_._ua_.. anncxed rnqn_.o K

2- The document n_a= be made out fn at _B.: two longuages. ane of
which sholl be Engitsh or m;:.ﬂ?

_mﬂamm_m.__nm. o

Subject 10 the ﬁmcpucn_._u.nuﬁ“s,_:m 5._._._." country uq _.E._..... nEEﬂn_._ may

be Included initha travel document of 3 parent. n_m.__.: axSu:an clr-'

oL ws, of another un._._:. T

\. .
-1 .._.

scale of n_._E.m....m for navonal _Lrv.un.-.

The lees n.._._n_.mnn for issue a_. tho nonc_snn_. n:u: na_ ﬂ_....nga _..n__ Hni.u_ i

Paragraph 4
Save in speclal or exeeptional pases, the document shall be made yalid
far the forgest possible aumber u_. countries.

faragraph §
The document shall have a-valldiy of cither ane or two years. at the
discretlon of the Issuing ".E:ona..

ol ._ .:._n 3:9..E ugxﬁa_n: om the validicy of the decument {s a matter for
" the authorlty Whith tasued It, so long 2% the holder has not established
- lawfu] resldence in uao_ro_. terltary and resides lawdully In the terdiory
‘of the, saud u::._uaan The lsaue of 2 new document s, under the same

' marter.for!the n_._m.o_._q which Lssued the former decument,
2! U_Eo_._..n:n or noﬂcﬂ__q authatitles, u_unn_u__v. autherized for the pur-
pose. ‘shall be’ ou_uni_:.nn w extend, lor a ?uq_un_ not excecdlng sl

. months,: itha va Q al E_,a_ doguments |ssued by thelr Govérnments.
3, The noz_._.._n:_._m mr._ﬁ shall Blve a._n_vu&n_._n cornsideratlon lo renew-
Em ar aﬁnnn__sm ithe valldlry of trovel documents or lsulng niew docu-

R - _._._u=u 1] Em._wna _.6 _oumﬂ lawfully resident In thelr tosrtory who are

8 1 E:Eo > n_uE: ‘8 travel mon_.__._._a_._.. from the EE:Q of thetr lawhi! res-

! ..:._n On_._ud.ncam States u_._== Ennw_.__un the volldity of =_n documents ls-
" " sued, i uﬂa_.n"_._._nu with th pravislons of ardele 28.af this Conventlon.

._._,_n 3_._.__.._25 __Ern::.u of.the nuzu_Q to which the refugee deslres
. ta.proce ..._u_i_ i :ﬁw __3 ,...._._.._u_:na t¢ '2dmit him and- __.n visa {s re-

1. .:..o naa_.._nﬂ_zw States :_._%zu__s To saue transit visas o refugees
who hsve obtzlied in_u for a terrliory of final dstinaion,

2. .H..:n _E_._._u of such visas may be’ tofused on grounds which would Jus-
tify-rofusal af n visa-to any allen.

@

— -
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ANNEX
SPECHEN TRAVEL DOCUMENT

Th doctemers whl be b bookbe form faprosmany 15 x 10 cortmatees).
3t s racommonided that b be 5o printed thint any erasune o7 alteazion by
elheniina! o othor weans s bo reardlly dotected, surd that the witds
*Crzrwardlon of 28 July 1553° be printed In comttrnus repetilon an
gach page, in the Rspasge of thy wuing counirg

{Cover ol bonkisg
TRAVEL DGUUMENT
Convimion of 28 July 1351}

3 -

1)
TRAVEL DOLUMENT
Wenveation of 38 iy 1851}

This Sounent sRpire on.
unies: it waildizy 1s sxtended or nonmixk

Mo

7 ‘.‘

Mcomp-nmnd By . chilg {children}.

1. This dmummv i sl solely with 2 viow srvhding: uu« hoiday
with 3 tpsvel document which ton seve i Bou o7 o natfonal; pu;'?m b4
Is swirboul pefudioe 10 and {n no wity sifocts e hblder's nationaliny

2. The hobler 18 sutharized o evlur g

farxte here e cownery wWhase Fathatities ar iaming e éwumcm} on

at before ...
aiesa some Eater siasw 38 hopeafler speied, {¥he perod during which
the helder s 2Bewod 1 return misl 1o* Be Jeas thaed theee menthsd

3. $houid the notder take ap residence In & eaunlry ouwr than the
whith isued the grosent document. ko must, ) e withes 10 o

agin, apply 10 tho comprent sithcrities of hls cauatty »F residence for

—_]

IE Kebijakan Pemerintah...,

(U

| » f f
Nummﬁ c:n;f?ajame@ of husbend

2 oW doe:l..mcnt ITho ol trovel documant sholl b withdrawa by the
ammy Luuiny the e dogussnnt and rmbened 1 the nuhorly which
Lmed u.i“* . :

{rhwéammt mnt‘.lm_.,mm awlusive of covee)

.o . £2
Fisen wnd date of'bdr:éx ' o~ e
ngupnlﬂn i —

. Presont, niélddice -
'Mnldm rmmmmk fhren

(i ot wite.

T s Degeription
IHalghy:

Hair

i Cewwefa}m

Pl o '< 'Nnm : . .

. g%m P”'m i .
z\‘{:amnrnv!nn e

. *Spm:m mﬁjwﬁw

R:mmm_«!sj ?ia:e wd date  Sex
BPRS of steth

'Smkc oﬂ: wiﬁrw daes ot nppiy
mz?s éa&'%z,mm vusitalss.c_pegss, exchuive of covar}

—————— --'..."‘_
UG T senbenim b5 BemXets 10 e Inaerted Sy Gavernmsents whigh w3 destre.

—
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3? iF ‘B : i
¥hen & refigen s lawfuli; tajqe* up m!dnm in the wrmm}’ uf S

graph 13 ,;' -
it gnuhall W.lhd.mw thu'nld documcnl
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L B {1) {a} of the Conveaticn, shall, unless extended under article 1 B,{2)
thereof: apply also under the present Protocol,

Article II

CO-OPERATION OF THE NATIONAL AUTHDRITIES
WITH TIE UHITED RATIZNS
1. The States Partles 10 Lhe present Protoeol undartake (o ¢o-operate
with the Offlce of the c_._.:nn Natians High noa_._.._h_ono_. qoq wn_.cmoa
ar any other agency of the'[nited Nations which _._._"Q sucteed It, {n the
exerclse of its funcdans, E..n_ u_z__ In partleular facilliote __.___%Q of su.
pervising ._5 nuv__.ucn: ol En _u_da_u_u_.u of 5._ uzun_.: 1358_

forca refating to E___._maa

) Artlels Nl
_zmom___;:n_z oz HATIDNAL ﬂmn_m;._,_a.__.

The States ?Eﬁ to th _uzu Huasno_ shall 8?_._.__._&98 to the
Secretary. .General of __.s nlted: ?.En_..u __.sn Fsa and _.amEucaE
which they. may adopt 1o a:.Ea Eu mu_..._ﬁ_._on of _._.ﬁ _u_nu_m._.. Protocol,

Arddcle IV
SETTLEMENT OF DISFUTES

Any dispute berween States Parties 10 the preent Protogel which-relates
1o 1ts Interpretation or application and-which =nnot be EER_ a._._. oth-
er means shall be referred (o the _hsﬂmzo:a ‘Coutt of ._Ennn at the
request of any one of the pariles ta the, n_u_u::..

Artlele ¥V
ACCESSION

The: nﬁg_ Pratecol shall be open far accesston on behall of all Statcs
Partles to’ ﬂ_s Convention and of sny other State Member of the Unhed
Natfonsior __._._n_._..voq of any of the ubRE_.Bn_ agencles or to which an In-
vintlon 1o acvede may hove been addresyed by the Genera! Assembly of
the Unled Natinns. Aceesston shadl be effceted by the depasit of an Instru-
ment of | __Hnn_oz with the manssa__ General-of the Unired. Natlons.

Artlele VI
e :am_;_. CLAUSE

.In _..na case of a- _.,...,moa_ or nom: _.E:ua__ State, the following provlsians
" th _."___..i_..‘1

With _.E_sn ta 4_2." p_._._n_..h oq thie nn_._é_._ﬂ_c: 1o be applled In
vith-artlcle I, paragraph 1, of the present Protecol
: {thi'the:leglalanve Jurisdietion of the federal legisla-
LUve n_._sniaw Lhe abligations of-the Federal Goviernment shall to
this exIGRt wo the samte o1 5..._..., ‘of States Portles which are not
_..oan:_.__msﬂﬁ. '
E Sﬁ: respect ta,thoss artcles o_. :ﬁ Conventlon to be opplted In
s _annnaa_._...n with-article |, paragraph 1. of the present Protecol
d :._E come within e _om_.__..:_,,n Jurlsdletion af constltuont States,
e Lvac_nnﬁ or 9:6_.5 :__:_n_._ are nof,'undes the nosm:Eﬂ_o_._u_ 5ys-
" tem of the federation, bound 1o take __anw_unqn action, the Feder-
4l Oo___.p_.aan_._ﬂ shalt E._nw such articles with a favourable recom-
_mannn":_u_._ te the notlce of the __u_u_d!._n_h authorities of Statey,
__vB_.__s_..B or.caniony at the earllost posstble momont:

(e} A Federal State Party o _..:n ‘present Pratocol shall, st the request
-of any other State Party’ hereto tamsmitted 53:m: the Secretary-
General of the Unlted Nadons, supply a stafement of the law and
' __..__.._n__no of tho Federatfen and Its constituent unlts in regard to
any, parteutor provision of } the’ Oo_.sancon to-be applied in actor-
-darice i__.: antele [, um_.._wn._u: I. of the present Protaco!, show-
__._w the- Ena:n 10 which onnn has been given to that pravisien by
_amp_n___.Ea_uﬁ ather action.
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GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 2198 {XXI)

mgmw

i

. wﬁi“ .
SZ&?EZSOFIEHJG&S

Sy

THE GENERAL ASSEMELY; -

CONSIDERING .that the Canvention. mizit;lrtg to tiie Szazus af Refugees.
signed at- Geneva' on-28J uly 1951 % govers c}zﬁy t%m ;Jersons whe have
become z‘&?&zgees as aresult o? wﬁnts oc::izz“;:‘iag hefme 1 jaauary Lﬁﬁl

CONSIDERING . ti‘gat new refugee. sawaﬁoﬁs have, ariserz szrzw the Convmw

tion was adopted and (hat the refvgem concerned may ﬁmmfone not fall
within the scope of the Convention,

CONSIDERING that it is desirable that equal status should be enjoyed Dy all
refugess covered by the deflinition ia the Convenmﬁ irrespective of the
date-line of 1 January 1951,

TAKING HOTE of the recommendation of- the ﬁxemtwe Cammime of the
Programme ofithe United Nations. I*Zzg}z Comn}lss aner for Refugees™

1hat tlm draft %0%0::01 relatzng to: the $tatus cf Re gees 5}10111(1 ba sub-

pmsslble tirm

(1) Ustied Nattons,® Tmaty&sms ok Z&‘} (1954} g, 25»&5
{Z) Sea AMB3I)Rew1Add 1, et oo, phm, Fa

e 53
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CONSIDERING that the Economic and Social Council, in iks resolution
1186 {(XLI) of 18 November 1368, ok note with approval of the draft
Protocol a;omained In the addendum to.the report of the United Nations
High Commissioner for Refugees and concerning measures to axtend
the personal scope of the Conventlon® and transmitited the addendum
to the General Assembly,

1. TAKES NOTE of the Protacol relating te the Status of Refugees. the
texz of which® is contained in the addendum ta the report of the
United Natiarzs High Cammissioner for ﬁefugees ;

to enabiiﬁg them €o accede 10 the Protocol®,

. F49F 'p}en_ary\meeﬁz_zg; 16-Deceniber 1868,

{.’3] ibtd., part ans; pasa. 2. ’ )
(4} The Frotocst was signed by e President of iha Genzrral Astembiy and Ly
-the Sccmwry Generd on 31 January 1987

g ¥
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Lampiran 3
Peta Tanah vang Dijanjikan versi Theodor Herzl
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Larapirac 4
Hilangnya Tanah Palesting Pasca Perang demi Perang
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Lampiran 3
Peta Persebaran Pengungsi Palestina dil Timur Tengah

may Ly
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REFEGLES
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ANE BUNAL ABERR
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